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1.0 KATA PENGANTAR 
 

Perusahaan induk terhadap Humanitus Sidoarjo Fund adalah Humanitus Foundation. Yayasan 

ini merupakan organisasi LSM Australia yang tidak dalam ketentuan politik atau menganut 

agama tertentu yang terdaftar sebagai institusi amal dan bekerja pada wilayah Asia Tenggara di 

semua dan segala tingkatan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. 

 

Humanitus memiliki sejarah panjang akan keberhasilan bekerja pada program-program 

pembangunan sosial di Afrika Timur dan Asia Tenggara pada bidang-bidang kesehatan, 

pendidikan, diversifikasi perkotaan, parawisata, kesejahteraan masyarakat/komunitas dan 

keberlanjutan. 

 

Humanitus bekerjasama dengan berbagai badan perwakilan, LSM, CBO, Kantor Kementerian 

Pemerintah, institusi pelaksana pendidikan dan para pakar industri. Fokus kami pada saat ini 

adalah terhadap wilayah Asia Tenggara. Humanitus memiliki tim inti dan dewan direksi di 

Selandia Baru, Jerman, Asia Tenggara dan Australia. Humanitus merupakan yayasan yang 

sepenuhnya transparan dan hanya melakukan pekerjaan untuk proyek-proyek yang telah 

memiliki dukungan yang kuat pada segala tingkatan. 

 

Humanitus Sidoarjo Fund didirikan pada bulan April 2010 untuk melakukan investigasi terhadap 

solusi jangka panjang yang diperuntukan bagi efek-efek lingkungan dan dampak sosial dari 

lumpur Sidoarjo (LUSI). 

 

Humanitus Sidoarjo Fund, melalui sebuah kerjasama untuk bekerja secara kooperatif dengan 

pemerintah negara Republik Indonesia, memiliki tujuan untuk membantu baik Pemerintah 

maupun masyarakat yang berada di area yang terkena dampak dengan meningkatkan kesadaran 

akan efek yang berlangsung secara terus menerus dari LUSI dan pada saat yang sama 

membantu, melalui konsultasi, dengan berbagai aspek dari bencana ini termasuk penelitian 

ilmiah dimasa mendatang serta permasalahan-permasalahan yang terkait dengan lingkungan dan 

sosial. 

 

Sebuah peran yang terintegrasi dari Humanitus adalah pembentukan sebuah kelompok penelitian 

ilmiah bertaraf internasional untuk mempelajari secara lebih mendalam tentang LUSI. Melalui 
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kerjasama yang terkoordinasi ini, kolaborasi terstruktur yang terdiri dari para ilmuwan dan pakar 

akan berupaya mencari pemahaman yang lebih baik akan permukaan di daerah tersebut, sumber 

air, jangka panjang dari letusan dan pada akhirnya dampak di masa mendatang untuk daerah 

tersebut serta masyarakatnya. Merupakan kepercayaan kami bahwa hingga fenomena geologi ini 

dapat dimengerti dengan baik, hanya pada saat itulah infrastruktur jangka panjang dan program-

program perencanaan sosial dapat diimplementasikan secara efektif. 

 

Selain pembentukan dari kelompok penelitian ini Humanitus telah dipercayakan dengan tugas 

untuk melaksanakan penelitian dampak sosial yang independen terhadap dampak-dampak yang 

ada saat ini serta yang terus menerus dari Lumpur Sidoarjo pada masyarakat yang terkena 

dampak.  
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2.0 METODOLOGI PENELITIAN DAMPAK 

SOSIAL  

 

Pekerjaan analisa sosial akan menggunakan dua metode utama:  

1. Kompilasi, komen dan analisa dari dokumen-dokumen dan data yang dikumpulkan 

hingga saat ini oleh Humanitus, Pemerintah dan otoritas Non-Pemerintah 

2. Arsip akan wawancara-wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. 

 

Laporan ini memiliki fokus utama pada factor-faktor makro sosial dan ekonomi yang 

menyertainya.  Dengan sebuah bencana yang dalam skala seperti ini, serta mengingat bahwa 

sudah hampir lima tahun sejak letusan pertama, proses wawancara yang efektif dan relevan 

secara menyeluruh terhadap komunitas yang terkena dampak merupakan sebuah masalah. Bagi 

mereka yang telah diberikan kompensasi secara efektif dan juga banyak yang tidak mendapatkan 

kompensasi, telah pindah dari daerah tersebut untuk hidup dengan para kerabat atau di 

perumahan baru yang didanai oleh kompensasi uang tunai. Masyarakat ini, kecuali mereka yang 

tinggal di pusat-pusat tempat realokasi, sulit untuk dihubungi dan menjadi sebuah proses 

interview individual yang komprehensif tersendiri diluar dari cakupan laporan ini. Namun 

demikian, dengan semua wawancara yang dijalankan penekanan diterapkan dalam 

mempertahankan standard-standar etik dari anonimitas responden dan yang diwawancarai, 

dimana layak, dan partisipasi sukarela. 

 

Wawancara-wawancara yang dilakukan akan meliputi beberapa area: 

I. Wawancara dengan sejumlah rumah tangga yang terkena dampak di Sidoarjo.  

II. Wawancara dengan otoritas pemerintah, termasuk Badan Mitigasi Semburan Lumpur 

Sidoarjo atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan para pemangku 

kepentingan swasta, termasuk PT Lapindo Brantas (Lapindo). 

III. Kami juga telah mencatat dan memberi komentar terhadap wawancara yang dilakukan di 

masa lalu oleh organisasi dan lembaga-lembaga lain sehubungan dengan relevansi 

terhadap dampak-dampak sosial  yang disebabkan oleh lumpur gunung berapi Sidoarjo. 
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Laporan ini tidak berupaya untuk membuat kesimpulan apapun terkait dengan kontroversi seputar 

pemicu dari lumpur gunung merapi Sidoardjo (pengeboran vs gempa bumi) selain dari untuk memberi 

komentar akan dampak-dampak dari kontroversi tersebut terhadap kesejahteraan sosial dari masyarakat 

Sidoarjo. 

 

Pengeluaran pendanaan di masa lalu (termasuk nama-nama para donor) akan diperiksa secara 

rinci. Hal ini akan mencakup grafik, peta-peta dan tabel grafik akan dimana pendanaan telah 

dihabiskan hingga saat ini. 

 

Sebagai bagian dari pengujian ini sebuah penelitian juga akan dilaksanakan untuk perjanjian-

perjanjian dimasa lalu serta saat ini antara Pemerintah dan para pihak lainnya, termasuk rencana-

rencana kompensasi. 
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3.0 LATAR BELAKANG DARI 

LUMPUR SIDOARJO 

 

3.1.0 LUMPUR GUNUNG BERAPI ITU APA? 

 

 

Figure 1 LUSI courtesy BPLS 

 

Lumpur Gunung Berapi juga dikenal sebagai gunung berapi sedimen (sedimentary volcanoes) 

dan merupakan serumpun dekat dengan jenis gunung berapi magmatik (Magmatic volcanoes).  

Gunung berapi tersebut merupakan fenomena geologi yang disebabkan oleh lapisan lumpur 

bertekanan tinggi di bawah-permukaan (subsurface over-pressurised mud layers). Jenis-jenis 

gunung berapi ini juga kerap berhubungan dengan garis-garis faktur (fracture lines), patahan 

(faulting), atau lipatan tajam/runcing (sharp folding) dan sering diasosiasikan dengan subduksi 

tektonik (tectonic subduction). Lumpur Gunung Berapi pada umumnya merupakan letusan dari 

lumpur yang berair atau tanah liat (diikuti dengan gas methane), yang umumnya cenderung 
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membentuk menjadi sebuah lumpur padat atau hasil tanah liat dengan bentuk yang seperti 

kerucut (conical) atau berbentuk seperti gunung berapi. 

 

Sumber dari lumpur gunung berapi umumnya dapat ditelusuri kembali kepada lapisan dibawah 

permukaan lumpur yang besar dan tidak terlalu padat, lumpur atau serpihan (shale). Sumber ini 

sering dikaitkan dengan zona gempa  bumi  dan secara umum  berada di dalam daerah yang kaya 

akan hidrokarbon. 

 

Penyebab dari lumpur gunung berapi adalah, sebagian, secara sederhana disebabkan oleh berat 

dari batu-batuan yang terkena beban berlebih dari kandungan cair yang terdiri dari serpihan-

serpihan lumpur tidak padat. Namun, lumpur gunung berapi di seluruh dunia terkait dengan gas 

metana, dan keberadaan dari gas metana di bawah permukaan juga merupakan fitur utama dari 

fenomena yang terkominasi dengan, pada saat-saat tertentu pemicu tambahan seperti aktifitas 

tektonik. 

 

Lumpur tersebut merupakan campuran dari tanah liat dan air garam, yang disimpan dalam 

bentuk lanyah oleh kegiatan perebusan/penggodokan atau gelegak dari gas metana yang 

terlepas. Gas metana berasal dari akumulasi bahan organik langsung atau dari akumulasi 

sekunder dalam garis-garis pasir di dalam sumber serpihan batu-batu atau dari wadah tandon 

yang lebih besar.  Beberapa minyak cair sering, walaupun tidak selalu, terkait dengan gas-gas 

hidrokarbon dari lumpur gunung berapi, yang umumnya adalah aktifitas dari lumpur gunung 

berapi  yang meluap secara halus di permukaan lumpur dan biasanya air asin diiringi oleh 

gelembung-gelembung gas. 

 

Terdapat banyak kejadian yang dikenal sebagai letusan yang merupakan ledakan besar dari batu-

batu besar secara massa telah meletus tinggi hingga ratusan meter ke udara dan tersebar secara 

meluas di wilayah tersebut. Letusan keras intermiten ini secara kuat menunjukkan gaya kekuatan 

bukan hanya merupakan berat yang terakumulasi dari tekanan yang berlebih yang terus menerus 

tetapi disebabkan oleh akumulasi yang terbagi karena tekanan-tekanan periodic dan pelepasan 

dari tekanan internal dari generasi gas metane yang didalam badan serpihan atau diapir. 

 

Sekitar 1,100 lumpur gunung berapi telah teridentifikasikan di seluruh dunia di daratan dan di 

perairan dangkal. Telah diperkirakan bahwa lebih dari 10,000 ada di lereng-lereng benua dan 
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dataran abyssal. Struktur terbesar memiliki diameter 10 km dan dapat mencapai ketinggian 

700m. Azerbaijan memiliki lumpur gunung berapi paling banyak dengan 300 yang tercatat. 

 

Banyak dari lumpur-lumpur gunung berapi tersebut berada pada tepian pantai Black Sea dan 

Caspian Sea. Indonesia menjadi tuan rumah terhadap sejumlah lumpur gunung berapi dengan 

yang terbesar berada di Timor Barat yang sama dengan ukuran ibu kota Jakarta. Lumpur gunung 

berapi yang tercepat pertumbuhannya juga berada di Indonesia, berlokasi di pulau Jawa. 

Kekuatan tektonik serta hasil sedimen yang besar disekitar pulau telah mencipitakan beberapa 

lapangan lumpur gunung berapi, kebanyakan dari gunung tersebut mengeluarkan metana dan 

jenis hidrokarbon lainnya. 

 

China memiliki sejumlah lumpur gunung berapi di propinsi Xinjiang. Juga terdapat lumpur 

gunung berapi di Arakan Coast di Myanmar dan dua lumpur gunung berapi yang aktif di Taiwan 

Selatan, serta beberapa yang tidak aktif. 

 

Di pulau Baratang, bagian dari pulau Andaman di Samudera Hindia telah memiliki sejumlah 

tempat dengan aktifitas lumpur gunung berapi. Terdapat suatu kejadian letusan yang signifikan 

pada tahun 2005 yang diyakini terkait dengan gempa bumi Samudera Hindia paya tahun 2004. 

(Laporan Ringkasan Penelitian Lumpur Sidoardjo) 

 

3.2.0 Kapan Lumpur Sidoarjo pertama kali meletus? 

 

Pada tanggal 29 May 2006 di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,  lumpur 

gunung berapi yang sekarang dikenal sebagai LUSI (sebuah singkatan dari kata Lumpur, dalam 

bahasa Indonesia dan Sidoarjo, Kabupaten dimana letusan terjadi) meletus dengan 

memuntahkan gas-gas panas, lumpur dan air ke dalam masyarakat disekitarnya. 

 

Semburan lumpur tidak hanya menghancurkan lahan tanah masyarakat, infrastruktur pemerintah 

dan lingkungan fisik yang telah disebabkannya, tetapi terus mengakibatkan kerusakan terhadap 

kehidupan, mata pencaharian, dan rasa dari kebersamaan dalam masyarakat. 
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Figure 2 LUSI 2006 courtesy BPLS 
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Figure 3 LUSI 2009/10 courtesy BPLS 

 

2006 

2009 - 2010 
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Figure 4 LUSI 2011 courtesy BPLS 

  

TODAY – 2011 
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3.3.0 Kronologi LUSI 

Tanggal Kejadian Penjelasan 

9 Juli 2005 

Gempa dengan kekuatan 4.4 di 

skala riecter melanda tepat dibawah 

zona lumpur Sidoardjo meletus. 

Lihat tanggal 27 Mei 2006 dibawah 

Maret 2006 

PT Lapindo Brantas (Lapindo) 

sebuah perusahan pengeboran gas 

yang mayoritas sahamnya dimiliki 

oleh Indonesia mulai pengeboran 

sumur eksplorasi Banjar Panji 1. 

Sumur ini dikomisikan untuk 

menentukan kelayakan dari 

mengambil hasil dari pembentukan 

gas alami besar yang terpendam 

(yang dinamakan Kunjung 

formation). 

Pertama kali Lumpur Sidoardjo meletus 

adalah Mei 2006 yang terjadi sekitar 

200 metres dari pemboran sumur ini. 

Beberapa ilmuwan dan komentator 

menyatakan bahwa sumur ini yang 

memicu Lumpur gunung berapi 

Sidoardjo ini. 

27 Mei 2006 

Gempa bumi berkekuatan 6.3 

riechter yang menghancurkan 

melanda di dekat kota Yogyakarta 

yang padat penduduk (sekitar 

200km dari zona letusan lumpur 

Sidoardjo) menewaskan hamper 

6.000 orang. 

Beberapa ilmuwan dan komentator 

berpendapat bahwa gempa bumi ini 

yang dikombinasikan dengan gempa 

bumi Juli 2005 serta pergerakan 

patahan Watukosek merupakan pemicu 

untuk letusan Lumpur gunung berapi 

Sidoarjo  

29 Mei 2006 

Pada pukul 5 pagi sebuah letusan 

yang terdiri dari uap, air dan gas 

diamati 200 meter barat daya dari 

sumur Banjar Panji 1. 

Lumpur gunung berapi Sidoardjo 

terlahir. 

30 Mei 2006 

Sebuah bau yang aneh muncul di 

sekitar area semburan lumpur yang 

panas. 

Tanggapan cepat diberlakukan 

sebagai berikut:  

Siswa dievakuasi dari dua sekolah 

dasar di desa Renokenongo dan sekolah 

ditutup. 

 

Pabrik-pabrik di sekitar letusan ditutup, 
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• Distribusi masker kepada 

masyarakat di dekat lokasi letusan. 

• Air bersih diberikan oleh Lapindo 

kepada penduduk di sekitar letusan, 

dan warga diminta untuk sementara 

tidak menggunakan air sumur.  

• warga desa siring diminta untuk 

tidak menyalakan api. 

• persediaan makanan utama 

didistribusikan. 

termasuk PT Catur Putra Surya dan PT 

Primapindo. 

1 Juni 2006 

Letusan kedua terjadi 

 

Sebuah tim tanggap darurat awal 

didirikan. Tim ini dipimpin oleh 

Komandan Kodim Sidoarjo dengan 

anggota dari badan-badan yang relevan 

seperti polisi, lingkungan, BP Migas, 

Lapindo, serta tokoh masyarakat.  

2 Juni 2006 

Letusan ketiga terjadi.  

Evakuasi 735 warga Desa 

Renokenongo dimulai dari desa 

Renokenongo menuju di balai desa 

dan rumah kerabat. Lapindo 

sepakat untuk memberikan bantuan 

hibah sebesar Rp 200.000 per 

keluarga di Desa Siring dan 

Renokenongo. Selain itu, bantuan 

dalam bentuk paket bantuan sewa 

dan rumah dan asuransi jiwa. 

Letusan kedua dan ketiga singkat dan 

tampaknya berhenti pada tanggal 5 Juni 

2006. Mereka terletak di antara 500 dan 

800 meter timur laut dari sumur 

pengeboran gas. 

3 Juni 2006 

Penduduk desa dievakuasi dalam 

jumlah yang lebih besar ke daerah 

yang lebih aman. 

Beberapa daerah ini seperti Pasar Baru, 

Porong (PBP) dan Mapolsek Balai 

Desa. 

9 Juni 2006 

warga menolak ide pembuangan 

lumpur ke Kalimati 

 

Hal ini karena mereka membuat asumsi 

bahwa lumpur mengandung material 

berbahaya.  
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10 Juni 2006 

Lapindo diminta untuk 

menanggung semua biaya mitigasi 

oleh Bupati Sidoarjo 

 

11 Juni 2006 

Semburan lumpur diperkirakan 

5,000 meter kubik per hari. Jalan 

tol banjir meskipun sudah 

dilakukan respon yang 

terkoordinasi 

Jalan tol Porong secara berkala dibuka 

dan ditutup beberapa kali pada tanggal 

22 November 2006, meskipun upaya 

berulang-ulang untuk melindungi nya.  

12 Juni 2006 

Tim Independen Dibentuk oleh 

Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral. Berdasarkan Surat 

Keputusan No. K/73/MEM/2006 

2231.  

Tugas dari Tim adalah:  

• Memeriksa kondisi geologi di sekitar 

sumur Banjarpanji-1 dan sumber 

letusan.  

• Penelitian dan mengevaluasi program 

pemboran dan pelaksanaannya di 

lapangan.  

• Merumuskan solusi teknis untuk 

menghentikan semburan lumpur. 

• Mengembangkan solusi-solusi 

alternatif 

 

15 Juni 2006 

SATLAK (Sebuah tim terpadu 

Pemerintah Daerah Sidoarjo), 

didirikan dan dipimpin oleh 

Kabupaten Sidoarjo. 

Timnya terdiri dari 3 koordinator:  

• Koordinator Pengedalian (Control 

Coordinator) – Sidoarjo.  

• Koordinator Teknis (Technical 

Coordinator) yang diketuai oleh 

Lapindo dan seorang perwakilan 

dari BP Migas.  

• Koordinator dari Rehabilitasi 

sosial dan Humas diketuai oleh 

SATLAK diselenggarakan untuk 

menyelidiki beberapa aspek dari 

letusan lumpur seperti: 

• Evakuasi dari mereka yang terkena 

dampak oleh aliran lumpur 

• menyiapkan pusat 

evakuasi/pengungsian  

• Menyebarluaskan informasi dan 

memastikan komunikasi yang baik 

dengan masyarakat setempat tentang 

bencana dan dampaknya.  

• Membangun rumah sakit darurat, pos 

kesehatan, pos keamanan, dapur umum 
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Wakil Bupati Sidoarjo. dan daerah pengungsi di Pasar Baru 

Porong. 

• Memerangi penyebaran semburan 

lumpur.  

• Desain sebuah alternative akan 

rencana pembuangan lumpur. 

• Melakukan pemantauan terus menerus 

akan semburan lumpur.  

17 Juni 2006 

Sekitar 100 karyawan pabrik 

kerupuk PT Inti Pratama Sari ber 

demo di kantor-kantor Lapindo. 

Para karyawan menuntut untuk 

hilangnya penghasilan  

 

Tanggul di desa siring rusak. Lumpur mulai menggenangi rumah-

rumah di Siring 

 

20 Juni 2006 

Kementerian Lingkungan Hidup 

(KLH) Indonesia untuk membuat 

permintaan bantuan teknis dengan 

identifikasi dampak lingkungan 

dari aliran lumpur "' kepada United 

Nations Office of Humanitarian 

Affairs (OCHA). 

Bagian Lingkungan Darurat OCHA 

yang berkolaborasi dengan Bagian 

Dukungan Koordinasi Lapangan 

OCHA mengerahkan sebuah tim 

Penilaian dan Koordinasi Bencana PBB 

(UNDAC) dengan lima ahli lingkungan 

dari 25 Juni-6 Juli 2006. 

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla 

memberikan pernyataan kepada 

para pengungsi di Pasar Baru di 

Porong.  

 

Pada dasarnya, ia meminta Lapindo 

untuk bertanggung jawab penuh atas 

dampak sosial yang disebabkan oleh 

bencana semburan lumpur panas 

Sidoarjo. 

Lapindo memberikan bantuan 

sosial 5 milyar Rupiah 

Uang diberikan secara simbolis oleh 

Nirwan D. Bakrie kepada Wakil Bupati 

Saiful Ilah. 
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21 Juni 2006 

Lapindo menghitung volume 

lumpur yang disemburkan sejak 29 

Mei 2006 berdasarkan pengukuran 

permukaan dan kedalaman  dengan 

menggunakan GPS. 

Volume ini diperkirakan 1,1 juta m3 

lumpur. kedalaman berkisar 3,5 hingga 

6,4 meter lumpur di sekitar sumber 

lumpur, untuk 0,1hingga 0,6 meter di 

tepi zona banjir. Walaupun alirannya 

tidak kontinyu dan gunung berapi 

lumpur hanya sekali-kali aktif, estimasi 

volume rata-rata lumpur yang 

dipancarkan selama periode yang 

memiliki lebih dari 40.000 m3/hari. 

 

Lapindo bertemu dengan 

perwakilan dari 15 perusahaan 

kecil dan menengah yang terkena 

dampak lumpur 

 

Lapindo telah sepakat untuk 

menggantikan upah Rp 700.000 per 

bulan per orang untuk 1879 pekerja. 

Pada tanggal 29 Juni Lapindo 

membayar bantuan upah kepada 1787 

pekerja dari 13 perusahaan yang 

terkena dampak. 

Dua orang dilaporkan tewas karena 

menghirup H2S - gas hidrogen 

sulfida 

Selama ini 12 000 orang menerima 

perawatan medis untuk masalah 

pernapasan, dimana aliran lumpur 

mencapai 40.000 meter kubik per hari 

dan 7.000 orang telah mengungsi. 

27 Juni 2006 
Jalan tol ditutup untuk sementara 

waktu karena aliran lumpur. 

 

5 Juli 2006 

Penduduk yang terkena dampak 

mulai menuntut kompensasi. 

Perjanjian Kerjasama Kolektif 

dimulai untuk bantuan rumah sewa. 

Kesepakatan antara Lapindo, dan wakil 

rakyat dari Kedungbendo Perumtas 1 

(Perumahan) dan dimediasi oleh Wakil 

Bupati Saiful Ilah. Perjanjian ini terdiri 

dari bantuan perumahan sewa sebesar 

Rp 2 juta per tahun kepada warga 

terkena dampak langsung. Pada tanggal 

10 Juli, rumah bantuan sewa dan 

kemudian meningkat menjadi Rp 2,5 
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juta per tahun dalam menanggapi 

permintaan dari mereka yang terkena 

dampak 

7 Juli 2006 

Beberapa percobaan dilakukan 

terkait dengan upaya mendaya 

gunakan lumpur.  

Antara lain, lumpur diuji untuk dikelola 

sebagai bahan baku pembuatan batu 

bata. Pengrajin dari Mojokerto mulai 

membuat 5.000 batu bata dari lumpur 

Sidoardjo.  

   

9 Juli 2006 

Warga yang memiliki rumah 

daripada menyewa mereka mulai 

menuntut kompensasi. 

 

12 Juli 2006 

Ratusan warga Desa Siring 

menghentikan truk-truk pasir 

sebagai bentuk protes mereka.  

Warga Siring yang tidak dapat 

dikategorikan secara langsung terkena 

dampak menuntut agar mereka juga 

diberikan kompensasi. Tuntutan 

mereka dipenuhi pada tanggal 15 Juli: 

Lapindo membayar ganti rugi sebesar 

Rp 300.000 per keluarga.  

13 Juli 2006 

Upaya ekstensif dilakukan untuk 

mencoba menghentikan semburan 

lumpur. 

Hal ini termasuk, pengeboran sumur 

bantuan dan penempatan lebih dari 500 

bola beton dari berbagai macam di 

daerah letusan. Tak satu pun dari upaya 

ini berhasil dan dianggap oleh banyak 

ilmuwan sebagai upaya yang sia-sia 

dari awal.  

16 Juli 2006 

Lapindo mulai membayar sewa 

tanah yang dibutuhkan untuk 

kolam-kolam. 

Sebanyak 42 warga Besuki menerima 

uang sewa untuk 2 tahun senilai Rp 

259.200.000.- Hingga 6 Agustus 2007, 

Lapindo telah membayar uang sewa 

untuk area kolam dan tanaman 

hortikultura yang gagal sejumah Rp 

13.244.588.635.- kepada 1720 warga 
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dan pemilik tanah yang terkena 

dampak. 

3 Agustus 2006 

Menteri Lingkungan Hidup 

memberikan ijin untuk 

pembuangan lumpur. Namun 

melarang pembuangan ke laut. 

 

4 Agustus 2006 

Warga Besuki menolak 

penggunaan tanah di sana sebagai 

kolam. 

 

5 Agustus 2006 
3 pabrik di Jatirejo terkena dampak 

lumpur. 

 

7 Agustus 2006 

Bertemu dengan masyarakat 

Jatirejo. 

Kesepakatan untuk mengevakuasi 871 

keluarga Jatirejo. 

Jalanan toll ditutup lagi untuk satu 

arah. 

 

8 Agustus 2006 

Forum untuk Yayasan Lingkungan 

(WALHI) menolak untuk 

mengijinkan pembuangan lumpur 

ke laut. 

 

Kedua sisi jalanan toll ditutup.  

9 Agustus 2006 
Penduduk Desa Siring permintaan 

pembelian lahan. 

 

 

11 Agustus 

2006 

Presiden negara Indonesia 

meninjau area pengungsi di 

Porong. 

Dalam kunjungannya, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menekankan 

pentingnya menyisihkan daerah kolam 

lumpur yang lebih luas. 

Gubernur mengijinkan lumpur 

untuk dipompa ke Sungai Porong 

dan akhirnya ke laut. 

Namun ia mengatakan bahwa lumpur 

harus diproses terlebih dahulu dan 

lumpur yang lebih berat tidak boleh 

dipompa. 

12 Agustus 

2006 

Di wilayah Renomencil di desa 

Renokenongo terendam lumpur. 
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13 Agustus 

2006 

Jumlah pengungsi meningkat 

tinggi. 

Diperkirakan bahwa sekarang ada 

sebanyak 10.000 orang pengungsi. 

14 Agustus 

2006 

Diskusi lebih lanjut dengan 

masyarakat yang terkena dampak 

terjadi terkait dengan perjanjian 

sewa ruang yang diusulkan. 

Sebuah kesepakatan akhirnya tercapai. 

16 Agustus2006 

Lapindo melaporkan bahwa mereka 

bersedia untuk membeli tanah dan 

bangunan yang terkena dampak. 

Hal ini diumumkan dalam pertemuan di 

Balai Kabupaten Sidoarjo. 

18 Agustus2006 

Semburan lumpur diperkirakan 

sebesar 50.000 meter kubik per 

hari. Karena itu, tanggul yang telah 

dibuat untuk mengendalikan aliran 

lumpur ini pecah. 

11,000 orang sekarang menjadi 

pengungsi. 

 

Lapindo setuju untuk 

merelokasikan untuk sementara 11 

pabrik. 

Biaya untuk hal ini adalah this is Rp 

6.832 Milyar. 

22 Agustus 

2006 

Penduduk desa Besuki protes 

terhadap kegagalan tanggul. 

Protes berupa blokade jalan tol yang 

mereka lakukan beberapa kali. 

25 Agustus2006 

Sebuah ledakan besar terjadi di 

lokasi letusan utama. 

Hal ini menyebabkan luka serius dan 

luka ringan untuk para pekerja. Satu 

orang, Yuli Eko, akhirnya meninggal 

karena luka-lukanya pada tanggal 1 

September.  

29 Agustus2006 Tanggul pecah lagi. Jalanan toll terkena dampak lagi. 

30 Agustus2006 

Presiden mengadakan pertemuan 

dengan Bupati Sidoarjo, Gubernur 

Jawa Timur dan anggota Kabinet. 

Diskusi tertuju untuk focus terhadap 4 

hal: 

• Memperkuat tanggul kolam 

penyimpanan. 

• Apa yang dapat dilakukan 

dengan lumpur tersebut. 

• Membuang lumpur ke sungai 

atau laut setelah diproses. 
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• Faktor-faktor lingkungan. 

 

1 September 

2006 

Politikus  Amien Rais, menyatakan 

Lumpur Sidoarjo sebagai bencana 

national. 

Ini mengikuti panggilan serupa sebulan 

sebelumnya oleh Abdurrahman Wahid. 

Amien Rais mendesak pemerintah 

untuk mengambil alih pengelolaan 

bencana. 

Desa Jatirejo semakin terendam 

lumpur. 

Hal ini terus meningkat sepanjang 

September. 

3 September 

2006 

Warga desa Siring, Renokenongo, 

Kedungbendo, Keboguyang dan 

Besuki protes di jalan toll. 

Warga khawatir tentang kekuatan 

bendungan dan tumpahan yang terus 

terjadi ke desa-desa. 

4 September 

2006 

Pengemudi truk buldoser tewas 

dalam kecelakaan di sumur 

bantuan. 

 

Warga dari lima desa Sentul, 

Glagaharum, Plumbon, Permisan 

dan Keboguyang mendesak 

Lapindo dan pemerintah untuk 

menyalurkan lumpur ke sungai 

Porong. 

Ratusan penduduk desa-desa khawatir 

bahwa jika hal ini tidak dilakukan 

segera tanggul lumpur meluap dan 

banjir desa mereka.  

7 September 

2006 

Sekitar 170 keluarga dari desa 

Siring meminta Lapindo untuk 

membeli lahan property mereka. 

Para keluarga menolak paket bantuan 

sewa dan memilih untuk pembelian. 

8 September 

2006 

Dengan eskalasi lebih lanjut dalam 

bencana tersebut, tim nasional 

untuk mengelola, Lumpur Sidoarjo 

(tim nasional), dibentuk oleh 

Presiden, empat bulan setelah 

letusan terjadi. Semua biaya yang 

harus ditanggung oleh Lapindo. 

Hal ini dikenal sebagai Keputusan 

Presiden 13/2006. 

Pekerjaan utama dari tim ini adalah: 

• Penyelamatkan masyarakat 

yang terkena dampak. 

• Mempertahankan bentuk dasar 

infrastruktur. 

• Pengakiran/penyelesaian akan 

semburan lumpur. 

Setelah tujuh bulan beroperasi dan 

setelah menyelesaikan sebuah laporan 
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mengenai jumlah korban jiwa dan 

kerugian, Timnas dibubarkan. 

15 September 

2006 

Jumlah protes meningkat oleh 

warga yang terkena dapat di jalan 

tol yang menuntut tindakan untuk 

menyalurkan lumpur ke Sungai 

Porong setelah lumpur meluap dari 

bendungan Besuki, Pejarakan dan 

Mindi. 

Bupati Sidoarjo memerintahkan 

penyaluran lumpur ke sungai. 

18 September 

2006 

Pertemuan tingkat tinggi 

Pemerintah Indonesia. 

Keputusan dibuat untuk menggantikan 

tanggul darurat yang tegang beban 

dengan tanggul yang permanen. 

19 September 

2006 

Warga siring meminta paket 

bantuan sewa. 

54 keluarga diberikan bantuan yang 

serupa dengan yang diberikan di 

Perumtas 1. 

Lumpur dipompa di dalam sungai 

Porong. 

7 stasiun pompa digunakan. Setiap 

pompa memiliki kapasitas hingga 300 

liter per detik. 

20 September 

2006 

Selain menyalurkan lumpur ke Kali 

Porong truk dump juga digunakan 

untuk mengangkut lumpur ke 

Ngoro, Mojokerto. 

Truk-truk melakukan perjalanan sampai 

250 kali sehari dan rata-rata 2500 meter 

kubik per hari. 

21 September 

2006 

Menteri Lingkungan Hidup 

menyetujui pembuangan lumpur ke 

dalam sungai Porong. 

 

27 September 

2006 

Jalur Kereta Api di KM32 

terpelintir disebabkan oleh 

penurunan dibawah permukaan 

(subsidence) atau gerakan patahan 

Watukosek Fault. 

 

Pertemuan Kabinet menegaskan 

persetujuan saluran lumpur ke laut 

melalui Sungai Porong. 

Poin-poin utama dari pertemuan 

tersebut adalah: 

• 495 hektar area yang dinyatakan 
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rawan bencana 

• Semua warga dalam zona ini 

harus di relokasikan kembali. 

• Melanjutkan upaya-upaya untuk 

menghentikan semburan 

lumpur. 

• Menyalurkan lumpur ke sungai 

Porong. 

• Memperkuat tanggul. 

• Memindahkan jalanan toll, jalur 

kereta api dan saluran pipa-pipa 

gas. 

1 Oktober 2006 

Laporan kerusakan pada gedung-

gedung disebabkan retakan-

retakan. 

Diperkirakan disebabkan oleh 

pergerakan dibawah permukaan tanah 

(subsidence). 

2 Oktober 2006 

Relokasi permanen dimulai dan 

KASIBA (siap untuk membangun 

Sidoarjo baru) diluncurkan kepada 

publik umum. 

Namun di beberapa desa dukungan 

untuk relokasi menurun, karena banyak 

memilih untuk pembayaran tunai putus 

('cash and carry'). 

8 Oktober 2006 

Presiden mengunjungi lokasi lagi. Menugaskan TimNas untuk: 

• Memulai pengerukan sungai 

Porong. 

• Memastikan keselamatan warga 

yang terkena dampak. 

• Mengamankan infrastruktur. 

9 Oktober 2006 

Lapindo setuju untuk member 

bantuan terhadap karyawan pabrik 

yang terkena dampak. 

1428 karyawan dari 19 usaha/bisnis 

menerima bantuan. 

19 Oktober 

2006 

Tanggul awalnya diperkuat dengan 

limbah besi. 

Menyusul protes karena hal faktor 

lingkungan, bahan penguat tanggul 

diubah menjadi polimer cair. 

29 Oktober 

2006 

Lapindo diminta untuk membayar 

Rp 2,5 juta per meter persegi untuk 

Dalam diskusi lebih lanjut, disepakati 

terdapat 6 bidang lainnya yang penting 
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pemilik rumah yang terkena 

pelebaran tanggul. 

untuk ditangani: 

• Pasokan air bersih. 

• Asuransi Kesehatan. 

• Kompensasi transportasi. 

• Pompa-pompa irigasi. 

• Relokasi kuburan-kuburan. 

• Menguatkan tanggul. 

30 Oktober 

2006 

Katup akhirnya dibuka untuk 

sungai Porong. 

Namun ada masalah dengan pompa 

karena faktor endapan lumpur dan 

lainnya. Hasilnya adalah bahwa lumpur 

dan kotoran tidak dapat dipindahkan 

dalam kecepatan yang cukup dari 

kolam-kolam tambak. 

1 November 

2006 

Protes unjuk rasa terjadi di Desa 

Jatirejo. 

Warga ingin kejelasan tentang 

kompensasi untuk properti. Warga 

sekarang ingin Rp 3.5 juta per meter 

persegi. 

4 November 

2006 

Jalanan toll dibuka kembali.  

6 November 

2006 

Pertamina menyatakan mereka 

akan merelokasi jalur pipa gas. 

 

7 November 

2006 

Jalanan toll ditutup. Dibuka kembali 8 November. 

Ditutup lagi 9 November. 

Dibuka kembali 11 November. 

9 November 

2006 

Rumah-rumah di Pejarakan 

kebanjiran akibat luapan lumpur. 

Karena pompa-pompa tidak dapat 

mengatasi volume semburan lumpur 

dan air yang terus meluap, warga yang 

terkena dampak menuntut kompensasi. 

18 November 

2006 

Jalanan toll ditutup lagi karena 

lumpur membanjiri jalanan. 

Dibuka kembali tanggal 20 November 

tetapi akhirnya ditutup untuk terakhir 

kalinya pada tanggal 21 November 

karena permukaan tanah (subsidence) 

dan tanah longsor terbukti terlalu 
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berbahaya. 

22 November 

2006 

Kilang pipa gas Pertamina meledak 

di KM38. 

 

12 orang, kebanyakan tentara dan polisi 

meninggal. 2 orang hilang. Polisi 

menyatakan hal ini sebagai kecelakaan. 

25 November 

2006 

Lumpur mulai menggenangi 

Perumtas 1. 

Evakuasi dari warga Perumtas 1 

dimulai. Evakuasi dari warga desa 

Siring, Renokenongo, Kedungbendo 

dan Jatirejo ditingkatkan.  

30 November 

2006 

Warga Perumtas 1 mulai menerima 

bantuan sewa. 

 

1 Desember 

2006 

Pada pertemuan antara perwakilan 

dari pemerintah dan warga yang 

terkena dampak, Lapindo 

menawarkan paket kompensasi. 

Paket tersebut terdiri dari: 

• Rp 500,000 per meter per segi 

untuk lahan tanah. 

• Rp 1.25 juta per meter per segi 

untuk gedung bangunan. 

• Rp 90,000 per meter per segi 

untuk petani padi. 

Namun warga menolak jumlah ini. 

 

4 Desember 

2006 

Lapindo, Kabupaten Sidoarjo dan 

tim sepakat untuk harga tanah dan 

bangunan berdasarkan paket 

kompensasi dan menjelaskan 

bahwa paket kompensasi 

mengambil bentuk dan kontrak 

penjualan (PIJB). Perjanjian ini 

mencakup 4 desa Siring, 

Renokenongo, Kedungbendo dan 

Jatirejo. Paket ini akan dibayar 

dengan angsuran mulai 20% dari 

total dan sisanya 80% dalam waktu 

2 tahun. Hal ini kemudian 

dikonfirmasi oleh Keputusan 

Protes-protes dan rapat-rapat yang 

terjadi kemudian menghasilkan suatu 

kesepakatan akan kompensasi 

pembayaran tunai putus (‘cash and 

carry’)  untuk empat desa yang terkena 

dampak: 

• Rp 1 juta per meter persegi 

untuk lahan tanah. 

• Rp 1.5 juta per meter per segi 

untuk bangunan gedung. 

• Rp 120,000 per meter per segi 

untuk petani padi. 

Masih terdapat perselisihan pendapat 

antara warga sendiri terhadap apakah 
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Presiden. 

 

mau menerima paket. 

7 Desember 

2006 

Luapan lumpur semakin meluas.  

8 Desember 

2006 

Warga Wangkal, di desa 

Renokenongo terpaksa dievakuasi. 

 

15 Desember 

2006th 

Lumpur meluap lebih ke arah 

Ketapang. 

 

Porong tergenang dengan lumpur.  

24 Desember 

2006 

Lapangan-lapangan di Gempasar 

tergenang lumpur. 

 

27 Desember 

2006 

Hujan deras semakin meningkatkan 

permasalahan yang ada. 

Siring, Kedungbendo dan Jatirejo 

sekarang tergenang sepenuhnya. 

Tempat pengungsian PBP semakin 

penuh sesak. 

 

 

28 Desember 

2006 

Rapat penanganan krisis besar 

dibentuk oleh Presiden. 

7 hal utama disepakati: 

• Lapindo untuk menyediakan Rp 

1.3 triliun yang diperlukan 

untuk mengelola luapan lumpur. 

• Lapindo untuk menyediakan Rp 

2.5 triliun dalam kompensasi 

biaya awal 20% untuk dimulai 

pada Maret 2007. 

• Mempercepat pengelolaan 

infrastruktur yang terkena 

dampak. 

• Mengalokasikan pembangkit 

listrik gas untuk memproduksi 

pupuk. 

• Pemerintah untuk menyiapkan 

bantuan. 

• Memindahkan lumpur ke 
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sungai/laut Porong untuk 

mencapai reklamasi akhirnya di 

pantai. 

• Membantu para korban untuk 

membuka usaha baru dan 

memperoleh pekerjaan baru. 

10 Januari 2007 

150 keluarga dari Perumtas 1 

ditawarkan bantuan biaya hidup, 

biaya pindah dan bantuan lainnya. 

 

13 Januari 2007 

Warga Jatirejo mengeluh tentang 

tidak menerima bantuan tunjangan 

hidup seperti yang dijanjikan. 

Hal ini ternyata disebabkan karena 

adanya kesalahan di Bank Mandiri dan 

cepat mengoreksi. 

16 Januari 2007 

Paket bantuan keuangan disepakati 

untuk Perumtas 1. 

• Pembayaran Rp 500,000 per 

keluarga 

• Rp 5 juta per keluarga untuk 

lebih dari 2 tahun guna bantuan 

perumahan. 

• Rp 300,000 per orang per bulan 

untuk pengeluaran. 

17 Januari 2007 

Masalah dengan korupsi dalam 

distribusi beras di kamp pengungsi 

PBP. 

Lapindo menjelaskan bahwa mereka 

hanya memberikan Rp 15.000 per 

orang per hari dan tidak bertanggung 

jawab atas distribusi beras. 

 

18 Januari 2007 

Warga Perumtas yang mengadakan 

berbagai demonstrasi dan 

pertemuan untuk menuntut / 

membahas kompensasi lebih lanjut. 

Protes-protes ini berlanjut hingga 

tahun berikutnya. 

Warga Perumtas 1 ingin dimasukkan 

dalam peta wilayah yang terkena 

dampak pada 4 Desember 2006. 

1 Februari 2007 

Artikel muncul di GSA Today 

entitled Birth of a mud volcano: 

East Java, 29 May 2006 (Davies et 

Artikel mengemukakan kemungkinan 

pemicunya berasal dari letusan bawah 

tanah yang meledak dari sumur Banjar 
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al) (Lahirnya sebuah lumpur 

gunung berapi: Jawa Timur, 29 

Mei 2006) 

Panji-I  

19 Februari 

2007 

Banyak rapat yang dilakukan 

sehubungan dengan paket-paket 

kompensasi. 

Salah satu masalah utama adalah 

dokumentasi. Banyak warga yang tidak 

memiliki sertifikat tanah dan hak 

bangun dimana Lapindo tidak dapat 

membayar tanpa bukti kepemilikan. 

24 Februari 

2007 

Upaya-upaya terus berlanjut untuk 

menghentikan semburan lumpur. 

Hal ini termasuk bola-bola berantai 

dengan kepadatan tinggi yang 

dimasukkan kedalam zona letusan. 

Upaya-upaya ini akhirnya berhasil 

dibuktikan. 

Maret 2007 

Selama sebulan, warga Perumtas 1 

dan desa-desa lain terus protes 

tentang kompensasi. 

 

22 Maret 2007 

TimNas and government officials 

define a new map area of affected 

property. 

Pemerintah mengatakan bahwa jika 

orang atau properti terkena dampak luar 

area peta yang ditentukan pada tanggal 

22 Maret, maka Pemerintah akan 

memberikan kompensasi terhadap 

orang-orang ini. 

Lapindo membuat konsesi untuk 

dokumentasi yang membuktikan 

kepemilikan. 

Perusahaan menurunkan persyaratan 

mereka, tetapi meminta bantuan dari 

pemerintah Sidoarjo untuk 

memverifikasi kepemilikan properti 

yang diklaim. Karena ada beberapa 

kasus dimana ada orang yang tidak 

pernah tinggal di daerah yang terkena 

dampak mencoba meminta klaim 

kompensasi. 

23 Maret 2007 
Sebuah pertemuan antara Timnas, 

Kabupaten Sidoarjo, dan 
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perwakilan warga memajukan 

paket awal kompensasi 20%. 

 

25 Maret 2007 

Rapat lebih lanjut dilakukan antara 

para pihak. 

Hasil rapat ini termasuk: 

• Menyetujui perpanjangan 3 

bulan dari perjanjian-perjanjian 

Lapindo bagi warga yang 

terkena dampak di dalam peta 

area tertanggal 4 December. 

• Bupati Sidoarjo tidak siap untuk 

memverifikasi kepemilikan 

tanah atau bangunan tanpa ijin. 

Diusulkan untuk Gubernur dan 

BPN memberikan verifikasi 

hukum. 

• Jadwal untuk pembayaran 80% 

kompensasi belum disepakati. 

26 Maret 2007 

Lapindo membayar kompensasi 

awal 20% ke beberapa warga 

Mindi. 

Jumlah total area lahan tanaman padi 

yang dikompensasi adalah 115,945 

meter per segi. 

5 April 2007 

Sampai saat ini, Lapindo telah 

membayar kompensasi 20% kepada 

penduduk Mindi, Jatirejo dan 

Siring. 

Total area yang dikompensasikan 

adalah 215,243 meter per segi dengan 

total pembayaran senilai Rp 5.165 

milyar. 

7 April 2007 

Para warga dari Mindi, Besuki, 

Kedungcangkring dan Pejarakan 

menuntut untuk disertakan dalam 

wilayah yang terkena dampak pada 

peta tertanggal 22Maret. 

Alasannya adalah jika lumpur 

melampaui batas peta tanggal 22 Maret 

makan akan dianggap sebagai bagian 

dari rencana bencana nasional. 

8 April 2007 

Keputusan Presiden 14/2007 di 

deklarasikan. 

Peraturan ini mengkonfirmasi 

kesepakatan Lapindo untuk 

memberikan kompensasi pada empat 

desa yang terkena dampak dan 
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disertakan dalam peta 22 Maret 2007. 

Dalam skema ini, pemerintah 

bertanggung jawab atas biaya yang 

terkait dengan dampak sosial dari 

bencana pada warga yang tinggal di 

luar wilayah yang ditunjuk, tetapi 

Lapindo akan membayar biaya untuk 

menampung dan menghentikan 

semburan lumpur serta memberi 

kompensasi kepada warga yang 

kehilangan rumah mereka (" Korban 

semburan lumpur Indonesia ", 2008). 

Kompensasi ini mengambil bentuk 

pembayaran awal 20% dan 80% 

sisanya setelah 2 tahun. 

 

13 April 2007 

Perwakilan pemerintah dan warga 

bertemu. 

Warga ingin Lapindo untuk 

mempercepat pembayaran 20% awal 

kompensasi kepada mereka yang 

terkena dampak di daerah peta 4 

Desember. Meskipun banyak diantara 

mereka memiliki dokumentasi terbatas. 

Total area lahan yang diberi 

kompensasi sekarang adalah 

188,099 meter per segi. 

Total biaya hingga kini untuk 

kompensasi 20% adalah Rp 5.74 

milyar. 

18 April 2007 

Perbedaan individual dalam jenis 

kompensasi yang diinginkan oleh 

masing-masing warga terus 

bermunculan. 

Contoh dari hal ini adalah 56 keluarga 

Desa Jatirejo yang lebih memilih opsi 

relokasi, bukannya "cash and carry". 

20 April 2007 

Total area lahan yang dikompensasi 

sekarang adalah 250,168 meter per 

segi. 

Total pembayaran hingga kini adalah 

Rp 6.43 milyar. 

23 April 2007 Sebagai bagian dari Keputusan BPLS merupakan perwakilan 
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Presiden 14/2007 TimNas 

digantikan dengan Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

(BPLS) 

pemerintah yang ditunjuk untuk 

mengelola pencegahan bencana dan 

pemulihan berdasarkan Keputusan 

Presiden 14/2007 dan 

regulasi/peraturan-peraturan 

berikutnya. 

26 April 2007 

Demonstrasi besar terjadi di 

Sidoarjo oleh warga-warga yang 

terkena dampak. 

Menginginkan percepatan dari 

pembayaran kompensasi 20% terlepas 

dari apakah semua dokumentasi legal 

ada atau tidak. 

Negosiasi terus berlanjut antara 

Lapindo dan pemilik pabrik tentang 

kompensasi untuk karyawan. 

Pemilik pabrik mengancam untuk 

memobilisasi pekerja untuk protes di 

Jakarta. 

27 April 2007 

Ke 4 desa didalam area terkena 

dampak dalam peta mengadakan 

sebuah pertemuan di Jakarta untuk 

mendiskusikan beberapa 

kepentingan. 

2 perwakilan dari masing-masing desa 

ditambah perwakilan dari BPLS dan 

pemerintah Sidoarjo akan hadir. 

7 Mei 2007 

Protes terus berlanjut sepanjang 

bulan Mei, termasuk sebuah 

demonstrasi besar untuk 

memperingati 1 Tahun sejak 

letusan. 

 

28 Mei 2007 
Perwakilan Amerika Christopher 

Hill mengunjungi Sidoarjo. 

 

15 Juni 2007 
Lumpur meluap dari bagian tanggul 

utama. 

 

16 Juni 2007 

Semburan (gelembung) air dan gas 

terjadi di sebuah rumah di desa 

Jatirejo. 

 

Warga Mindi membawa 

perselisihan mereka tentang luapan 

lumpur ke pengadilan. 
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19 Juni 2007 

Warga Perumtas 1 semakin marah 

karena proses kompensasi. 

 

Gelembung di rumah Jatirejo tidak 

dapat dihentikan. 

 

Hujan membanjiri area. Hal ini memberi tekanan tambahan 

pada tanggul yang ada. 

22 Juni 2007 

Dengan tanda-tanda yang 

menjanjikan beberapa warga 

Perumtas 1 terlibat dalam proses 

jual beli melalui PT. Minarak 

Lapindo Jaya (MLJ).  

 

25 Juni 2007 

Tim Institute of Technology 10 

November Surabaya (ITS) mampu 

menghentikan gelembung di rumah 

Jatirejo. 

Warga di area tersebut masih khawatir 

akan adanya semburan lagi. 

Ada tambahan 150 keluarga yang 

sekarang mau direlokasi. 

Mengikuti sekitar 500 keluarga dari 

blok AA di Perumtas 1, sekitar 150 

keluarga lagi ingin mengambil 

keuntungan dari program relokasi. 

26 Juni 2007 

Presiden menetapkan batas waktu 

untuk pembayaran kompensasi 

awal 20% untuk 10,000 kasus yang 

harus dilakukan pada tanggal 14 

September 2007. 

Presiden juga menyerahkan lebih dari 

Rp 10 milyar dalam bentuk donasi dari 

berbagai pihak. 

Presiden juga menyatakan bahwa 

Lapindo harus menaruh Rp 100 milyar 

dalam bentuk rekening eskrow (escrow 

account) yang akan disimpan dalam 

rekening tersebut. 

27 Juni 2007 

Lapindo telah menyelesaikan 

pembayaran awal sebagaimana 

diverifikasi oleh tim verifikasi 

BPLS. 

 

Warga Besuki, Pejarakan dan 

Kedungcangkring protes tentang 

Upaya dari BPLS untuk membuang 

lumpur ke sungai Porong dihalangi 
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pembuangan lumpur. oleh para pemrotes. 

28 Juni 2007 

BPLS menambahkan tim verifikasi 

tambahan. 

Hal ini mengikuti instruksi Presinden 

yang mengharuskan pembayaran awal 

dipercepat dan membawa total jmlah 

tim pelaksana menjadi 15 dengan 10 

orang di dalam masing-masing tim. 

29 Juni 2007 

Bupati meminta tempat pengungsi 

PBP untuk di bubarkan. 

Batas waktu Juli 2007. 

Tanggul kanal Jatirejo pecah. Penyebabnya tidak pasti tapi bisa 

dikarenakan peningkatan volume 

lumpur atau penyumbatan di saluran 

sungai Porong. 

 

30 Juni 2007 
Hujan sangat deras. Tanggul berada pada tingkat yang 

kritis. 

1Juli 2007 
Jalan Raya Porong banjir dengan 

lumpur dan air. 

 

3 Juli 2007 

Sebuah artikel yang diterbitkan di 

Science Direct berjudul Triggering 

and dynamic evolution of the LUSI 

mud volcano, Indonesia (Mazzini 

et al) (Pemicu dan evolusi dinamis 

dari Lumpur gunung berapi 

Sidoarjo, Indonesia) 

Pasal ini mengemukakan bahwa 

kemungkinan pemicu dari Lumpur 

Sidoarjo adalah gempa bumi  

4 Juli 2007 

Pipa di Jalan Raya Porong pecah.  

Lapindo membayar kompensasi 

untuk warga di area yang 

dibutuhkan sebagai kolam 

penampung. 

205 pemilik lahan tanah dibayar secara 

total Rp 1.4 milyar. 

5 Juli 2007 

Warga Perumtas 1 protes diluar 

took Lapindo dan berantem 

diantara mereka sendiri. 

Warga berantem karena perselisihan 

tentang apakah menuntut pembayaran 

di awal 100% atau untuk menerima 

tawaran pembayaran secara bertahap. 
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6 Juli 2007 
Tanggul meluap. Luapan terjadi di perbatasan desa 

Pejarakan dan Kedungcangkring. 

10 Juli 2007 

Pengunsi di tempat penampungan 

PBP protes akan hak untuk 

menetap. 

Mempersiapkan pertahanan dengan 

meruncingkan batang-batang bambu. 

11 Juli 2007 

MLJ mulai pembayaran untuk 

kompensasi berdasarkan hanya 

Letter C bukti dari kepemilikan. 

 

Warga Perumtas 1 

mengkonfrontasi tim verifikasi. 

Warga menuntut mempercepat proses 

verifikasi. 

13 Juli 2007 

3 karyawan yang terkena dampak 

dari lumpur menerima tawaran 

Lapindo. 

 

14 Juli 2007 

Para warga mulai mempertanyakan 

data ITS. 

 

Lapindo membayar lagi bantuan 

sewa untuk area kolam. 

 

22 Juli 2007 
Pipa di Jalan Raya Porong Road 

pecah lagi. 

 

23 Juli 2007 
Para warga protes di Bank Mandiri. Mereka mempertanyakan transfer yang 

lambat akan kompensasi awal 20%. 

25 Juli 2007 

Proses verifikasi kepemilikan 

dengan mengambil sumpah oleh 

warga yang tidak mampu untuk 

menghasilkan dokumen 

kepemilikan dimulai. 

500 warga menjalankan sumpah 

tersebut dengan tambahan 236 pada 

tanggal 26 Juli. 

27 Juli 2007 
Kondisi sedimen sungai porong 

mulai diperiksa. 

 

 

30 Juli 2007 

Gelembung baru muncul. Hal ini adalah yang terbesar hingga saat 

ini dan terbentuk di wilayah Pasifik 

bagian Timur. 

Pipa di Jalan Raya Porong bocor Dan lagi pada tanggal 1 August. 
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lagi. 

31 Juli 2007 

Kompensasi untuk pembayaran 

awal dilakukan untuk 34 properti di 

Kalitengah. 

 

2 Agustus 2007 

DPR menyelidiki cara-cara 

alternative untuk membuang 

lumpur. 

 

5 Agustus 2007 

BPLS menemukan kemungkinan 

minyak mentah yang berasal dari 

gelembung. 

 

11 Agustus2007 
Tanggul kanal runtuh. Kemungkinan terjadi karena endapan di 

wilayah tersebut. 

12 Agustus2007 

Sekitar 500 keluarga dari Perumtas 

1 ingin berelokasi. 

Warga bersedia untuk menerima sisa 

kompensasi 80% dalam bentuk sebuah 

property baru. 

14 Agustus2007 

MLJ memberi penghargaan kepada 

seorang warga yang secara jujur 

mengembalikan sebuah 

pembayaran lebih bernilai Rp 429 

juta. 

Situasi ini menyoroti permasalahan-

permasalahan yang dihadapi Lapindo 

dan pemerintahannya dalam 

mendistribusikan kompensasi. 

15 Agustus2007 

4 orang dari Perumtas 1 menculik 

orang dari desa Kedungbendo 

sebagai sandera. 

Ke-4 orang tersebut menuntut 

penarikan dari tanda tangan yang 

dibutuhkan sehubungan dengan 

persetujuan kompensasi. 

17 Agustus2007 
Gelembung baru bermunculan 

disebuah lading di Besuki. 

 

18 Agustus2007 

BPLS mengadakan pertandingan 

memancing di sebuah kolam 

Jatirejo. 

Hal ini untuk membantu menunjukkan 

bahwa lumpur nya tidak beracun. 

22 Agustus2007 

Lebih banyak sumpah dijalankan. Sekitar 450 warga dari Renokenongo, 

Jatirejo dan Kedungbendo melakukan 

sumpah untuk memfasilitasi klaim 

kompensasi mereka. 
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24 Agustus2007 

Pertamina memindahkan bagian 

dari pipa dari ledakan November 

2006. 

BPLS meminta pipa dipindahkan 

karena memblokir saluran lumpur. 

26 Agustus2007 
Warga protes tentang pembuangan 

lumpur di sungai Porong. 

 

28 Agustus2007 
Proses untuk membayar 

kompensasi awal 20% dipercepat. 

 

29 Agustus2007 

Lumpur membanjiri tanggul. Volume dari lumpur secara tiba-tiba 

meningkat hingga menyebabkan banjir. 

Satu teori adalah penyebabnya adalah 

sebagian gerhana bulan. 

 

30 Agustus2007 

121 keluarga dari tempat 

pengungsian PBP menerima 

kontrak kompensasi. 

 

31 Agustus2007 

40 perwakilan dari keluarga yang 

berada diluar area peta mereka 

yang terkena dampak 

menginginkan perlakuan yang 

sama dengan mereka yang berada 

didalam area tersebut. 

Hal ini berarti sebuah perubahan atau 

pembatalan Keputusan Presiden 

14/2007. 

3 September 

2007 

Residents from outside the affected 

map area take their claim to the 

House of Representatives. 

 

 

Ada warga lagi, Ahmad Lubis, dari 

desa Renokenongo mengembalikan 

pembayaran lebih ke MLJ. 

Hal ini menyoroti kesulitan dengan 

skala pembayaran kompensasi yang 

harus dilakukan, ditemukan kelebihan 

pembayaran sebesar Rp 25.5 juta. 

Gas Hydrogen Sulphide (H2S) dari 

lokasi letusan utama berkurang. 

Sebagai tanda yang menjanjikan, 

luapan gas H2S menurun dibawah batas 

ambang dari 13 bagian per juta. 

5 September 

2007 

731 orang lagi menjalankan 

sumpah untuk memfasilitasi 
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pembayaran kompensasi. 

6 September 

2007 

Catatan BPLS menunjukkan bahwa 

10,877 (diubah pada tanggl 14 

September menjadi 10,370) 

keluarga telah mendaftarkan telah 

memiliki lahan tanah atau gedung 

yang terkena dampak. 

Perkiraan akan mereka yang terkena 

dampak adalah 12,000 keluarga yang 

berarti lebih dari 1,000 yang belum 

melakukan proses verifikasi. 

7 September 

2007 

MLJ dan BPLS meminta untuk 

mempercepat proses verifikasi dan 

pembayaran. 

 

10 September 

2007 

BPLS membawa sebuah kapal 

keruk di sungai Porong. 

Pendangkalan sungai Porong telah 

menjadi kekhawatiran dan BPLS 

berusaha untuk mengatasi ini dengan 

pengerukan. Pada akhirnya, banyak 

kapal keruk yang digunakan terutama 

di mulut Porong. 

12 September 

2007 

Tingkat gas H2S meningkat lagi 

secara tajam. 

Tingkatannya dari lokasi letusan 

meningkat ke level tertinggi pada saat 

itu dengan 30-35 bagian per juta. 

13 September 

2007 

Volume lumpur meningkat hingga 

ke level yang kritis. 

Kolam penampungan di bagian utara 

membanjir. Lumpur mengancam 

lapangan padi di area Sengon. 

14 September 

2007 

Batas waktu dari Kepresidenan 

untuk pembayaran kompensasi 

awal 20% untuk kasus orisinil 

10,000. 

Banyak warga Siring tidak senang 

karena belum menerima pembayaran 

20% tersebut. 

 

15 September 

2007 

Perkembangan dari pembayaran 

awal 20% adalah sebagai berikut: 

• Verifikasi oleh BPLS akan 

11,370 properti. 

• PIJB oleh  MLJ sebanyak 

9,463 properti. 

Nilai PIJB 20% yang dinyatakan oleh 

MLJ adalah lebih dari Rp 500 milyar. 
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18 September 

2007 

Beberapa warga Renokenongo 

menolak batas waktu untuk 

penyerahan kepada tim verifikasi. 

Warga tersebut menolak skema 

kompensasi yang diusulkan, seperti 

yang tertera dalam Keputusan Presiden 

14/2007 dan malah menginginkan 

sebuah pembayaran dimuka sebesar 

50% dan 30 hektares tanah untuk 

mereka gunakan. 

19 September 

2007 

Batas waktu untuk pendaftaran bagi 

mereka yang ingin ikut serta dalam 

proses penjualan dan pembelian 

adalah sebelum Hari Raya Lebaran. 

BPLS mengkonfirmasikan bahwa 

klaim kompensasi harus di serahkan 

kepada tim verifikasi sebelum Hari 

Lebaran. Mereka juga menyatakan 

bahwa klaim kompensasi 50% dimuka 

oleh beberapa warga Renokenongo 

tidak dapat diterima karena akan 

mengacaukan proses keseluruhan. 

H2S gas levels decline to between 

18.25 parts per million in an area 

localized around the eruption site. 

Scientists believe that the original spike 

may have been caused by earthquakes 

in Situbondo. 

20 September 

2007 

Pembayaran kompensasi awal 20% 

terus berlanjut.  

Setelah melewati batas waktu final dari 

14 September 2007 untuk pembayaran 

akan kompensasi awal, MLJ 

meneruskan proses dari kompensasi. 

Komite DPR menanyakan 

klarifikasi tentang kapan fasilitas 

umum dan sosial akan diganti. 

MLJ menyatakan bahwa hal ini akan 

dilakukan begitu proses pembelian dan 

penjualan dari lahan tanah dan gedung 

warga selesai. 

23 September 

2007 

Perwakilan warga mengirimkan 

batas waktu untuk pembayaran 

awal kompensasi 20% tidak akan 

melewati tanggal 2 Oktober 2007. 

Warga dari Jatirejo, Siring, 

Renokenongo, Kedungbendo dan 

Kalitengah mengancam blockade 

jalanan di Porong bila hal ini tidak 

terjadi. 

24 September 

2007 

Warga dari Jatirejo memilih sebuah 

opsi relokasi sebagai paket 

Mereka memilih sebuah lokasi 6 

hektare di desa Sariogo di kabupaten 
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kompensasi mereka. Sidoarjo. Pembayaran tunai juga 

dilakukan kepada warga antara Rp 10.5 

hingga 24 juta. 

 

25 September 

2007 

Tanggul di Siring dan Jatirejo 

selesai. 

Beberapa penundaan terjadi disebabkan 

protes-protes tentang pembayaran 

kompensasi awal yang lamban. 

Tanggul tersebut sekarang tingginya 11 

meter, dengan lebar diatas 5 meter dan 

lebar 30 meter di dasarnya. 

26 September 

2007 

Sekali lagi warga dari Perumtas 1 

menuntut pembayaran kompensasi 

yang sama sehubungan dengan 

tahun ke 2 dari program 

kompensasi. 

 

27 September 

2007 

Pipa yang sepanjang Jalan Raya 

Porong pecah lagi. 

Pipa pecah di area Ketapang sekali lagi. 

30 September 

2007 

Pipa pecah lagi sekitar 100 meter 

dari pecahan sebelumnya. 

Biaya untuk pembetulan diperkirakan 

sekitar Rp 20 juta. Kabel-kabel Indosat 

juga terkena dampak. 

1 Oktober 2007 

Dana yang disumbangkan pada 

tanggal 26 Juni 2007 oleh berbagai 

organisasi (Banpress) mulai 

didistribusikan. 

Rp 10 milyar dalam bentuk bantuan 

akan didistribusikan dengan cara 

pembayaran tunai Rp 500,000 per 

keluarga dengan perkiraan 10,277 

rumah tangga yang terkena dampak 

oleh lumpur. 

2 Oktober 2007 

Relokasi akan personel Angkatan 

Laut dimulai. 

Kompleks perumahan di desa 

Kramatjegu seluruhnya adalah untuk 

staff Angkatan Laut. Kompleks 

tersebut adalah untuk mereka yang 

terkena dampak dari lumpur dan 

mereka yang pada saat tersebut tidak 

memiliki rumah. 
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3 Oktober 2007 

Presiden menyatakan harapannya 

bahwa pembayaran awal 20% 

kepada warga bisa diselesaikan 

sebelum Hari Lebaran. 

Presiden juga menyatakan bahwa 

pembayaran telah dijalankan kepada 

95% dari mereka yang terkena dampak. 

5 Oktober 2007 

Pembayaran dari dana bantuan 

Banpress tertunda. 

Beberapa politikus dan kelompok 

masyarakat menginginkan perubahan 

kepada distribusi dari Rp 10 milyar. 

Mereka akhirnya sepakat bahwa Rp 5.1 

milyar akan didistribusikan dalam 

bentuk tunai dan sisanya akan 

digunakan untuk pelatihan dan 

program-program mentor. 

Karyawan PT Osaka memblokir 

jalanan sebagai protes. 

PT Osaka menuntut bahwa Lapindo 

harus segera membayar kompensasi Rp 

57 milyar untuk 7.7 hektar lahan tanah 

dan 6000 meter per segi untuk pabrik 

dan peralatan. PT Osaka memiliki 200 

karyawan. 

BPLS membawa kembali kapal 

keruk. 

Bagian ini adalah tentang kapal keruk 

yang membantu membersihkan secara 

berseri sungai Porong yang penuh 

dengan endapan. 

7 Oktober 2007 

Pengungsi di PBP menulis kepada 

Presiden. Mereka menuntut bagian 

dari Rp 10 milyar pembayaran 

bantuan Banpress. 

Mereka memprotes bahwa mereka 

seharusnya diberi bantuan ini terlepas 

dari apakah mereka telah setuju untuk 

penyelesaian kompensasi Lapindo. 

16 Oktober 

2007 

Tanggul di bagian 42 di Siring 

pecah. 

Untuk kedua kalinya dalam 2 hari 

tanggulnya pecah dan sebuah lubang 

terbentuk. 

BPLS mulai mengoperasikan kapal 

keruk. 

 

17 Oktober 

2007 

Sekitar 700 warga dari desa 

Renokenogo kembali ke rumah 

Walaupun mereka telah menerima 

pembayaran awal 20% mereka menolak 
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mereka yang berada di dalam area 

peta terkena dampak. 

untuk pergi, meskipun berbahaya, 

sebelum mereka menerima sisa 80%. 

18 Oktober 

2007 

BPLS membangun sebuah kolam 

endapan 60 hektar yang baru. 

Ini di bangun guna menangani luapan 

dari tanggul di poin 42 dimana hal ini 

sering terjadi. 

21 Oktober 

2007 

Menteri Negara berkunjung ke 

Sidoarjo. 

Menteri menyatakan bahwa BPLS 

dapat mengatasi pengendapan di sungai 

Porong. Menteri juga menyatakan 

bahwa mereka tidak dapat 

menghentikan semburan lumpur 

dengan teknologi apapun yang ada. 

Tanggul meluap di poin 25-47. Hal ini disebabkan oleh subsidence. 

23 Oktober 

2007 

Baris rel kereta pada satu titik 

tertekuk sedikit. 

Kereta api masih dapat lewat tetapi 

dengan kecepatan yang lebih pelan. 

Puluhan warga yang tidak 

disertakan dalam pembayaran 

bantuan Banpress melakukan 

protes di dewan pemerintah 

Sidoarjo. 

 

Warga minta untuk meninjau ulang 

keputusan 14/2007. 

25 warga di Renokenongo, Permisan 

dan Jatirejo menyerahkan kepada 

Mahkamah Agung untuk meninjau 

ulang keputusan 14/2007. 

24 Oktober 

2007 

Endapan di sungai Porong 

mencapai 4.5 meter. 

 

Poin 42 dari tanggul ambruk lagi. Sebuah celah sekitar 15cm terbuka di 

sebuah jembatan di Porong. 

25 Oktober 

2007 

Presiden membuat pernyataan 

tentang beberapa permasalahan. 

Salah satunya Presiden 

menginstruksikan bahwa: 

• Kerukan dari sungai Porong 

River untuk ditingkatkan 

intensifikasinya. 

• Pembayaran dari sisa 

kompensasi 80% untuk dimulai 
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di bulan Mei 2008. 

Warga dari Glagaharum menolak 

pembangunan sebuah kolam 

endapan baru disana. 

Mereka khawatir bahwa kolam tersebut 

akan membuat desa mereka lebih 

rentan terhadap banjir. 

   

28 Oktober 

2007 

Rel kereta api rusak.  

31 Oktober 

2007 

Warga di 4 desa di Pasuruan 

memblokir jalanan dari Surabaya 

ke Malang/Pasuruan menuntut 

penghentian pembuangan lumpur 

di sungai Porong. 

Ratusan warda dari desa Carat, 

Gempol, Japanan dan Legok ikut serta. 

1 November 

2007 

BPLS menyatakan bahwa mereka 

dapat menangani permasalahan 

endapan di sungai Porong. 

 

2 November 

2007 

Sekitar 100 warga Mindi menuntut 

BPLS untuk terus membuang 

lumpur kedalam sungai Porong. 

 

Anggota perwakilan rakyat, 

Muhaimin Iskandar, meninjau 

ulang pembuangan lumpur di 

sungai Porong. 

Beliau menginginkan pemerintah untuk 

mengubah Keputusan Presiden 

14./2007 untuk memperluas area 

terkena dampak  

4 November 

2007 

Endapan lumpur mulai memasuki 

laut dalam jumlah yang lebih besar. 

 

Dengan tanggul dalam tingkat yang 

kritis, BPLS meningkatkan saluran 

lumpur ke sungai Porong. 

 

6 November 

2007 

Warga dari Besuki demonstrasi 

tentang panen yang gagal. 

Sekitar 100 orang memblokir akses ke 

sebuah tambang batu yang digunakan 

untuk mengisi gelembung. Tindakan ini 

berhenti ketika ada demonstrasi 

berlawanan oleh penduduk dari desa 



 

43 

 

lain.  

8 November 

2007 

BPLS membawa mesin pengerukan 

ketiga ke sungai Porong. 

 

11 November 

2007 

Pengerukan meningkat 

intensifikasinya. 

 

12 November 

2007 

Warga dari Gempolsari 

demonstrasi meminta pembayaran 

awal 20% untuk dilakukan kepada 

91 parsel tanah.  

Mereka menyatakan: 

• Dari 93 klaim hanya 2 yang 

telah dibayarkan MLJ. 

• Semua telah melewati proses 

verifikasi. 

• Mereka meminta klaim/tuntutan 

dibayar sebagai lahan taman 

walaupun kegunaan sebenarnya 

adalah sebagai sawah padi. 

   

13 November 

2007 

Warga Pejarakan meminta untuk 

disertakan dalam area peta yang 

terkena dampak. 

 

BPLS menyatakan bahwa lumpur 

akan sekali lagi dibuang kedalam 

sungai Porong dalam skala yang 

lebih besar. 

Hal ini akan dimulai dari tanggal 14 

November dan akan berlanjut tanpa 

henti bila cuaca memungkinkan. 

Jalur kereta rusak lagi karena 

amblesan (subsidence). 

 

14 November 

2007 

Pipa pembuangan ditambahkan 

untuk memfasilitasi pembuangan 

lumpur ke sungai Porong. 

 

15 November 

2007 

Jaksa Agung mengatakan bahwa 

pemerintah dapat mengambil 

tindakan hukum terhadap Lapindo 

dan bukan hanya sekedar tindakan 

sipil jika ditemukan bahwa bencana 

disebabkan karena kesalahan 
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pengeboran. 

 

Puluhan GPKLL (Asosiasi dari 

Korban Lumpur Lapindo) menolak 

kompensasi yang ditawarkan. 

Mereka memblokir akses ke tanggul-

tanggul di 3 point menuntut 

kompensasi untuk pabrik-pabrik yang 

terendam lump. 

16 November 

2007 

Aburizal Bakrie mengkontradiksi 

pernyataan yang dibuat Jaksa 

Agung. 

Aburizal Bakrie menyangkal bahwa 

kasus Lapindo dapat diklasifikasikan 

dibawah KUHP. 

Warga Besuki terus 

mendemonstrasi tentang kegagalan 

panen karena kerusakan dari 

lumpur. 

Warga terdesak ingin kompensasi dan 

mendekati pemerintah propinsi Jawa 

Timur. 

Saluran drainase lumpur dilakukan 

langsung melalui pipa-pipa. 

Pembuangan lumpur ke sungai Porong 

sekarang akan dilakukan melalui 

saluran pipa yang didedikasikan 

sepenuhnya untuk hal ini daripada 

melalui jalur pembuangan di desa 

Pejarakan. Diharapkan bahwa hal ini 

akan mempercepat proses pembuangan. 

Sebuah tongkang (pontoon) yang 

digunakan dalam proses 

pengerukan sungai Porong hilang. 

Tongkang terbawa arus karena arus 

berat dari sungai Porong. 

17 November 

2007 

Klaim warga Besuki disepakati. Mereka yang menuntut untuk gagal 

panen sebagai akibat dari genangan 

lumpur dilegakan dimana kompensasi 

untuk 32 hektar dari lahan pertanian 

disepakati dari anggaran Jawa Timur. 

18 November 

2007 

Warga Renokenongo menuntut 

100% pembayaran kompensasi. 

Mereka menolak paket-paket 

kompensasi yang ditawarkan dan 

sekarang menuntut pembayaran 100% 

untuk kerugian dan and 30 hektar lahan 

relokasi. 
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20 November 

2007 

10 rumah di Siring tergenang 

dengan air. Gelembungnya 

bertahan selama 10 menit. 

Diasumsikan bahwa air dating dari 

bawah tanah di area RT3RW1 di desa 

Siring. 

BPLS menyatakan bahwa 

gelembung tidak disebabkan oleh 

rembesan air dari kolam 

penampungan yang dekat. 

 

21November 

2007 

Komite relokasi desa mendesak 

kejelasan tentang fasilitas umum 

dan sosial. 

Komite cemas bahwa masih tidak ada 

kejelasan dalam menangani kompensasi 

dan pembangunan kembali infrastruktur 

sosial dan umum. 

23 November 

2007 

Program Lingkungan PBB 

berminat dalam menyelidiki 

pemanfaatan lumpur. 

 

24 November 

2007 

MLJ mengumumkan sebuah 

pernyataan: ‘Siap untuk 

membangun 6030 unit perumahan’. 

MLJ menyatakan keinginannya untuk 

membangun 6030 unit perumahan 

untuk korban lumpur. Mereka telah 

membeli sekitar 200 hektar tanah di 

Sukodono, Sidoarjo untuk tujuan ini. 

25 November 

2007 

“Gelumbung” baru bermunculan di 

lahan of CV Candi Oxygen di 

Siring Barat. 

 

27 November 

2007 

Hakim menolak gugatan Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia (YLBHI). 

Hakim memutuskan bahwa Lapindo 

dan pemerintah telah melaksanakan 

kewajiban mereka sepenuhnya dan 

menolak keseluruhan tuntutan. 

75 korban dilatih untuk menyablon 

sutra. 

Pelatihan dilaksanakan di Sidoarjo dan 

dikelola oleh Yayasan Sosial AL Falah.  

30 November 

2007 

MLJ membayar kompensasi untuk 

panen gagal kepada petani Besuki. 

77 keluarga dari Besuki dibayarkan 

kompensasi: 

• Total nilai Rp 138 milyar. 

• Area lahan sekitar 3.8 hektar. 
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1 Desember 

2007 

Tinjauan ulang situasi lumpur di 

Sidoarjo mulai dilakukan oleh 

DPR. 

Hal ini mengharuskan BPLS dan 

Lapindo untuk menyelesaikan 3 hal 

di 2008: 

1. Relokasi dari infrastruktur 

(jalan raya, jalur kereta, 

pipa air dan gas). 

2. Menyelesaikan kompensasi 

untuk sedikitnya 10,000 yang 

terkena dampak. 

3. Menangani dengan lebih baik 

pembuangan lumpur ke sungai 

Porong (memastikan bahwa 

sungai Porong tidak terkena 

dampak negatif oleh volume 

lumpur). 

2 Desember 

2007 

Sungai Porong dibilas keluar. Sungai dibilas keluar dengan 100 m3 air 

per detik dari waduk di Mojokerto. 

 

3 Desember 

2007 

Warga Renokenongo menurunkan 

tuntutan kompensasi mereka. 

Sekarang siap untuk menerima untuk 

menerima paket kompensasi 20/80 

tetapi total akan dibayarkan dalam 5 

bulan dan bukan 2 tahun. 

BPLS memperkuat tanggul dalam 

persiapan untuk musing hujan yang 

mendatang. 

 

67 keluarga dari tempat pengungsi 

PBP menerima paket kompensasi 

sewa rumah dari MLJ. 

Hal ini meninggalkan sekitar 622 

keluarga yang menetap di tempat 

pengungsi PBP. 

4 Desember 

2007 

Sekolah di Jatirejo banjir setelah 7 

jam hujan deras. 

Area hunian juga terkena dampak dari 

bagian Jatirejo ini yang pada awalnya 

tidak terkena dampak oleh lumpur. 

Tim ITS berupaya untuk 

menggunakan pompa vakum untuk 

menyedot lumpur langsung ke 

sungai Porong.  

Upaya sebelumnya gagal karena pipa 

pecah. 

6 Desember 

2007 

Sekitar 200 warga berkumpul 

dengan klaim bahwa mereka belum 

menerima 20% kompensasi yang 

dijanjikan. 

Mereka menyatakan mereka telah 

menyerahkan berkas untuk klaim 

kompensasi. 
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7 Desember 

2007 

Jalur kereta direlokasi. Jalur kereta akan di tempatkan kembali 

antara Sidoarjo dan Bagil. 

9 Desember 

2007  

Tanggul patah di poin 67 di area 

dekat desa Gempolsari. 

Lumpur mengalir kedalam kolam yang 

belum selesai. 

10 Desember 

2007  

YLBHI naik banding terhadap 

kekalahan tuntutan mereka 

terhadap pemerintah dan Lapindo. 

 

11 Desember 

2007 

MLJ melaksanakan pembayaran 

20% kompensasi kepada 79 

properti lagi. 

 

12 Desember 

2007 

Warga Gempolsari berkumpul di 

Sidoarjo. 

Mereka menuntut kejelasan terhadap 92 

parsel dari lahan tanah yang tergenang 

lumpur. Mereka menyatakan bahan 

lahan adalah tanah kebun akan tetapi 

tim verifikasi menyatakan bahwa lahan 

ini merupakan sawah padi. 

Rencana relokasi jalan masih 

belum dapat diteruskan. 

Terdapat perselisihan akan harga dari 

lahan tanah yang pemerintah siap untuk 

bayar.  Warga menginginkan harga 

yang sama dengan yang diterima para 

korban lumpur. Pemerintah menolak. 

14 Desember 

2007  

Meneruskan pembangunan 

tanggung di lingkar utara No 3.  

BPLS menekan terus akan konstruksi 

dari tanggul di lingkar luar dari are peta 

yang terkena dampak. 

 

17 Desember 

2007 

Terjadi letusan kecil baru dengan 

ketinggian sekitar 50cm dan 300m 

dari letusan utama/sentral. 

 

18 Desember 

2007 

2 desa tambahan mengusulkan 

untuk memperoleh kompensasi 

untuk gagal panen. 

Desa tersebut adalah Glagaharum dan 

Gempolsari dan berada diluar are peta 

terkena dampak. 

19 Desember 

2007 

Pemerintah memutuskan bahwa 

lahan tanah yang dibutuhkan untuk 

Harga akan menjadi Rp 120,000 per 

meter per segi. 
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relokasi dari infrastruktur akan 

menarik harga yang sama yang 

diberikan kepada korban lumpur. 

23 Desember 

2007 

Pipa untuk pembuangan lumpur ke 

sungai Porong tersumbat. 

Kembali dan berjalan lagi 2 hari 

kemudian. 

26 Desember 

2007 

Gelembung bermunculan di 

lapangan sepak bola di Perumtas 1. 

Kubangan air panas yang juga disertai 

asap dinyatakan tidak mengandung gas 

yang berbahaya oleh Fergaco. 

27 December 

2007 

Gugatan Forum for Yayasan 

Lingkungan (WALHI) ditolak. 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, pada sidang telah memutuskan 

untuk membubarkan gugatan yang 

dibawa oleh WALHI terhadap Lapindo 

dan tergugat lainnya. Keputusan adalah 

bahwa terdakwa tidak mengambil 

tindakan terhadap UU dan bahwa 

semburan lumpur di Sidoarjo 

merupakan fenomena alam. 

Peringatan banjir sunga Porong  Hujan deras terus terjadi di wilayah 

Surabaya, Sidoarjo dan area 

disekitarnya. Sungai Porong terus naik 

dan mengeluarkan peringatan. Dua 

desa dinyatakan rentan banjir.  

28 Desember 

2007 

Kolam lumpur kritis  Hujan deras juga mengakibatkan kolam 

lumpur dalam keadaan berbahaya untuk 

meluap atau pecah.  

 

14 April 2008 

BPLS ditugaskan untuk 

memberikan air bersih kepada 

warga di 12 desa, yaitu: Siring, 

Jatirejo, Renokenongo, 

Kedungbendo, Ketapang, 

Kalitengah, Gempolsari, 

Glagaharum, Besuki, 

Air bersih diperuntukan sebagai air 

minum diberikan kepada masyarakat 

dengan kadar 20 liter per orang per 

hari. 
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Kedungcangkring, Pejarakan dan 

Mindi.  

25 Juni 2008 

Sebuah perjanjian dibuat antara 

Lapindo dan para anggota dari 

Gabungan Korban Lumpur 

Lapindo (GKLL) untuk bergabung 

ke skema dana tunai dan 

pemukiman kembali  

 

Juli 2008 

Sebuah laporan USGS diterbitkan 

dengan judul ‘Preliminary 

Analytical Results for a Mud 

Sample Collected from the LUSI 

Mud Volcano, Sidoarjo, East Java, 

Indonesia’ (Analisa awal hasil 

untuk sampel lumpur yang 

dikumpulkan dari lumpur gunung 

berapi Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa 

Timur, Indonesia) 

 

 

Laporan ini menganalisa sampel 

lumpur dan air dari Lumpur Sidoarjo 

yang menemukan tingkatan yang tinggi 

akan zat kimia yang berpotensi untuk 

berbahaya. Tetapi disimpulkan bahwa 

kerjaan lebih diperlukan. 

6 Jul 2008 

Mengikuti jejak kelompok 

perwakilan pengungsi GKLL, 

pengungsi di PBP finally akhirnya 

turut serta dalam skema dana tunai 

dan pemukiman kembali. 

 

17 Juli 2008 

Sebuah lanjutan Keputusan 

Presiden (PP 48/2008) 

dideklarasikan. 

Keputusan ini merupakan tambahan 

(addendum) terhadap Keputusan 

Presiden sebelumnya 14/2007 dan 

member kompensasi untuk tiga desa 

lainnya (Besuki, Kedungcangkring dan 

Pejarakan), dengan hampir 13,000 

rumah tangga yang akan 

dikompensasikan. Tanggung jawab 
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untuk kompensasi dan permasalahan 

sosial untuk desa-desa ini adalah di 

pihak Pemerintah melalui BPLS 

 

3 Desember 

2008 

Sebuah perjanjian ditanda tangani 

antara perwakilan korban dan 

Lapindo pada tanggal 3Desember 

2008  

Perjanjian ini mengakibatkan proses 

cicilan untuk sisa pembayaran 

kompensasi 80% dijalankan 

23 September 

2009 

Keputusan Presiden 40/2009 

diterbitkan 

Hal ini memperbaiki peran dari 

pemerintah, BPLS dan Lapindo serta 

mendefinisikan kembali kompensasi 

untuk desa-desa diluar peta tanggal 

22nd Maret akan area yang terkena 

dampak  

April 2010 

Para Direktur Humanitus 

mengunjungi Lumpur Sidoarja dan 

menandatangani perjanjian kerja 

sama dengan BPLS 

 

Agustus 2010 

Ilmuwan Russia dari Russian 

Institute of Geological Studies and 

the Institute of Electro Physics 

[Geo-Research Services] 

menerbitkan Laporan Kesimpulan 

Penelitian Lumpur Sidoarjo mereka 

(LUSI Research Summary Report)  

Laporan ini merekomendasikan 

penelitian lebih lanjut terhadap Lumpur 

Sidoarjo dan juga menyimpulkan 

bahwa letusan kemungkinan 

disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. 

29 Oktober 

2010 

Data angkat BPLS menunjukkan 

bahwa hingga akhir Oktober 2010 

terdapat 77 area gelembung aktif 

dengan ukuran dan intensitas yang 

beragam. 

Berita baiknya adalah pada September 

2010 terdapat 94 gelembung aktif 

diseluruh area yang berarti sebuah 

penurunan aktivitas setidaknya untuk 

periode ini. 
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3.4.0 Dampak-dampak Awal 

 

Kerusakan dan gangguan terhadap harta benda serta kehidupan yang disebabkan oleh letusan 

LUSI tidak bisa dibandingkan dengan bencana lain yang terjadi di seluruh dunia setiap 

tahunnya. Dengan badai, kebakaran hutan, gempa bumi, dll. ada dampak awal yang besar 

terhadap lingkungan dan populasi awal tergantung pada beratnya dari kejadian bencana tersebut. 

Nyawa bisa hilang, property bisa rusak atau hancur dan infrastruktur serta layanan terganggu, 

biasanya dalam kurun waktu yang singkat tapi dramatis. Minat media tinggi dan sumbangan 

bantuan yang masuk dari pemerintah dan masyarakat (melalui LSM dan lembaga donor) dari 

seluruh penjuru dunia. 

 

Pada akhirnya mereka yang terkena dampak oleh jenis bencana ini akan, dalam banyak kasus, 

membangun kembali rumah dan mengganti harta benda yang hilang. Orang-orang akan tentu 

saja berduka bagi mereka yang kehilangan dan kebanyakan akan berjuang secara finansial dan 

dalam banyak hal secara emosional juga selama beberapa waktu, namun komunitas akan tetap 

ada. 

  

Dalam situasi bencana LUSI keadaannya berbeda, tidak diragukan lagi adanya dampak awal di 

kedua pihak properti, gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan masalah kesehatan 

(misalnya masalah pernapasan dari menghirup gas seperti hidrogen sulfida), tetapi hal tersebut 

relatif lambat untuk pergerrakannya dan merupakan aliran bertahap akan genangan 

lumpur.Tentu saja terdapat minat media, terutama ketika situasi terus memburuk, tetapi fokus 

perhatian terbagi dua antara meningkatnya jumlah korban dan kontroversi seputar penyebab atau 

pemicu (dan dengan demikian tanggung jawab) dari letusan. Gangguan penyebab atau pemicu 

yang tinggi oleh fakta bahwa Lapindo, perusahaan pengeboran yang dipersalahkan oleh 

beberapa pihak, dimiliki oleh keluarga Bakrie dan Aburizal Bakrie, salah satu pemilik Lapindo 

pada saat tersebut merupakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial. 

 

Sebagai akibat dari sifat gerakan lambat dari bencana ditambah dengan kontroversi dan 

ketidakpastian yang pada awalnya tidak terdapat respon yang terkoordinasi dari pemerintah 

maupun masyarakat internasional. Hal ini berubah dari waktu ke waktu, setidaknya dari 

perspektif domestik, dengan pemerintah yang mengarahkan Lapindo untuk membayar ganti rugi 

atas kehilangan harta benda dan gangguan sosial serta upaya pemerintah sendiri dalam 
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mendirikan lembaga mitigasi semburan lumpur, BPLS, untuk mengawasi kompensasi dan 

menangani meningkatnya jumlah masalah sosial. 

 

Mungkin yang paling dasyat kerusakannya dan yang mendefinisikan aspek bencana ini, 

dibandingkan dengan bencana lainnya, adalah telah hilangnya suatu komunitas yang dialami 

oleh para korban. Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki rasa yang sangat kuat akan 

komunitas dan khususnya kemasyarakatan komunitas lokal. Keluarga sering hidup dari generasi 

ke generasi di desa yang sama atau setidaknya dekat desa tersebut. Juga orang tidak hanya 

membuat rumah mereka di sana, tetapi banyak juga mengoperasikan usaha kecil dan 

mendapatkan penghasilan mereka langsung dari desa tersebut dan sekitarnya. Ketika LUSI 

memuntahkan banjir lumpur ke seluruh desa dan bahkan wilayah ini, menjadi semakin jelas 

bahwa para korban tidak akan pernah bisa kembali ke tanah mereka apalagi rumah-rumah yang 

pernah berdiri di sana. Ini berarti bahwa apapun tingkat kompensasi keuangan yang diterima 

kehidupan komunitas untuk sebagian orang telah hilang. 

  

Kita bisa merasa skala dari bencana ini melalui jumlah pengungsi yang terpaksa pindah ke 

sebuah tempat pengungsi di Pasar Baru di Porong. Awalnya antara Juni 2006 dan Oktober 2006 

sekitar 3.000 pengungsi datang dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo. 

Kemudian lebih lanjut di tahun 2006 sampai pertengahan 2007 lumpur terus menyebar hingga 

4500 pengungsi lain terpaksa keluar dari rumah mereka di desa Kedungbendo, Perumtas I 

(perumahan), Ketapangkeres, Kalitengah, dan Glagaharum. Lalu, antara pertengahan 2007 dan 

pertengahan tahun 2008 ada tambahan 3.000 orang yang sebagian besar berasal dari desa 

Renokenongo yang terpaksa pergi ke sebuah tempat pengungsi. 

 

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah padat penduduk dengan 2.843 orang / kilometer persegi, 

sepertiga kepadatan Hong Kong (6294 orang / sq.km). Daerah ini merupakan sebuah zona 

penyangga untuk Surabaya, ibukota provinsi Jawa Timur dan zona industri terbesar kedua di 

Indonesia setelah Jakarta (Melakukan audit akan letusan Lumpur Panas di Sidoarjo) 

 

Table 1 Karakter Kabupaten Sidoarjo 

1. Area lahan tanah  

a. Sawah padi 28,763 Ha 
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b. Perkebunan tebu  8,000 Ha 

c. Kolam ikan 15,729 Ha 

d. Lainnya (pabrik dan pemukiman)  10,998 Ha 

Total area lahan tanah 63,490 Ha 

2. Populasi 1,682,000 orang 

3. Kepadatan penduduk (pada tahun 2003)  2,843 orang/ km per segi 

Dari Pelaksanaan Audit Letusan Lumpur panas di Sidoarjo 

Akhirnya bisa kita lihat dari tabel 2 di bawah ini bahwa ribuan orang dan keseluruhan 

masyarakat komunitas mereka hancur atau dalam berbagai segi terkena bencana ini. Dari 70.000 

orang yang tinggal di desa-desa ini diperkirakan sekitar 40.000 telah mengungsi dan kita dapat 

dengan aman berasumsi bahwa semua telah terkena dampak. 

 

Table 2 Area lahan tanah dan populasi yang terkena dampak 

Kabupaten Desa 

Total Area dan Populasi 

Desa area  Ha Keluarga Orang 

PORONG  Mindi  63.41  1,272  4,553  

 
Siring  74.97  212  905  

 
Jatirejo  94.49  234  796  

 
Glagaharum  165.60  1,399  5,419  

 
Renokenongo  195.40  1,808  6,437  

     
TANGGULANGIN  Kalitengah  119.00  2,500  9,314  

 
Ketapang  134.45  1,162  5,009  

 
Gempolsari  155.32  1,135  4,342  

 
Kedungbendo  156.60  9,665  24,513  

     
JABON  Besuki  166.48  1,135  4,954  

 
Kedung Cangkring  120.80  1,151  3,872  

 
Pejarakan  44.84  495  1,696  

Total 1,491  22,168  71,810  

Sumber BPLS Presentasi PowerPoint update Kegiatan Deputi Bidang Sosial Desember 2010 
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Ada juga kerugian yang signifikan terhadap infrastruktur pemerintah, paling tidak jalan tol yang 

jalurnya melalui zona letusan. Jalan ditutup karena aliran lumpur pada 21 November 2006. 

Sebuah jalan baru sekarang sedang dibangun dengan biaya yang signifikan dan lebih banyak 

orang yang mengungsi sebagai hasilnya.  

 

Selain ribuan rumah dan infrastruktur hilang karena adanya lumpur ada; 33 sekolah, 15 pusat-

pusat Islam, 65 masjid, 30 pabrik, 4 kantor desa, perkebunan tebu, sawah padi dan perkebunan 

lainnya , terkubur di bawah beberapa meter lumpur. 

 

3.5.0 Upaya Pengelola Semburan Lumpur  

 

Awalnya, Lapindo melalui konsultasi dengan badan-badan pemerintah dibebankan dengan 

tanggung jawab untuk mengelola semburan lumpur di lokasi letusan LUSI. Akhirnya BPLD 

mengambil alih tugas-tugas utama dalam mengkoordinasi dan mengurangi dampak semburan 

lumpur. 

 

Dengan volume lumpur dari periode awal dari letusan melebihi 100 000 meter kubik per hari 

dan rata-rata lebih dari 40.000 meter kubik selama jangka waktu yang panjang, tugas untuk 

mengelola semburan lumpur tersebut sangat besar. 

 

Lapindo telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,224,924,034,943 (sekitar US $ 250 juta) sampai 

akhir 2010 dalam pengelolaan lumpur ditambah biaya-biaya lainnya sebesar Rp 

384.866.905.678 (US $ 42 juta) dalam biaya operasi. 

 

Pemerintah melalui BPLS juga menghabiskan jumlah yang besar terhadap pengelolaan 

semburan lumpur sejak mengambil alih banyak dari tanggung jawab yang pada bulan April 

2007, yang diperkirakan sekitar $ 100.000.000. 

 

Sejumlah metode telah digunakan selama bertahun-tahun sejak letusan terjadi di tahun 2006 

baik untuk mengendalikan lumpur atau dalam upaya menghentikannya. Hal ini termasuk: 

• bantuan pengeboran sumur,  

• dimasukkannya rantai bola beton kepadatan tinggi di lokasi letusan,  

• dibangunnya tanggul besar untuk membatasi luapan lumpur,  
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• truk-truk yang membawa lumpur ke bekas tambang pasir Ngoro,  

• saluran dan jalur pipa untuk lumpur ke sungai Porong,  

• pengerukan yang ekstensif dan pekerjaan tanggul di sungai Porong untuk memudahkan 

aliran lumpur ke laut,  

• bahkan beberapa metode tidak begitu konvensional dipekerjakan seperti kurban hewan 

dan ritual tradisional-spiritual lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 Pembuangan material solid di bekas tambang pasir Ngoro dan upaya tradisional 

untuk menghentikan semburan lumpur  

Sumur-sumur bantuan dan memadamkan diupayakan pada tahun 2006 dan di awal tahun 2007. 

Sumur asli Banjarpanji akhirnya ditutup dan ditinggalkan pada bulan Agustus 2006. Dua sumur 

bantuan diuji pada bulan Juni 2006 dan Agustus 2006 dengan rig 1500hp. Kedua upaya gagal 

karena kesulitan teknis. Gambar berikut ini menunjukkan berbagai lokasi bantuan pengeboran. 

 

EFFORTS TO STOP MUD ERUPTION

RE-ENTRY AND RERLIEF WELL LOCATIONS

BJP-1

PUSAT SEMBURAN

RELIEF WELL 1

RELIEF WELL 2

SNUBBING O.W. 700

RE-ENTRY BJP-1 WELL

 

Figure 6 lokasi sumur - Lapindo 
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Pada bulan Maret 2007, 10 bulan setelah letusan mulai banyak bola beton 40 cm dan yang lebih 

besar yang dimasukkan ke dalam lokasi letusan, meskipun terdapat pengurangan dari semburan 

lumpur di awalnya upaya itu akhirnya gagal.  

 

 

Figure 7 upaya menutup LUSI 

 

Sejak 2006, lebih dari dua puluh kilometer tanggul hingga sebelas meter tinggi, dengan lebar 

sepuluh meter diatas dan lebar 30 meter di dasar, dibangun di sekitar daerah zona letusan. 

Sumber daya yang digunakan dalam konstruksi melibatkan jutaan meter kubik kerikil dan 

sejumlah besar alat berat. Pekerjaan untuk memelihara tanggul ini tidak boleh dianggap remeh 

karena subsidence dan factor-faktor lainnya dan BPLS menerima alokasi yang cukup besar dari 

dana publik hanya untuk tujuan ini. 

  

Mengeluarkan lumpur dari zona letusan ke Sungai Porong dan kemudian memastikan lumpur itu 

untuk perjalanan lebih dari 20 km ke laut tanpa merugikan kehidupan masyarakat itu, mata 

pencaharian dan lingkungan adalah rumit dan sebuah tantangan yang sulit bagi Lapindo dan 

sekarang BPLS. 

 

Ketika mengunjungi wilayah ini pada tahun 2010 staf Humanitus mengunjungi sungai dan 

muara sungai untuk mencoba melihat kerusakan yang jelas bagi ekosistem di sana. Kami 

berbicara dengan para nelayan lokal yang sedang memancing di sekitar pulau kembali ke mulut 

sungai (yang tercipta dari lumpur yang dikeruk dari dasar sungai). Mereka meyakinkan kita 

bahwa perikanan lokal tidak terkena dampak yang merugikan dan hal ini juga saran anekdot 

yang diberikan oleh BPLS. Sementara kita dianjurkan untuk mendengar hal ini bahwa kami 

percaya situasi ini harus terus dipantau.  
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Figure 8 Dredger and fisherman at the mouth of the Porong River 

 

3.6.0 Keputusan Presiden terkait dengan LUSI 

Selama bencana gunung berapi lumpur Sidoarjo Presiden Indonesia telah mengeluarkan 

sejumlah keputusan dan peraturan yang mengatur pengelolaan semua aspek LUSI. Peraturan 

mencakup tanggung jawab dan tindakan dari berbagai kelompok berbeda yang terkait, seperti 

Lapindo, lembaga lumpur mitigasi dan otoritas pemerintah lainnya. 

 

Kami telah mencoba untuk menterjemahkan dan meringkas sini tentang peraturan-peraturan 

untuk memungkinkan pemahaman yang lebih baik dari aspek peraturan dari respon sosial untuk 

bencana ini. 

 

3.6.1 Keputusan Presiden 13 / 2006 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2006 

TENTANG 

TIM NASIONAL DALAM SEMBURAN LUMPUR SIDOARJO 

DENGAN KUASA TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MENIMBANG bahwa:  

a.  bahwa untuk mengendalikan aliran lumpur di sekitar sumur Banjar Panji-I Sidoarjo di Jawa 

Timur yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah untuk menyelamatkan populasi 

penduduk yang tinggal di sekitar daerah bencana untuk menjaga infrastruktur dasar dan 

penyelesaian masalah semburan lumpur dan meminimalkan risiko  lingkungan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam "a" perlu untuk 

mengimplementasikan sebuah tim respon nasional untuk menangani semburan lumpur Sidoarjo; 
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Berdasarkan:  

1. Pasal 4 ayat (1) dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Lembaran Republik Indonesia Nomor 4152) 

sebagaimana telah diubah dengan Nomor 002/PUU-I/2003 keputusan Mahkamah Konstitusi 

pada tanggal 21 Desember , 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Peraturan dan Pengawasan Keselamatan 

Kerja di Sektor Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 3003); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja dalam Pengolahan 

dan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 3135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123 Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81 Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 4530); 

 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL letusan. 

 

PERTAMA: 

Pembentukan Tim Nasional dalam mitigasi Semburan Lumpur Sidoarjo lebih lanjut dalam 

Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional. 

 

KEDUA: 

Keanggotaan dari Tim Nasional adalah sebagai berikut: 

a.Tim Panitia Penentu: 

1) Ketua / anggota: Menteri Sumber Daya Energy dan Mineral; 

2) Para Anggota:  

1. Menteri Pekerjaan Umum; 

2. Menteri Kelautan dan Perikanan; 

3. Menteri Lingkungan; 

4. Gubernur Jawa Timur; 

5. UB Komandan Militer Wilayah; 

6. Kepala Kepolisian Wilayah Java Timur; 

b. Tim Implementasi: 

1) Ketua / anggota: Kepala Penelitian dan Pengembangan dari Departemen Pekerjaan Umum; 

2) Wakil Ketua/anggota: 

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 

2. Wakil ketua Badan Pelaksana Minyak dan Gas; 

3) Anggota:  

1. Direktur Jeneral dari Pelayanan Jalan Raya Pekerjaan Umum; 
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2. Deputi Menteri Lingkungan Divisi Pengelolaan Lingkungan Kapasitas Gedung untuk 

Wilayah Teritorial; 

3. Kepala Maritim dan Perikanan Penelitian Menteri Kelautan dan Perikanan; 

4. Zeni Komandan Kodam UB; 

5. Kabupaten Sidoarjo; 

6. Manajer Umum dari PT. Lapindo Brantas. 

 

KETIGA: 

Tim nasional memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu 

dalam rangka untuk mengendalikan aliran lumpur di Sidoarjo, termasuk: 

a. penghentian dari semburan lumpur; 

b. pengelolaan semburan lumpur; 

c. mengelola permasalahan sosial. 

 

KEEMPAT: 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Tim Nasional dapat 

mengundang dan / atau meminta pendapat serta bantuan teknis dari instansi terkait dan 

masyarakat. 

 

KELIMA: 

Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum Ketiga 

tidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan pencegahan dan 

pemulihan kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang disebabkannya. 

 

KEENAM: 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya dibebankan pada anggaran Tim Nasional 

kepada PT. Lapindo Brantas. 

 

KETUJUH: 

Masa kerja Tim Nasional dimulai sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini akan berlaku 

untuk 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui. 

 

KEDELAPAN: 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diberlakukannya. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 8 September, 2006 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono 

 

Keputusan Presiden 13/2006 menetapkan tim nasional untuk pengelolaan dari bencana yang 

dikenal sebagai TimNas. Keputusan ini menetapkan tanggung jawab dari TimNas dan juga 

menempatkan beban biaya kepada Lapindo. 
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3.6.2 Keputusan Presiden 14 / 2007 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2007 

TENTANG 

BADAN PENCEGAHAN LUMPUR SIDOARJO 

DENGAN KUASA TUHAN YANG MAHA ESA 

 

Menimbang:  

a. bahwa dampak dari semburan lumpur di Sidoarjo begitu besar terhadap kehidupan komunitas 

disekitarnya, dibutuhkan sebuah kebijakan nasional yang lebih komprehensif;  

 b. bahwa untuk melanjutkan langkah-langkah untuk menyelamatkan penduduk, manajemen 

masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana yang disebabkan semburan lumpur di 

Sidoarjo, perlu ditingkatkan perbaikan pengelolaan masalah ini, dengan risiko lingkungan yang 

seminimal mungkin;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan akhir 

Nasional Response Team untuk Semburan Lumpur di Sidoarjo, perlu untuk membentuk Badan 

Mitigasi Lumpur Sidoarjo;  

 

Berdasarkan:  

1.  Pasal 4 ayat (1) dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945;  

 2.  Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 115 Tambahan Tahun Republik Indonesia Nomor 3501);  

 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Republik Indonesia Nomor 

3699);  

 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 

4152) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No 002/PUU-I / 2003 

pada tanggal 21 Desember , 2004 (Berita Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);  

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);  

 

MENETAPKAN:  

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN MITIGASI LUMPUR NASIONAL DI 

SIDOARJO.  
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 Pasal 1  

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Mitigasi/Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, 

yang selanjutnya disebut Badan Pengawasan.  

(2) Badan Pengawasan bertanggung jawab untuk mengelola upaya penanggulangan semburan 

lumpur, menangani semburan lumpur, menghadapi permasalahan-permasalahan infrastruktur 

dan sosial yang disebabkan oleh semburan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan upaya 

untuk meminimalkan resiko-resiko lingkungan.  

(3) Badan Pengawasan melaporkan kinerja dari tanggung jawabnya kepada Presiden.  

Pasal 2  

 Badan Pengawasan terdiri dari:  

 1.  Dewan Penasehat; dan 

 2.  Badan Pelaksana.  

 

 Pasal 3  

 (1) Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan dan 

pengawasan pelaksanaan upaya pencegahan dalam pengelolaan lumpur, yang mengelola 

masalah sosial dan infrastruktur akibat semburan lumpur di Sidoarjo, yang 

mengimplementasikan Badan Pelaksana.  

 (2) Dewan Penasehat terdiri dari :  

 a. Ketua: Menteri Pekerjaan Umum dan Anggota;  

 b. Wakil Ketua: Menteri Sosial dan Anggota;  

 c. Para Anggota:  

1.  Menteri Keuangan;  

 2.  Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral;  

 3.  Menteri Dalam Negeri;  

 4.  Menteri Kelautan dan Perikanan;  

 5.  Menteri Transportasi;  

 6.  Menteri Negara untuk Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS;  

 7.  Menteri Lingkungan;  

 8.  Kepala Badan Pertanahan Nasional;  

 9.  Gubernur Propinsi Jawa Timur;  

 10.  Komandan Militer Wilayah V / UB;  

 11.  Kepala Polisi Wilayah Jawa Timur; dan  

 12.  Kabupaten Sidoarjo.  

 

Pasal 4  

Dewan Penasehat dapat mendirikan sebuah Sekretariat yang bertanggung jawab untuk menyediakan 

dukungan kegiatan administrative kepada Dewan.  

 

Pasal 5  

Struktur organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:  

a. Ketua Badan Pelaksana;  

b. Wakil Ketua Badan Pelaksana;  

 c Sekretaris Badan Implementasi  

 d Wakil Operasional;  
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 e. Wakil Bidang Sosial;  

 f. Wakil Bidang Infrastruktur.  

 

 Pasal 6  

Badan Pelaksana bertanggung jawab terhadap Dewan Penasehat (Governing Board).  

 

 Pasal 7  

 (1) Direktur Eksekutif mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam pengelolaan penanganan 

semburan lumpur di semburan lumpur, dan masalah-masalah sosial dan infrastruktur akibat semburan 

lumpur di Sidoarjo.  

 (2) Wakil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas mewakili dan membantu Kepala Badan Pelaksana 

akan tugas sehari-harinya.  

 

 Pasal 8  

Sekretaris Badan Pelaksana bertugas:  

a. melaksanakan tugas-tugas administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan Badan Pelaksana;  

b. mengelola karyawan, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, 

hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;  

c. mengadakan hubungan manajemen dan tenaga kerja dalam administrasi Badan Pelaksana dengan 

instansi terkait;  

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana. 

 

 Pasal 9  

Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. mengatur koordinasi upaya untuk mengendalikan operasi dan manajemen semburan lumpur;  

b. merumuskan strategi dan rencana untuk operasi teknis dan manajemen usaha untuk mengendalikan 

lumpur;  

c. operasi dan upaya untuk mengurangi semburan lumpur kontrol yang dilakukan oleh PT Lapindo 

Brantas, 

d. menerapkan manajemen lumpur;  

e. evaluasi dan pelaporan usaha untuk mengendalikan operasi dan manajemen semburan lumpur.  

 

 Pasal 10  

Deputi Urusan Sosial bertugas:  

a. mengelola koordinasi masalah sosial;  

b. merumuskan strategi dan rencana untuk mengatasi masalah sosial;  

c. melaksanakan bantuan dan perlindungan dan pemulihan sosial;  

d. mengawasi pengelolaan isu-isu sosial yang diselenggarakan oleh PT Lapindo Brantas;  

e. evaluasi dan pelaporan pengelolaan masalah sosial akibat semburan lumpur.  

 

Pasal 11  

Deputi Bidang Infrastruktur mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. mengatur koordinasi dari masalah infrastruktur;  

b. merumuskan strategi dan rencana untuk mengurangi masalah infrastruktur;  

c. melaksanakan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk mengelola semburan lumpur;  

d. melestarikan dan mengamankan infrastruktur;  

e. evaluasi dan pelaporan manajemen masalah infrastruktur karena semburan lumpur.  
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 Pasal 12  

Dalam domain Sekretaris dan Deputi Badan Pelaksana, untuk membentuk kelompok kerja yang dibentuk 

oleh Kepala Badan Pelaksana.  

 

 Pasal 13  

(1) prosedur manajemen Badan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Penasehat;  

(2) Rincian organisasi dan mekanisme Badan Pelaksana untuk pelaksanaan lebih lanjut dari tugas yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana;  

(3) Kepala Badan Pelaksana untuk menyiapkan laporan tentang tugas-tugas mereka secara teratur atau 

berkala kepada Dewan Penasehat.  

 

 Pasal 14  

(1) Badan Manajemen Biaya mendanai administrasi Anggaran Negara (APBN);  

(2) Remunerasi karyawan yang ditugaskan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Pelaksana setelah 

mendapat persetujuan Menteri Keuangan.  

 

 Pasal 15  

 (1) Untuk menangani permasalahan sosial, PT Lapindo Brantas membeli lahan tanah dan gedung-

gedung di komunitas yang terkena dampak oleh semburan lumpur dengan pembayaran berkala, sesuai 

dengan peta area terkena dampak tertanggal 22 Maret, 2007 dengan akte penjualan yang menyertakan 

bukti kepemilikan dan lokasi area yang disetujui oleh Pemerintah.  

(2) Pembayaran adalah berkala, sebagaimana telah disepakati dan diimplementasikan di wilayah-wilayah 

yang terkait dengan peta pada area terkena dampak hingga 4 Desember 2006, 20% (duapuluh persen) 

dibayarkan diawal dan sisanya dibayarkan tidak lebih dari satu bulan sebelum periode kontrak rumah dua 

(2) tahun selesai.  

(3) Biaya dari masalah sosial diluar dari area tekena dampak pada peta tertanggal 22 Maret 2007, setelah 

penandatanganan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada anggaran Negara.  

(4) Peta dari area terkena dampak sebagaimana direferensikan dalam ayat (1) dan ayat (3) adalah 

terdaftar dalam lampiran/ Aneks terhadap Keputusan Presiden ini.  

(5) Upaya pengurangan biaya untuk semburan lumpur termasuk pengelolaan dari tanggul utama ke 

sungai Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.  

(6) Biaya untuk upaya untuk mengatasi masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk mengelola 

semburan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.  

 

 Pasal 16  

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Deputi dan kelompok kerja dalam Badan Pelaksana, dapat berasal 

dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), profesional, dan ahli.  

(2) PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status 

diperbantukan.  

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemindahan organik dari kantor di institusi induknya tanpa 

kehilangan status sebagai PNS.  

(4) Proses PNS peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi induk yang 

bersangkutan, menurut hukum.  

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipromosikan tingkat yang lebih tinggi setiap kali tanpa 

terikat ke tingkat peringkat, menurut hukum.  

(6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhenti atau telah berakhir masa jabatan, kembali 

kepada instansi induknya, jika belum mencapai usia pensiun.  
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(7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah 

mencapai batas umur pension dan diberikan hak pegawai, menurut legislasi.  

 

 Pasal 17  

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Deputi Badan Pelaksana di lingkungan, diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden.  

(2) Kepala dan Wakil Kepala Badan Pelaksana untuk Lingkungan Hidup, dipecat dari jabatannya oleh 

Presiden, apabila:  

a. berhalangan tetap;  

b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu melakukan pekerjaan dengan baik;  

c. terbukti secara hukum tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, dan kejahatan lainnya; atau d. 

mengundurkan diri. 

 

 Pasal 18  

Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Kepala Badan Pelaksana sebagai Pengguna 

Anggaran Badan Pelaksana.  

 

 Pasal 19  

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas Tim Nasional di Semburan Lumpur 

Sidoarjo yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2006 diikuti oleh Badan Mitigasi 

Lumpur Sidoarjo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.  

 

 Pasal 20  

Sebelum Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbentuk, tugas yang dilakukan oleh 

Badan Pelaksana untuk personil Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, seperti 

yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diperpanjang dengan 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007.  

 

 Pasal 21  

 Keputusan Presiden berlaku pada tanggal keputusan tersebut menjadi undang-undang.  

 

 Ditetapkan di Jakarta  

 Pada tanggal 8 April 2007 

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

 DR.  H.  Susilo Bambang Yudhoyono 

 

Keputusan Presiden 14/2007 mengatur Badan Penanggulangan Lumpur BPLS dan menetapkan peran dan 

tanggung jawabnya. Hal ini juga menjelaskan peran Lapindo yang akan dimainkan dalam bencana dan 

mengkonfirmasikan pembelian rumah / paket kompensasi jual dan jadwal yang disepakati antara Lapindo 

dan perwakilan korban pada bulan Desember 2006.   
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3.6.3 Keputusan Presiden 48 / 2008 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2008 

TENTANG 

AMENDMEN/PERUBAHAN 

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG 

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 

ATAS KUASA TUHAN YANG MAHA ESA 

 

Menimbang:  

a. bahwa semburan lumpur di Sidoarjo memiliki dampak sosial bagi masyarakat di luar Peta Wilayah 

yang Terkena tanggal 22 Maret 2007, terletak di Desa Besuki, Desa penjara, dan Desa Kedungcangkring, 

Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;  

b. bahwa untuk mengatasi masalah luapan Lumpur Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada huruf a yang 

merupakan bencana, Pemerintah sedang mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan langkah demi 

langkah manajemen masalah sosial;  

c. bahwa biaya sosial untuk menangani masalah-masalah sosial dikarenakan semburan Lumpur Sidoarjo 

untuk orang-orang di luar Wilayah yang Terkena Peta tanggal 22 Maret 2007 telah dialokasikan dalam 

APBN Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2008;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan 

Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan 

Mitigasi Lumpur Sidoarjo;  

Mengingat...  

 

Berdasarkan:  

1. Pasal 4 ayat (1) dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4285);  

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4778) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4848);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Negara / Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran 

Negara Repubilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)  

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.  

 

MEMUTUSKAN:  

KEPUTUSAN PRESIDEN AKAN AMENDMEN TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 

TAHUN 2007 TENTAN BADAN PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO.  
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Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan 

Lumpur Sidoarjo diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah 

sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:  

"Pasal 15  

(1) Untuk mengatasi masalah sosial, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang 

terkena dampak semburan lumpur di Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta 

daerah yang terkena 22 Maret 2007 dengan akta jual yang meliputi bukti kepemilikan tanah dan lokasi 

lahan yang disetujui oleh Pemerintah;  

(2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti yang telah disetujui dan 

dilaksanakan di daerah yang terlibat dalam Peta Wilayah yang Terkena tanggal 4 Desember 2006, 20% 

(dua puluh persen) dibayar di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat satu bulan sebelum masa 

kontrak rumah 2 (dua) tahun selesai/berakhir; 

(3) Dihapus ...  

(4) Peta Wilayah Terkena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai tercantum dalam 

Lampiran Keputusan Presiden ini.  

(5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk pengelolaan tanggul utama ke Kali Porong, 

dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.  

(6) Biaya upaya untuk mengatasi masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk mengelola 

semburan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah."  

 

2. Antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 15 A, Pasal 15 B dan C Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut: "Pasal 15 A  

biaya pengelolaan masalah sosial di luar Wilayah yang Terkena Peta tanggal 22 Maret 2007 dibebankan 

ke anggaran. 

"Pasal 15 B 

(1) Luas lumpur di luar manajemen Wilayah yang Terkena Peta tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 A adalah Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Jabon 

kabupaten., Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:  

a. Bagian Utara tanggul peta area terkena dampak  

b. Timur: Jalan Tol Porong - Gempol  

c. Selatan: Kali Porong  

d. Barat: batas desa Pejarakan dengan Desa Mindi.  

 

(2) bidang manajemen Peta luar Peta Wilayah yang Terkena semburan lumpur tanggal 22 Maret 2007 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dari Keputusan 

Presiden ini.  

(3) Dalam rangka menangani masalah-masalah sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual yang meliputi bukti kepemilikan dan 

lokasi disetujui oleh Pemerintah.  

(4) jual beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah khusus, sehingga tidak berlaku ketentuan dasar 

perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Pelaksanaan Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.  

(5) Pembayaran mengatasi masalah sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan 

dengan skema 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2008 dan sisanya untuk mengikuti tahapan 
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setelah dilakukannya pelunasan oleh PT. Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(2).  

(6) Dana mengelola permasalahan sosial dalam bentuk bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan 

kepada masyarakat yang akan diterima dalam waktu 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

jumlah dibahas dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana dengan mengacu pada 

jumlah yang dibayarkan oleh PT.Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (7) prosedur 

seperti mengelola pembayaran masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur 

lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS."  

 

"Pasal 15 C  

1) Pengaruh pembelian tanah dan bangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat B (1), 

tanah dan bangunan di daerah tersebut untuk beralih status Barang Milik Negara.  

(2) Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan sebagai Manajer dan Kepala Badan 

Pengelolaan Kekayaan Negara BPLS sebagai Pengguna Barang Milik Negara."  

 

Pasal II  

Keputusan Presiden berlaku pada tanggal dijadikan undang-undang.  

 

Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal 17 Juli 2008  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

Tertandatangan.  

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono  

Sesuai dengan salinan asli  

 

Keputusan Presiden 48/2008 selanjutnya menentukan peran BPLS dan Lapindo dan yang lebih penting, 

termasuk tiga desa baru akan dimasukkan dalam penjualan / pembelian dari skema kompensasi. Namun, 

pemerintah sekarang menerima tanggung jawab atas dana kompensasi untuk desa-desa. Desa-desa kini 

disertakan Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. 

  



 

68 

 

3.6.4 Keputusan Presiden 40 / 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2009 

TENTANG 

AMENDMEN KEDUA 

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENANG 

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO  

ATAS KUASA TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat:  

bahwa untuk menekankan upaya mencegah semburan lumpur dan pengobatan semburan lumpur dan 

pengelolaan masalah sosial di masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan 

Kedua Nomor Keputusan Presiden 14 Tahun 2007 tentang Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo;  

Berdasarkan:  

1. Pasal 4 ayat (1) dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4723);  

3. Undang-undang Nomor 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang 26 tahun (Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Indonesia Nomor 4725);  

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tindakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada tahun 

2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171 Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2009 Berita (Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5041);  

5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2008;  

MEMUTUSKAN:  

Set: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG AMANDEMEN KEDUA ATAS KEPUTUSAN 

PRESIDEN NOMOR 14 YEAR 2007 TENTANG PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO  

 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden 14 Tahun 2007 tentang Badan Pengelola Lumpur 

Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2008 diubah sebagai 

berikut:  

1. Ketentuan Pasal 9 huruf c dan d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:  

"Pasal 9  

Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. melakukan kegiatan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya mencegah lumpur dan pengelolaan 

lumpur;  

b. merumuskan strategi dan rencana aksi mengenai tindakan-tindakan teknis untuk mengontrol aliran 

lumpur dan pengelolaan lumpur,  

c. operasi untuk mengurangi semburan lumpur;  

d. manajemen lumpur ke Sungai Porong;   

e. evaluasi dan pelaporan operasi akan upaya pencegahan semburan lumpur dan pengelolaan lumpur."  

 

2. Ketentuan-ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yaitu 

ayat (7), sehingga seluruh Pasal 15 berbunyi:  
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"Pasal 15  

(1) untuk mengatasi masalah sosial dalam masyarakat, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan 

membangun masyarakat yang terkena dampak Lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, 

tergantung pada peta wilayah yang terkena dampak tertanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli 

sebagai bukti kepemilikan tanah yang meliputi area lahan tanah dan lokasi yang disetujui oleh 

Pemerintah.  

(2) Pembayaran bertahap sebagaimana dikemukakan dalam ayat (1), telah disetujui dan diterapkan di 

daerah termasuk dalam peta wilayah yang terkena dampak tanggal 4 Desember 2006, 20% (dua puluh 

persen) dibayar di muka dan sisanya minimal satu bulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun 

selesai.  

(3) Dihapus  

(4) Peta daerah yang terkena pada ayat (1) di atas diberikan dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.  

(5) Dihapus  

(6) Upaya pengurangan biaya dari semburan lumpur di Sidoarjo, dibebankan pada anggaran dan sumber 

pendanaan lainnya yang sah.  

(7) Biaya tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BPLS untuk melindungi keselamatan 

publik dan infrastruktur dibebankan ke anggaran."  

 

3. Ketentuan Pasal 15 ayat B (5) diubah, antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 

(1a), dan tambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8) dan ayat - (9), sehingga keseluruhan Pasal 15 B 

berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 15 B (1) di luar pengelolaan Wilayah yang Terkena semburan lumpur Peta 22 Maret 2007 

dimaksud dalam Pasal 15 A Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Jabon, 

Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:  

a. sisi utara, tanggul bata Wilayah yang Terkena Peta;  

b. Timur: jalan tol Porong - Gempol;  

c. selatan: Sungai Porong;  

d. barat: Desa Pejarakan batas dengan Desa Mindi.  

(1a) Termasuk pengelolaan lumpur di luar peta area yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), beberapa pemukiman (RT) di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Mindi desa-desa yang terdiri 

dari RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 12 Warga di Lima Rukun lingkup (RW) 12 Desa Siring Barat, RT 1 dan 

RT 2 di lingkup RW 1 Desa Jatirejo, RT 10, RT 13 dan RT 15 dalam semburan lumpur 2 RW Desa 

Mindi dipengaruhi oleh subsidence dan semburan di bentuk gas berbahaya sehingga menjadi tidak cocok 

untuk kehidupan.  

(2) Peta penanganan semburan lumpur di luar peta area yang terkena dampak tertanggal 22 Maret 2007 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dari Keputusan 

Presiden ini.  

(3) Dalam rangka menangani masalah sosial masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

membuat pembelian tanah dan bangunan di akta jual dengan bukti kepemilikan tanah dengan luas 

keseluruhan tanah dan lokasi disetujui oleh Pemerintah.  

(4) jual beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk tidak menerapkan ketentuan dasar 

perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Pelaksanaan Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.  

(5) Pembayaran untuk masalah pengelolaan komunitas sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah dilakukan dengan skema:  

a. 20% (dua puluh persen) dalam Tahun Buku 2008;  
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b. 30% (tiga puluh persen) pada Tahun Anggaran 2009; dan  

c. disesuaikan dengan tahap pembayaran sisa yang dibuat oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). 

 

 (6) Dana untuk mengelola masalah-masalah kesejahteraan sosial dan pembelian tanah dan bangunan 

untuk umum pada 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang akan dibahas dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan BPLS badan pelaksana yang berkenaan dengan jumlah yang 

dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas seperti yang didefinisikan dalam Pasal 15.  

(7) Kepala Badan Pelaksana BPLS mengatur prosedur dan manajemen atas masalah pembayaran 

kesejahteraan sosial di ayat 5 dan ayat (6).  

(8) Dalam rangka mengatasi masalah sosial masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), 

untuk keselamatan publik untuk lebih dari 2 (dua) tahun.  

(9) Bagi orang-orang yang tinggal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ketika wilayah tersebut 

dibiarkan kosong, diberi bantuan sosial sebagai berikut:  

a. bantuan kontrak rumah untuk 2 (dua) tahun;  

b. biaya hidup selama 6 (enam) bulan;  

c. biaya evakuasi." 

 

Pasal II  

Keputusan Presiden berlaku pada tanggal dijadikan undang-undang.  

 

Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal 23 September 2009  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

 

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono  

 

 

Keputusan Presiden 40/2009 memperbaharui lebih lanjut peran pemerintah, BPLS dan Lapindo dan 

mengubah kompensasi ke desa-desa di luar peta wilayah yang terkena dampak tanggal 22 Maret. 
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3.7.0 Perjanjian-perjanjian yang ada pada Saat Ini akan  

Kontribusi-kontribusi Pendanaan Sosial  

 

Kita bisa melihat sebagaimana di atas bahwa Keputusan Presiden/ peraturan membentuk dasar 

dari atau mendefinisikan perjanjian-perjanjian yang terkait ke pendanaan sosial atau 

kompensasi. 

 

Keputusan pertama 13/2006 tidak merinci rencana pembiayaan atau kompensasi tetapi 

menempatkan beban dari tanggung jawab bencana ini untuk masa kedepan ke Lapindo. Sifat 

non-spesifik dari keputusan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan waktu yang ketika dibuat 

hanya empat bulan setelah letusan pertama. Besarnya bencana masih belum sepenuhnya dihargai 

pada saat ini.  

 

Yang kedua – Keputusan Presiden 14/2007, dikeluarkan pada tanggal April 8, 2007, membentuk 

dasar bagi perjanjian-perjanjian berikutnya untuk kompensasi. Misalnya pada Pasal 15 

Keputusan ini, berkaitan khusus tentang kerusakan properti, mengharuskan Lapindo untuk 

membayar kompensasi kepada penduduk desa, yang mengalami kerugian harta karena semburan 

lumpur, dalam dua angsuran:  

1. Pertama deposit sebesar 20% didasarkan pada total nilai properti yang hilang. Ini akan 

didistribusikan kepada rumah tangga yang terkena dampak tanpa penundaan, 

2. Sisa 80% dari nilai property harus dibagikan satu bulan sebelum berakhirnya jangka 

waktu dua tahun. Sementara itu tunjangan perumahan harus disediakan oleh perusahaan. 

Peraturan perjanjian penggunaan telah diusulkan dalam surat dari Lapindo No. 

1098/P/AAY/L06, tanggal 4 Desember 2006.  

 

Persyaratan untuk skema program ini ditentukan oleh kerugian atau kerusakan yang diderita 

dalam area peta yang ditentukan pada tanggal 4 Desember 2006 dan 22 Maret 2007. 
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Figure 9 peta area tertanggal 4 Desember 2006 dan 22 Maret 2007 

Harga yang dibayarkan untuk properti yang hilang telah ditentukan oleh perhitungan standard 

dari ukuran properti dalam meter persegi (m2). Karena nilai standard untuk kompensasi nilai 

yang diusulkan perlumencerminkan denominator persamaan yang terbaik (yaitu, membuat harga 

mencerminkan nilai rumah yang terbaik di daerah tersebut). Untuk sisi positif dari Lapindo 

banyak komentator setuju bahwa kesepakatan yang dicapai untuk nilai properti mencapai tujuan 

tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

• Bangunan gedung  Rp 1,500,000 per m2 

• Lahan tanah  Rp 1,000,000 per m2 

• Sawah padi        Rp 120,000 per m2 

 

Meskipun Lapindo membuat kemajuan yang baik dalam membayar angsuran 20% yang 

pertama, skema melanda beberapa kendala yang signifikan. Mungkin salah satu masalah 

terbesar adalah masalah verifikasi. Tentu saja diperlukan bukti kepemilikan tetapi banyak 

korban yang tidak memiliki sertifikat yang diperlukan atau surat-surat tersebut telah terkubur di 

bawah lumpur. Sebuah tim verifikasi dibentuk untuk mencoba menyelesaikan masalah ini; hal 

ini dibahas lebih lanjut dalam bagian perlindungan sosial dari dokumen ini. (5.2.1.2)  

 

Pembayaran 80% sisanya mulai jatuh tempo pada tahun 2008 di tengah-tengah krisis keuangan 

global. Lapindo mengatakan bahwa beban besarnya pembayaran ini dibarengi dengan kondisi 

ekonomi global melebihi kemampuan sumber dayanya. Perusahaan kemudian mengusulkan dua 

alternatif untuk rencana selanjutnya. Pertama adalah skema untuk menyediakan pemukiman 

kembali di rumah-rumah baru di perumahan Desa Kahuripan Nirwana (KNV) dengan 
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kompensasi untuk properti yang hilang (dikurangi nilai rumah baru) dibayar dengan angsuran 

sebesar Rp 15 juta per bulan. Skema kedua menyediakan kompensasi untuk properti yang hilang 

dibayar dengan angsuran sebesar Rp 15 juta per bulan tanpa instalasi ulang di rumah baru. 

Rencana tunjangan perumahan ini disebut 'cash and carry' [pembayaran dana tunai putus] dan 

'cash and resettlement ' [pembayaran dana tunai dan pemukiman kembali]. Sebuah kesepakatan 

ditandatangani antara perwakilan korban dan Lapindo pada tanggal 3 Desember 2008 yang 

menjelaskan alternatif-alternatif ini.  

 

BPLS juga diberi tanggung jawab untuk kompensasi atas kerugian properti di tiga desa 

Kedungcangkring, Besuki dan Pejarakan. Hal ini diatur dalam Keputusan 48/2008 dan 

kompensasi yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian Hal ini penting bagi pemerintah 

untuk terus memantau situasi di sekitar mereka dan menanggapi dengan tepat jika kondisi 

perubahan di desa-desa, atau untuk meningkatkan masa sewa rumah atau sistem kliring yang 

disediakan cash and carry Lapindo. Hal ini sedikit diubah dengan Keputusan 40/2009 untuk 

memperlihatkan pembayaran 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2008 30% (tiga 

puluh persen) pada Tahun Anggaran 2009 dan sisanya sesuai dengan jadwal pembayaran dari 

Lapindo. Masih terdapat kontroversi dan protes dari masyarakat yang tinggal di beberapa daerah 

di Desa Siring Barat, Jatirejo dan Mindi. Mereka menolak skema kompensasi, meskipun rumah 

mereka telah dinyatakan tidak layak huni selama sedikitnya dua tahun. Sebaliknya mereka 

diberikan bantuan sosial dalam bentuk; bantuan sewa rumah selama dua tahun, biaya hidup 

tambahan untuk enam bulan ditambah biaya evakuasi. Hal ini penting bagi pemerintah untuk 

terus memantau situasi di sekitar masyarakat ini dan menanggapi dengan tepat jika kondisi 

perubahan di desa-desa tersebut, baik untuk meningkatkan masa sewa rumah atau menyediakan 

skema kompensasi cash and carry.  

 

Selain rencana kompensasi perumahan yang disebutkan di atas ada beberapa langkah bantuan 

sosial lainnya yang disepakati baik oleh Lapindo dan BPLS. Ini mencakup: 

• Pemberian kompensasi kepada petani gagal panen yang terkena dampak lumpur,  

• kompensasi bagi pekerja yang terkena PHK perkebunan,  

• Kompensasi kepada usaha kecil dan pabrik-pabrik,  

• relokasi sementara / permanen untuk pabrik / perusahaan / usaha kecil,  

• menyediakan sarana dan fasilitas di lokasi perumahan,  
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• pelayanan medis gratis & fasilitas dan pusat kesehatan set-up untuk warga desa yang 

mengungsi,  

• biaya asuransi jiwa dan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak,  

• bantuan sewa rumah 2 tahun dengan Rp 5.000.000 per keluarga,  

• bantuan penghidupan bulanan Rp 300.000 per bulan per orang selama 9 bulan,  

• biaya pindahan sebesar Rp 500.000 per keluarga,  

• kompensasi kepada penduduk desa karena bau, debu, kebisingan, dll dengan Rp 

300.000 per orang,  

• penyediaan makanan (3 kali / hari) di lokasi pengungsi,  

• bantuan biaya transportasi bagi anak-anak sekolah di dalam area tersebut,  

• pengadaan air bersih untuk masyarakat yang terkena dampak,  

• perawatan kesehatan gratis,  

• pelatihan ketrampilan,  

• konseling.   

 

Tabel 3 berikut dapat membantu memperjelas peran dasar Lapindo dan BPLS dan bagaimana 

perjanjian kompensasi dipengaruhi oleh Keputusan / peraturan Presiden. 

 

Table 3 Keputusan Presiden dan perubahan peran dari Lapindo dan BPLS 

Keputusan 14/2007 

8 April 2007 

Keputusan 48/2008 

17 Juli 2008 

Keputusan 40/2009 

23 September 2009 

Tugas-tugas Lapindo: 

• Pengelolaan permasalahan 

sosial dalam peta area 

tertanggal 22 Maret  2007  

• Membuat upaya untuk 

menguasai semburan 

lumpur dan memfasilitasi 

alur pembuangan lumpur ke 

Sungai Porong  

sama  sama 
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Tugas-tugas BPLS: 

•  Monitor dan pengendalian 

dari kegiatan Lapindo  

 

• Menangani permasalahan 

sosial dan infrastruktur 

diluar peta tertanggal 22 

Maret 2007 dengan biaya-

biaya yang dibebankan ke 

anggaran negara  

BPLS tambahan: 

Mengelola 

permasalahan sosial 

dalam area peta pada 

tanggal 17 Juli 2008 

mencakup 3 desa 

(Kedungcangkring, 

Besuki dan 

Pejarakan). Biaya-

biaya dibebankan 

kepada anggaran 

negara  

 

BPLS tambahan (charged state budget): 

• Untuk ke 3 desa pembayaran 

80% dibayarkan 30% pada 

tahun 2009, sisanya mengikuti 

pembayaran progress yang 

dilakukan oleh Lapindo 

• Melakukan upaya untuk 

menguasai semburan dan 

memfasilitasi alur pembuangan 

ke Sungai Porong  

• Menyediakan bantuan sosial ke 9 

daerah yang merupakan 

tetangga dari ke 3 desa dari 

Siring Barat, Jatirejo dan Mindi. 

 

PLS Presentasi PowerPoint pembaharuan Kegiatan Deputi Bidang Sosial Desember 2010 

4.0 KEADAAN SAAT INI DARI LUMPUR 

SIDOARJO DAN KEMUNGKINAN 

SKENARIO-SKENARIO UNTUK MASA 

MENDATANG  

 

4.1.0  Kondisi Lingkungan dan Geologi Saat ini  

 

Awalnya, volume lumpur yang dimuntahkan dari zona letusan mencapai sampai dengan 140, 

000 m3/hari. Namun, semburan lumpur tersebut intermiten dan telah berubah beberapa kali dari 

semburan yang sangat aktif hingga hampir tidak aktif sama sekali. Misalnya pada bulan April 

2010 beberapa hari tepat sebelum kunjungan staf Humanitus semuran lumpur di Sidoarjo 

mengalami peningkatan volume yang signifikan. Hal ini terwujud dengan letusan kecil kedua di 

dekat lokasi letusan utama. Kegiatan ini kemudian mengalami penurunan ke titik di mana pada 

akhir tahun 2010 volume lumpur / letusan air diperkirakan tidak lebih dari 10.000 m3/hari. Hal 

ini membuat menyulitkan prediksi berapa lama atau berapa aktif Lumpur Sidoarjo (LUSI) akan 

mejadi di masa mendatang.  
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Subsidence (amblesan) merupakan kekhawatiran yang berkelanjutan untuk area dan terdapat 

banyak situasi subsidence yang serius selama 4,5 tahun terakhir, terutama di daerah tanggul di 

sekitar lokasi letusan. 

 

Laporan USGS tahun 2008 yang berjudul ‘Preliminary Analytical Results for a Mud Sample 

Collected from the LUSI Mud Volcano, Sidoarjo, East Java, Indonesia’ (Hasil Analisa Awal 

untuk Sampel Lumpur yang Dikumpulkan dari Lumpur Gunung Berapi Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa 

Timur, Indonesia) menyatakan bahwa telah memproyeksikan bahwa lebih dari 30 m dari 

subsidence (amblesan) akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan dalam beberapa km dari 

pusat letusan kawah. 

 

Juga sebuah studi oleh Badan Meteorologi dan Geofisika di Jakarta pada tahun 2008 

diperkirakan menurun yang bisa mencapai hingga 176,6 meter pada tahun 2017. Hal ini 

digambarkan oleh Figur10 dan 11 di bawah ini. 

 

Fig 10 Subsidence Desember 2008 

 

 

Fig 11 Subsidence Juni 2017 
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Selain pemantauan dan menanggapi permasalahan subsidence BPLS secara seksama juga terus 

memantau kualitas air di seluruh area tersebut. Hal ini mengakibatkan lebih dari Rp. 600 juta 

yang dihabiskan untuk pengiriman air bersih ke 12 desa yang terkena dampak. BPLS 

menggunakan sejumlah alat ukur untuk menguji kualitas air seperti pH meter, DO (oksigen 

terlarut) meter, TDS, salinitas dan EC (Electrical Konduktivitas) meter, dll.  

 

Tim Lingkungan di BPLS memantau pasok kualitas air (AB) dan Badan Air (ABA). Lokasi 

pengambilan sampel air meliputi area:  

• Glagah Arum (Mesjid di Glagah Arum),  

• Pejarakan (Mesjid di Pejarakan),  

• Mindi (Mesjid di Al-Ikhlas),  

• Santa Rita (Mesjid di Nurul Azhar)  

• Pamotan (Mesjid di Bringin Pamotan),  

• Siring Barat (Mesjid di Siring Barat), dan  

• Ketapang (Pos Ketapang BPLS),  

 

Sementara pengambilan sampel dari lokasi yang merupakan bentuk perairan termasuk:  

• Sungai Porong (Spill Way),  

• Sungai Porong (Waduk Pejarakan)  

• Sungai Jatirejo, Pamotan. 

 

Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan disekitar Peta Area Terkena Dampak dapat dilihat 

pada Peta 13 dibawah ini:  
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Figure 12 Environmental quality monitoring courtesy BPLS 

 

Sebuah laporan PBB tahun 2006 berjudul ‘Environmental Assessment Hot Mud Flow East Java, 

Indonesia’ (Penilaian Lingkungan Lumpur Panas Flow Jawa Timur, Indonesia) untuk berbicara 

tentang risiko gas beracun dan khususnya hidrogen sulfida (H2S). Hidrogen sulfida adalah gas 

yang  tidak berwarna, beracun, mudah terbakar yang memiliki bau telur busuk. Hal ini sering 

terjadi ketika bakteri menghancurkan bahan organik tanpa oksigen, seperti di rawa-rawa, dan 

selokan. Hal ini juga terjadi dalam gas gunung berapi, gas alam dan beberapa air sumur lainnya. 

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_sululphide. Laporan menyatakan bahwa 

pengukuran, dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, bahwa tingkat hidrogen 

sulfida mencapai 700 bagian per juta (ppm) pada hari pertama (pada sumbernya), sedangkan 

konsentrasi menurun menjadi 3 ppm pada hari kedua peristiwa tersebut, diturunkan ke 0 ppm 

pada hari ketiga. Meskipun tidak ada informasi lebih lanjut tentang pengukuran ini diketahui 

konsentrasi 700 bagian per juta akan ada efek langsung serta berdampak secara akut pada 

kesehatan manusia - dan bisa fatal. 

 

Pada September 2006 kadar gas H2S di sekitar lokasi letusan itu naik turun dengan tingkat 30-

35 bagian per juta dan di bawah 13 bagian per juta. Tingkat gas H2S dan gas beracun lainnya 

telah menjadi perhatian besar bagi Pemerintah dalam 4.5 tahun terakhir. Yang dikhawatirkan 
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adalah ketika gelembung (letusan gas / air dan lumpur) terjadi di sekitar masyarakat. BPLS terus 

memantau situasi ini dan menyiapkan tindakan darurat bila harus mengevakuasi daerah tertentu 

diperlukan. Kebanyakan gelembung ditangani dengan mengisi di daerah subsidence telah terjadi 

dan bila memungkinkan menutup area di mana terdapat gelembung. 

 

Ada bahaya yang signifikan melekat dalam ledakan atau kebocoran gas yang mudah terbakar di 

sekitar daerah sekitar tersebut. Walaupun dalam beberapa kasus ini dilihat sebagai keuntungan 

karena beberapa penduduk telah memanfaatkan gas alam yang berasal dari tanah untuk 

digunakan sebagai bahan bakar memasak yang gratis. Staf Humanitus mengunjungi salah satu 

rumah yang mengalami hal tersebut di desa Siring pada bulan April 2010 dan berbicara kepada 

pemilik tentang kemungkinan bahaya yang ada untuk para penghuni properti ini diusulkan. 

Selama kunjungan berikutnya pada bulan Desember kami menemukan tempat tersebut telah 

tertutup karena ledakan yang diakibatkan kebocoran dan penumpukkan gas. Sayangnya pemilik 

juga terluka parah dalam insiden itu. Kami memahami bahwa anggota masyarakat miskin 

melihat energi bebas dalam bentuk gas alam sebagai sumber daya yang sangat menggoda, tetapi 

kami secara serius akan memperingati pihak pemerintah untuk tidak menggalakkan praktek ini.  

Angka BPLS menunjukkan bahwa pada akhir Oktober 2010 ada 77 area gelembung aktif dengan 

berbagai ukuran dan intensitas. Hal ini menyebabkan gangguan kepada masyarakat dan tentu 

saja bisa menjadi bahaya yang serius terhadap kesehatan penduduk akan adanya kemungkinan 

kebocoran gas beracun. Kabar baiknya adalah bahwa pada bulan September 2010 ada 94 

gelembung aktif di seluruh wilayah yang berarti penurunan aktivitas, setidaknya untuk periode 

ini.   

 

Tabel 4, 5 dan 6 di bawah ini menunjukkan kegiatan untuk September dan Oktober 2010 dan 

perubahan dalam kegiatan gelembung. 

 

Table 4 Distribusi dan tingkat kegiatan gelembung - status 30 September 2010 

No Desa Total Aktif 
Tidak 

Aktif 
% Distribusi % Aktif 

1 Jatirejo 24 7 17 11.06% 29,170% 

2 Mindi 17 7 10 7.83% 41.18% 

3 Pejarakan 8 5 3 3.69% 62.50% 

4 Kedungcangkring 12 12 0 5.53% 100.00% 
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5 Pamotan 51 22 29 23.50% 43.14% 

6 West Siring 50 26 24 23.04% 52.00% 

7 East Siring 12 1 11 5.53% 8.33% 

8 Ketapang Keres 25 7 18 11.52% 28.00% 

9 Wunut 15 5 10 6.91% 33.33% 

10 Besuki 3 2 1 1.38% 66.67% 

  Total  217 94 123 100%   

 Source BPLS Website 2011 

 

Table 5 Distribusi dan tingkat kegiatan gelembung - status Oktober 31, 2010 

No Desa Total Aktif 
Tidak 

Aktif 
% Distribusi % Aktif 

1 Jatirejo 25 3 22 11.06% 12.00% 

2 Mindi 19 5 14 8.41% 26.32% 

3 Pejarakan 8 5 3 3.54% 62.50% 

4 Kedungcangkring 13 1 12 5.75% 7.69% 

5 Swipe 3 3 0 1.33% 100.00% 

6 Pamotan 51 21 30 22.57% 41.18% 

7 West Siring 50 26 24 22.12% 52.00% 

8 East Siring 12 1 11 5.31% 8.33% 

9 Ketapang Keres 25 6 19 11.06% 24.00% 

10 Wunut 16 3 13 7.08% 18.75% 

11 Besuki 4 3 1 1.77% 75.00% 

  Total  226 77 149 100%   

 Sumber Situs BPLS 2011 

Table 6 Perubahan dalam kegiatan gelembung - Oktober 2010 

No Desa Total Aktif 
Tidak 

Aktif 

% 

Distribusi 
% Aktif 

1 Jatirejo 24 7 17 11.06% 29,170% 

2 Mindi 17 7 10 7.83% 41.18% 

3 Pejarakan 8 5 3 3.69% 62.50% 
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4 Kedungcangkring 12 12 0 5.53% 100.00% 

5 Pamotan 51 22 29 23.50% 43.14% 

6 West Siring 50 26 24 23.04% 52.00% 

7 East Siring 12 1 11 5.53% 8.33% 

8 Ketapang Keres 25 7 18 11.52% 28.00% 

9 Wunut 15 5 10 6.91% 33.33% 

10 Besuki 3 2 1 1.38% 66.67% 

  Total  217 94 123 100%   

 Sumber Situs BPLS 2011 

 
Figure 13 gelembung – atas kebaikan BPLS 

Gelembung diatas (fig 13) muncul pada tanggal 24 September 2010 dekat tanggul P42 di desa 

Besuki. Gelembung ini membentuk sebuah lobang yang besar dengan kedalaman dan diameter 

hingga 5 meter. 

 

Masalah lain yang dikhawatirkan adalah keadaan sungai Porong sebagai akibat dari volume 

lumpur yang dibuang ke dalam sungai tersebut dari zona letusan. LUSI adalah lebih dari 20 km 

hulu dari mana sungai Porong bertermu dengan muara laut dan oleh karena itu keadaan sungai, 

mulut sungai dan laut sekitarnya memerlukan monitoring yang seksama. Kita membahas secara 

lebih rinci nanti dalam laporan.  
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4.2.0 Bukti ilmiah untuk kegiatan Geologi di masa 

mendatang  
 

Dalam sebuah laporan Januari 2011 oleh Departemen Bumi dan Ilmu Planet (Department of 

Earth and Planetary Science), University of California, Berkeley, CA USA berjudul 'A prediksi 

dari umur panjang dari gunung berapi lumpur Lusi' penulis diprediksi melalui analisis dan 

simulasi bahwa ada "... 50 % kemungkinan letusan berlangsung <40 tahun dan kemungkinan 

33% yang berlangsung> tahun '87’ (‘A prediction of the longevity of the Lusi mud volcano’ the 

authors predicted through analysis and simulations that there was ‘...a 50% chance of the 

eruption lasting <40 years and a 33% chance that it lasts >87 years’). 

 

Ilmuwan Rusia dari Institut Studi Geologi Rusia dan Institut Fisika Elektro [Jasa Geo-penelitian/ 

Geo-Research Services] dalam laporan yang berjudul Laporan Ringkasan Penelitian LUSI pada 

bulan Agustus 2010 menyatakan kekhawatiran mereka bahwa seluruh wilayah berbatasan 

dengan LUSI adalah dalam bahaya  untuk terjadi letusan lebih lanjut - terutama atu lokasi ke 

Barat Daya dan satu lagi di timur laut dari lokasi LUSI. Dengan menggunakan teknologi 3D 

pemetaan berdasarkan pekerjaan seismik yang dilakukan sebelum letusan, mereka telah 

mengidentifikasi bahwa ada 2 jalur utama dengan 3 poin yang berpotensi untuk meletus di 

sekitar lokasi letusan utama LUSI.  

 

 
Figure 14 peta 3D dari 2 jalur lumpur utama atau diapirs – Laporan Rusia 

Tanpa studi yang lebih mendalam akan kawasan sub di sekitar lokasi LUSI akan sulit untuk 

memprediksi dengan keakuratan apapun akan kemungkinan durasi di masa mendatang dan 

aktivitas LUSI.  

 

Humanitus Sidoarjo Fund sedang mengatur untuk diadakan simposium bagi para ilmuwan dari 

seluruh dunia yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2011 di Surabaya. Fokus dari 
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simposium ini adalah untuk mengevaluasi metode terbaik untuk menyelidiki zona letusan dan 

merumuskan rencana untuk mencapain metode tersebut. Tipe perajalan yang diperlukan 

termasuk  akumulasi data geodynamika dan set-set evaluasi yang mencakup monitor seismik 

online, perekam (recorders), modem satelit dan unit-unit pengolahan informasi. 
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5.0 BANTAN SOSIAL PADA SAAT INI  
5.1.0 Tanggung jawab Sosial - Lapindo 

PT Lapindo Brantas (Lapindo), pemerintah Indonesia melalui BPLS dan sektor swasta diberi 

tanggung jawab untuk mitigasi sosial dan lingkungan dari bencana lumpur Sidoarjo dan dampak 

yang berkaitan. Tanggung jawab ini pada awalnya didirikan sesuai dengan Keputusan Presiden 

No 14 tahun 2007. Peraturan ini menyatakan bahwa areal Lapindo tanggung jawab terletak 

dalam area peta seperti yang didefinisikan oleh area yang terkena semburan lumpur pada tanggal 

22 Maret. 

 

Figure 15 Peta-peta menunjukkan letusan LUSI, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur 

http://ipsdismp.files.wordpress.com/2008/02/02-lapindo0.jpg 
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Figure 16 Area terkena dampak hingga Maret 2007  

(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan, Kabupaten Sidoarjo) 

 

Terlihat pada peta di atas (Fig. 16) area terkena dampak akan tanggal 22 Maret 2007 adalah: 

• Titik Letusan pertama ditandai dengan simbol bintang merah;  

• daerah yang terkena dampak (1) tenggelam oleh semburan lumpur pada Desember 4 

Desember 2006. Kawasan ini berisi desa-desa, lahan pertanian dan pabrik-pabrik;  

• daerah yang terkena dampak (2) tenggelam oleh semburan lumpur pada 22 Maret 

2007. Wilayah ini berisi sebuah perumahan dan desa-desa; 

• daerah yang terkena dampak (3) adalah daerah amblesan (subsidence) dari, 22 Maret 

2007.  

 

Lapindo dianggap sedikit bertanggung jawab akan hal karena pengeboran gas di sumur Banjar 

Panji 1 sekitar 200 meter dari lokasi awal letusan lumpur yang diperkirakan sebagai pemicu 
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pada saat itu. Lapindo sampai sekarang telah bertanggung jawab atas kompensasi dan 

pengelolaan masalah-masalah sosial di area ini meskipun berbagai kasus pengadilan yang 

memenangkan penuntut dan beberapa perbedaan pendapat di kalangan ilmiah tentang 

mekanisme pemicu.  

 

Di dalam peta area yang terkena dampak Lapindo telah bertanggung jawab untuk mengelola 2 

aera utama: 

1. Isu-isu sosial di daerah yang terkena. Hal ini dalam bentuk: 

• Pembelian lahan tanah dan gedung bangunan dari masyarakat yang terkena 

dampak tanah longsor; 

• Pemberian kompensasi kepada petani yang tanamannya gagal panen karena 

terkena dampak lumpur,  

• Memberikan kompensasi bagi petani yang sawah digunakan sebagai kolam 

lumpur dan fasilitas pengolahan air;  

• Kompensasi bagi pekerja yang terkena PHK di pabrik/perkebunan; 

• Kompensasi tanaman untuk usaha kecil dan pabrik;  

• Menyediakan relokasi sementara / pabrik Berdiri / usaha / usaha kecil untuk 

dapat melanjutkan kegiatan mereka;  

• Kompensasi untuk hunian yang terkena dampak;  

• Menyediakan prasarana dan fasilitas di tempat-tempat penampungan;  

• Memberikan pelayanan medis & fasilitas dan mendirikan pusat kesehatan 

bagi penduduk desa yang mengungsi;  

• Biaya asuransi jiwa dan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. 

 

 

Pembayaran untuk pembelian lahan tanah dan gedung bangunan yang terkena dampak 

secara bertahap dan berdasarkan pemohon yang memberikan bukti untuk mendukung 

properti. Bukti yang dibutuhkan meliputi: 

• Judul kepemilikan tanah;  

• Akta penjualan tanah;  

• Bukti kepemilikan yang sah atas tanah, termasuk luas tanah dan lokasi disetujui 

oleh Pemerintah. 
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Persyaratan ini, sementara sangat penting untuk mencegah korupsi dan legitimasi dari 

pembayaran kompensasi, bagaimanapun akan menjadi sumber utama friksi antara 

Lapindo, penggugat dan pemerintah di masa mendatang. Kita akan membahas ini nanti 

dalam laporan. 

 

Verifikasi ini merupakan tugas yang sangat besar bagi badan pemerintah nasional atau 

regional apalagi sebuah perusahaan swasta. Dengan demikian, pemerintah menentukan 

dalam peraturan setelah Keputusan Presiden 14/2007 yang membentuk suatu tim 

verifikasi untuk lahan tanah dan gedung bangunan oleh BPLS yang terdiri dari 

lembaga/badan-badan berikut: 

• Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Timur, 

• Kepolisian Daerah Jawa Timur,  

• Kepolisian Teritorial Kota Besar, Surabaya,  

• Kantor Pertanahan Sidoarjo,  

• Kepolisian Sidoarjo,  

• Kejaksaan Kabupaten Sidoarjo.  

• Badan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo,  

• Departemen Perijinan dan Investasi Sidoarjo,  

• Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat,  

• Institut Teknologi 10 November Surabaya,  

• Desa (kepala kecamatan di tiga kabupaten dan 12 Kepala Desa),  

• Lapindo. 

 

Lapindo juga menyediakan pembayaran tambahan untuk bantuan sosial bagi keluarga 

yang terkena dampak dan perorangan. Hal ini termasuk: 

• Memberikan tunjangan upah bulanan bagi pekerja menganggur sebesar Rp 

700.000 per bulan per orang, 

• Bantuan sewa rumah 2 tahun sebesar Rp 5 juta per keluarga.  

• Bantuan penghidupan bulanan sebesar Rp 300.000 per bulan per orang selama 

9 bulan,  

• Evakuasi biaya sebesar Rp 500.000 per keluarga,  

• Remunerasi yang dibayarkan kepada penduduk desa karena bau, debu, 

kebisingan dll. sebesar Rp 300.000 per orang, 
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• Memberikan makanan, (3 kali / hari) ke lokasi penampungan dengan biaya Rp 

15 000 - 20, 000 per orang;  

• Bantuan biaya transportasi untuk anak-anak sekolah di wilayah tersebut. 

 

Pada tahun 2008, DPR telah merevisi peraturan sehubungan dengan kompensasi. Hal 

ini termasuk tiga desa yang paling terkena dampak, yaitu - Besuki, Kedungcangkring 

dan Pejarakan, akan tetapi kewajiban untuk kompensasi untuk desa-desa ini jatuh 

kepada Pemerintah. 

 

2. Lapindo juga pada awalnya bertanggung jawab atas upaya untuk mencegah semburan 

lumpur termasuk pengelolaan bendungan utama dan menguras tanah longsor ke Sungai 

Porong. Namun, tanggung jawab untuk mengelola semburan lumpur diberikan kepada 

BPLS melalui Keputusan Presiden 14/2007. Hal ini merupakan langkah positif dalam 

proses yang jelas Lapindo tidak dibekali dengan keahlian untuk secara efektif mengelola 

suatu tugas yang monumental tersebut. 

 

5.2.0 Tanggung Jawab Sosial– Pemerintah/BPLS 

5.2.1 BPLS  

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Badan Pengelola Lumpur Sidoarjo) atau BPLS 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 14 tahun 2007. Peraturan dan tambahan berikutnya dan 

perubahan, seperti Peraturan 48/2008 dan 40/2009, bentuk dasar fungsi dan tanggung jawab 

BPLS. 

Keputusan Presiden 14/2007 menjelaskan struktur dari BPLS sebagai berikut: 

1. Dewan Penasehat; dan 

2. Badan Pelaksana. 

Pasal 3 Peraturan mendefinisikan peran dan komposisi Badan 

1) Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk memberikan arahan, pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan; upaya untuk mencegah semburan lumpur, pengelolaan 

semburan lumpur, yang mengelola masalah sosial dan infrastruktur akibat semburan 

lumpur di Sidoarjo. 

 

2) Badan Penasehat terdiri dari: 

A. Ketua: Menteri Pekerja Umum;  

B. Wakil Ketua:  Menteri Sosial;  
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C. Anggota: 

1. Menteri Keuangan;  

2. Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral; 

3. Menteri Dalam Negeri; 

4. Menteri Kelautan dan Perikanan;  

5. Menteri Transportasi; 

6. Menteri Negara untuk Perencanaan Pembangunan Nasional / 

Kepala BAPPENAS; 

7. Menteri Lingkungan; 

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 

9. Gubernur Propinsi Jawa Timur; 

10. Komandan Militer Wilayah V / UB; 

11. Kepala Kepolisian Wilayah Jawa Timur; dan 

12. Kabupaten Sidoarjo. 

 

Selain tugas-tugas lain mereka yang sangat sulit yaitu untuk menampung dan mengatur 

semburan lumpur Sidoarjo, BPLS memiliki peran yang komprehensif dalam mengelola masalah 

sosial di wilayah Sidoarjo, terkait dengan bencana lumpur gunung berapi. Area tanggung jawab 

yang ditugaskan ke BPLS melalui Keputusan Presiden telah dilakukan setelah konsultasi antara 

warga yang terkena dampak dan Pemerintah dari semua tingkatan. 

 

BPLS membagi tanggung jawab mereka untuk pengelolaan sosial ke dalam tiga bidang utama. 

Ini adalah Bantuan Sosial, Perlindungan Sosial dan Pemulihan Sosial. 

 

5.2.1.1 Bantuan Sosial  

BPLS mendefinisikan bantuan sosial sebagai: yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak 

sosial dalam keadaan darurat, baik karena dampak dari ledakan atau sebagai degradasi tanah dan 

untuk melaksanakan tindakan pencegahan sebagai bentuk kesiapan dalam kasus bencana. (Situs 

BPLS) 

 

BPLS memiliki lima (5) area tanggung jawab sehubungan dengan program bantuan sosial. Hal 

ini adalah: 

1. Mengawasi Pemberian Bantuan Sosial 



 

90 

 

Monitor pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh PT Lapindo Jaya Long Haul (MLJ / 

Lapindo). Hal ini terpisah dari kontrak penjualan Lapindo yang diwajibkan untuk dijalankan. 

Bantuan sosial yang diberikan kepada penduduk desa yang terkena dampak adalah: 

• asuransi jiwa sebesar Rp. 300.000.00 selama 9 bulan,  

• pembayaran evakuasi per keluarga sebesar Rp. 500.000,-, dan  

• kontrak uang sewa rumah per keluarga sebesar Rp. 5.000.000,00 selama 2 tahun. 

 

2. Menjalankan pemantauan dan implementasi dari evakuasi para korban semburan 

lumpur  

Sebagian besar para pengungsi pergi ke pusat-pusat pengungsian di Pasar Porong Baru (PBP). 

Ada tiga tahap untuk proses evakuasi:  

(1) Tahap pertama adalah periode dari bulan Juni 2006 sampai dengan Oktober 2006, 

dengan sekitar 3.000 pengungsi dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan 

Renokenongo, 

(2) Tahap kedua adalah periode dari November 2006 sampai April 2007, ketika sekitar 4.500 

pengungsi dari desa Kedungbendo, Perumtas I (perumahan), Ketapangkeres, Kalitengah, 

dan Glagaharum. Pengungsi ini termasuk penduduk tetap dan sejumlah penduduk 

musiman. Pengungsi, secara umum, mau pindah dari PBP setelah menerima bantuan 

sosial dalam bentuk uang tunai, kontrak rumah, asuransi jiwa dan biaya pindahan (warga 

musiman tidak diberi bantuan asuransi jiwa). 

(3) Tahap ketiga adalah periode dari April 2007 sampai 8 Juni 2008. Sekitar 3000 pengungsi 

yang sebagian besar berasal dari desa Renokenongo. Sebagian besar pengungsi ini 

menolak bantuan sosial dan menawarkan kompensasi yang digariskan dalam Keputusan 

Presiden 14/2007 karena dianggap tidak memadai, dan memilih untuk tetap tinggal di 

PBP sampai mereka bisa menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik.  

 

3. Memberikan bantuan sosial berdasarkan Keputusan Presiden 48 / 2008  

Bantuan sosial sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Presiden 48/2008 adalah untuk memberi 

bantuan kepada para warga di 3 desa yaitu Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan. Rencana 

Pemerintah adalah untuk penggunaan lahan di kawasan desa-desa ini sebagai kolam 

penyimpanan lumpur. Di sinilah lumpur dan air disimpan sebelum dibuang ke Sungai Porong. 

Proses penyaluran bantuan sosial untuk desa-desa ini direncanakan untuk selesai pada tanggal 

28 September 2007. Bantuan sosial dalam bentuk bantuan pembayaran sewa rumah, biaya 
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pindah dan asuransi jiwa. Lebih dari 1.600 keluarga dari desa ini disediakan dengan hibah 

sebesar sekitar Rp 5 miliar. 

 

4. Bantuan Air 

Banyak sumber air bersih bagi penduduk di sekitar kawasan bencana telah tercemar atau 

dihancurkan oleh letusan dan semburan lumpur. Sebagai hasilnya BPLS juga bertugas untuk 

memberikan air bersih kepada penduduk di 12 desa, yaitu Siring, Jatirejo, Renokenongo, 

Kedungbendo, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, Glagaharum, Besuki, Kedungcangkring, 

Pejarakan dan Mindi. Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 14 April 2008, dengan air 

bersih yang ditujukan untuk diminum diberikan kepada masyarakat dengan jumlah 20 liter per 

orang per hari. 

 

5. Membantu Pemberdayaan 

Sejumlah program yang telah dimulai untuk memungkinkan pengungsi dan mereka yang terkena 

dampak bencana untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sebagai contoh pada tahun 2007 BPLS 

membeli peralatan kisi kelapa yang disediakan untuk memberikan pekerjaan kepada sebanyak 

50 orang dari Besuki, Mindi, Pejarakan, Kedungcangkring, Gempolsari, dan Glagaharum. 

 

5.2.1.2 Perlindungan Sosial  

Kegiatan utama dari program perlindungan sosial adalah untuk melindungi hak-hak warga 

negara yang terkena dampak sehubungan dengan properti yang hilang atau rusak karena dampak 

dari tanah longsor tersebut. Perlindungan ini diberikan melalui penerapan kompensasi melalui 

penjualan dan pembelian tanah dan bangunan (PIJB), kompensasi atas hilangnya pendapatan 

yang disebabkan oleh hilangnya peralatan, pekerjaan , peternakan, atau karena usahanya tidak 

dapat lagi dilanjutkan. BPLS memiliki focus terhadap enam (6) bidang utama terkait dengan 

kepentingan di area perlindungan sosial. Hal ini termasuk: 

 

1. Mengawasi dan Memberikan Fasilitas untuk Penjualan dan Pembelian dari Lahan 

Tanah dan Gedung Bangunan yang terkena dampak  

Hal ini merupakan tanggung jawab BPLS untuk mengawasi dan dimana mungkin memfasilitasi 

penjualan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh warga yang berada di peta area yang terkena 

dampak, kepada Lapindo yang merupakan pembeli. 
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Salah satu tugas utama BPLS sepanjang proses ini adalah untuk membentuk tim verifikasi dan 

staf pendukung administrasi bagi tim-tim ini. Tim ini memfasilitasi penyelesaian ganti rugi 

melalui jual beli tanah dan bangunan. Sebagai bagian dari proses ini BPLS menyediakan kantor 

dan fasilitas yang memungkinkan tim verifikasi untuk bekerja secara efektif. Tim verifikasi dan 

proses yang terbentuk sebagai hasil dari konsultasi yang luas antara semua pihak yang terlibat 

dalam proses. Proses verifikasi adalah salah satu yang paling sulit dan kontroversial bagi 

pemerintah dan Lapindo. Banyak pemilik rumah kehilangan dokumen property akibat banjir 

atau memang sama sekali tidak memilikinya.  

Sebagai akibatnya, parameter untuk verifikasi properti berubah dan berkembang dari waktu ke 

waktu. Perkembangan itu dari posisi awal membutuhkan akta hingga document-dokumen kecil 

lainnya (seperti pajak penghasilan) dan sumpah di hadapan pejabat pemerintah. Pemilik rumah 

awalnya tidak mengerti mengapa, ketika keluarga mereka telah tinggal di sebuah kebun 

beberapa generasi, tim tidak dapat menerima penjelasan pertama mereka, ada properti yang 

tergenang lumpur dan kedua, bahwa rumah tersebut adalah milik mereka. Tugas ini dibuat lebih 

sulit oleh kenyataan bahwa banyak daerah yang dengan cepat dan tergenang banjir lumpur 

membuat tim verifikasi bahkan tidak mungkin untuk melihat properti yang ingin diperiksa. Pada 

awal proses Lapindo mengatakan ada sejumlah penuntut tidak pernah benar-benar tinggal di 

daerah tersebut dan mencoba mengambil keuntungan dari proses melalui klaim palsu. Sangat 

menarik untuk dicatat bahwa itu adalah salah satu metode verifikasi yang digunakan pada waktu 

itu untuk menangani masalah ini adalah melalui wawancara dengan para tetangga pelapor untuk 

memastikan bahwa setidaknya mereka pernah benar-benar tinggal di properti yang mereka 

tuntut itu. Para individu dan organisasi yang terlibat dalam proses administrative untuk proses 

verifikasi dapat dilihat pada bagian 5.1.0. 

 

Target awal, sesuai dengan arahan Presiden, adalah penyelesaian uang muka 20% untuk tanah 

dan bangunan 10.000 rumah tangga yang terkena dampak. Proses ini diarahkan untuk selesai 

dalam 10 minggu, dimulai pada bulan Juni 2007. Proses untuk sebagian besar klaim ini memang 

terjadi dalam waktu tersebut, tetapi sebagai akibat dari masalah logistik, seperti yang disebutkan 

di atas, atau bahkan karena beberapa warga menolak untuk menerima perjanjian ganti rugi 

dinegosiasikan, penyelesaian proses ini memakan waktu lebih lama. 

 

Tim Verifikasi mengidentifikasi total klaim klaim kerugian property sebesar 13.237 dalam 

proses pembelian, penjualan dan kompensasi. Selain itu ada persyaratan untuk kompensasi gagal 
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panen, kompensasi bagi pekerja pabrik dan memberikan bantuan sosial kepada 34.000 orang di 

desa-desa di area yang terkena dampak pada peta tanggal 22 Maret 2007. Tanggung jawab 

pembayaran kompensasi atas tuntutan tersebut bertumpu kepada Lapindo. 

 

2. Mengawasi dan Memberikan Fasilitas Kompensasi untuk Gagal Panen  

Untuk memfasilitasi proses kompensasi gagal panen di daerah bencana, BPLS dibantu dengan 

pembentukan Tim Survei Kondisi Lahan Basah. Tim ini ditugaskan oleh Gubernur Jawa Timur 

dan terdiri dari wakil-wakil dari; Jawa Timur / Sidoarjo Departemen Pertanian, Propinsi Jawa 

Timur Dinas Irigasi, Lapindo dan BPLS. 

 

3. Kompensasi untuk perusahaan-perusahaan yang terpaksa berhenti beroperasi  

BPLS memantau dan memfasilitasi kompensasi untuk sekitar 25 perusahaan yang telah 

menghentikan operasinya karena LUSI. 14 perusahaan yang terkena dampak telah menerima 

kompensasi, sisanya 11 perusahaan dalam negosiasi dengan Lapindo dan bekerja menuju suatu 

penyelesaian perjanjian kompensasi. 

 

4. Koordinasi kompensasi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  

Kelompok ini terdiri dari pemilik toko kecil/kios dan pedagang di mikro yang umumnya 

beroperasi dari rumah mereka. Pemilik toko kecil/kios mencapai 393 orang dengan 347 

pedagang mikro. Pemilik toko kecil/kios menggugat untuk kompensasi sesuai dengan harga 

pembelian usaha mereka. Nilai rata-rata kios diperkirakan oleh perwakilan industri warung 

menjadi sekitar Rp. 4,5 juta per meter persegi. Pedagang mikro yang beroperasi dari rumah 

mereka hanya memerlukan penggantian barang yang hilang karena rumah akan dicantumkan 

dalam skema kompensasi pembelian dan penjualan tanah dan bangunan.  

 

BPLS mengadakan pertemuan dengan para pedagang yang terkena dampak dan memberikan 

informasi tentang: proses ganti rugi dan Keputusan Presiden No. 14 tahun 2007. Mereka juga 

berbicara secara individual dengan pemilik usaha kecil atau wakil-wakil mereka untuk lebih 

memahami kekhawatiran mereka. Akibatnya BPLS bertindak sebagai mediator atau orang 

tengah antara UKM, Lapindo dan pihak pemerintah yang berwenang yang tertarik akan 

permasalahan ini.  
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Ada juga sejumlah pedagang pasar di daerah yang terkena mencari kompensasi dari Lapindo. 

Hal ini rumit oleh fakta bahwa kebanyakan pedagang juga menerima bantuan dari alokasi 

bantuan Presiden. 

 

5. Mengelola Aksi 

Banyak demonstrasi dan aksi unjuk rasa telah dilakukan oleh warga yang terkena dampak 

selama bertahun-tahun sejak letusan pertama. Hal ini tentu saja sepenuhnya dimengerti dan 

memang dalam hak mereka di negara Indonesia yang demokratis. Tetapi dengan ketegangan 

yang semakin tinggi karena skala dan sifat kerugian yang diderita dan kerumitan sistem 

kompensasi beberapa demonstrasi memiliki potensi untuk menghidupkan kekerasan dan / atau 

kerusakan. BPLS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa demonstrasi dan aksi tersebut 

tetap damai. Mereka melakukan ini dengan membentuk jaringan kerjasama dengan pihak terkait 

dalam rangka mengkoordinasikan, memantau, atau menjadi mediasi sesuai dengan kebutuhan, 

contohnya: 

 

1. Pada suatu saat polisi di Sidoarjo khawatir bahwa aksi jalan yang direncanakan akan 

menjadi kekerasan dan meminta tambahan aparat keamanan untuk menjamin 

keselamatan semua pihak yang terlibat;  

2. Kerja dan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah (khususnya di Sidoarjo), 

DPR provinsi dan kabupaten, seperti komite khusus untuk semburan lumpur Sidoarjo 

di Sidoarjo, terutama dalam kaitannya untuk memecahkan masalah atau kendala yang 

muncul dengan tanah dan restitusi properti;  

3. Bekerja dengan Lapindo untuk memastikan proses terbaik untuk pembayaran yang 

lancar dan tepat waktu;  

4. Membuat hal-hal yang lebih mudah bagi warga yang terkena dampak dalam 

mengekspresikan tuntutan mereka langsung ke Lapindo. 

 

Selain langkah di atas BPLS juga mengadakan pertemuan atau melakukan pendekatan informal 

dengan perwakilan warga yang terkena dampak untuk memberikan beberapa penjelasan atau 

menerima klarifikasi sebagai permintaan mereka atau keluhan. Mereka melakukan ini dengan 

harapan dapat menghindari kebutuhan untuk demonstrasi dan mencapai hasil yang diinginkan 

bagi semua pihak melalui negosiasi daripada konfrontasi. Bila komunikasi gagal BPLS akan 
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memproses kontrol (sebaik mungkin) dan memantau demonstrasi sehingga dapat berjalan secara 

tertib dan aman. 

 

6. Pengelolaan Pengungsi di Pasar Baru Porong (PBP) 

BPLS memiliki tugas yang sulit untuk berkonsultasi, negosiasi dan membujuk denan para 

pengungsi untuk menyetujui paket kompensasi yang ditawarkan dan mengajukan klaim sesuai 

dengan Keputusan Presiden No 14/2007 kepada tim verifikasi dimana memungkinkan. Sebagai 

hasil dari konsultasi ini pengungsi PBP mulai lebih kooperatif dan bersedia untuk berpartisipasi 

dalam proses kompensasi. Pada bulan Juli 2008 lebih pengungsi mulai mengirimkan tagihan ke 

tim verifikasi dan setuju untuk pindah dari kamp setelah pembayaran pertama 20% dilakukan 

oleh Lapindo. 

 

Dalam rencana strategis untuk tahun 2007 dan 2010 BPLS memiliki empat tujuan utama dalam 

kaitannya dengan masalah sosial yang timbul dari LUSI. Ini adalah: 

1. Mengurangi dampak sosial yang dialami oleh warga, termasuk pengembangan peran 

masyarakat dalam kegiatan pencegahan semburan lumpur di 12 desa;  

2. Mengurangi dampak sosial yang timbul sebagai akibat dari deformasi geologi seperti 

gelembung (letusan gas / air / lumpur) yang mengancam keselamatan warga negara, 

serta pencemaran tanah dan air irigasi di 16 desa;  

3. Pelaksanaan dan pemenuhan akan evakuasi dan relokasi penduduk yang terkena 

dampak di luar peta 22 Maret 2007 dari daerah yang terkena ke tempat lebih aman;  

4. Penyusunan informasi yang akan membantu dalam membentuk dasar untuk arah 

polis masa depan dalam mengelola isu-isu sosial.  

 

5.2.1.3 Pemulihan Sosial 

Bidang Pemulihan Sosial berfokus terutama di area: stres emosional yang disebabkan oleh 

kehilangan rumah dan mata pencaharian, pendidikan publik dan remedial, faktor lingkungan, 

kesehatan umum dari populasi dan penyebaran informasi yang bermanfaat. 

Tujuan Tim Pemulihan Sosial adalah;  

• Untuk membantu orang lebih baik mengatasi stress emosional dan kembali menjadi 

anggota masyarakat yang bahagia dan produktif;  

• Memastikan bahwa orang mempunyai informasi yang memadai, pendidikan dan 

konseling untuk menangani masalah ini. 
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Kegiatan yang dilakukan termasuk: 

1. Penyebaran informasi dan diskusi-diskusi informal  

Kebutuhan terbesar yang diidentifikasi oleh BPLS untuk informasi di dalam kelompok-

kelompok yang mereka tangani adalah informasi dan diskusi tentang jual beli tanah dan 

bangunan di Pejarakan, Kedungcangkring, dan Besuki. Namun, didistribusikan secara luas 

informasi tentang masalah air bersih, pemberdayaan pribadi dan layanan konseling. 

 

2. Observasi dan Pengumpulan Informasi  

BPLS melakukan pengamatan secara periodik terhadap seluruh situasi dan kondisi sosial 

masyarakat di 12 desa, Kedungbendo, Glagaharum, Renokenongo, Besuki, Pejarakan, 

Kedungcangkring, Gempolsari, Mindi, Jatirejo, Siring, Ketapang dan Kalitengah.  

Tujuannya adalah melakukan memantauan dan member respon terhadap dinamika perubahan 

lingkungan, gerakan orang-orang dan masyarakat serta perubahan sosial umum dan isu-isu yang 

terjadi. 

 

3. Menangani Permasalahan Pendidikan  

Dengan dukungan keuangan Lapindo, BPLS membantu anak-anak sekolah dari keluarga 

pengungsi di Pasar Baru Porong untuk tetap sampai ke sekolah. Hal ini dilakukan dengan 

memberikan kendaraan dari Pemerintah Sidoarjo dan tentara untuk antar-jemput mereka ke 

sekolah. Pendidikan bagi orang yang sudah dewasa di daerah yang terkena juga penting bagi 

orang untuk memiliki akses ke informasi tentang klaim dan forum untuk dapat menyatakan 

keluhan dan kekhawatiran mereka. BPLS juga memfasilitasi pertemuan antara perwakilandari 

yayasan pendidikan / asrama sekolah dan Lapindo. 

 

4. Menangani Permasalahan Kesehatan  

BPLS terus mengkoordinasikan pembukaan pusat-pusat kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dan 

pusat kesehatan 24 jam di Porong. 

 

5. Menangani Permasalahan Emosional dan Spiritual  

Mengelola masalah emosional dan spiritual ditujukan untuk mendeteksi dini gangguan 

ketidakstabilan emosional para korban. Sejumlah kelompok relawan, baik psikiater, psikolog 

maupun konselor, telah menyumbangkan waktu dan keahlian mereka untuk membantu 

mengatasi masalah ini. Selain itu, BPLS juga telah membuat untuk sesi penyembuhan sosial 
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dengan individu dan kelompok-kelompok kecil warga yang telah menyatakan mereka 

mengalami masalah emosional. Kontribusi relawan dan pemahaman tentang isu-isu emosional 

telah meningkatkan pengertian akan keadaan emosional warga. 

 

6. Pemberdayaan 

BPLS menyelenggarakan pelatihan untuk para korban agar mereka kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang bermakna. Contoh dari pelatihan ini meliputi: pembuatan sepatu, 

pengolahan makanan dan pertukangan. 

 

5.2.2 Pemerintah Lokal 

BPLS terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan 

pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Juga, pemerintah daerah masing-masing memiliki anggota di 

Dewan Penasihat BPLS. Pemerintah daerah memiliki peran penting dan beragam untuk bermain 

dalam bencana lumpur di Sidoarjo, baik dalam mengelola permasalahan sosial dalam pengadaan 

tanah untuk relokasi infrastruktur. 

 

Contoh peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani isu-isu sosial adalah: 

• Penyediaan hunian sementara populasi pengungsi di kamp pengungsi PBP;  

• Pembukaan pos kesehatan masyarakat;  

• Transportasi bantuan untuk anak usia sekolah yang orang tuanya telah mengungsi di 

PBP;  

• Penyebaran informasi tentang mediasi dan bantuan dalam bentuk klarifikasi dari 

permasalahan dan konsultasi dengan penduduk yang terkena bencana;  

• Bantuan kepada petani untuk gagal panen;  

• Menyediakan staf untuk tim verifikasi;  

• Menyediakan tangki air di beberapa desa yang airnya tercemar;  

• Mengkontribusikan keahlian mereka kepada Badan Penanggulangan Bencana - 

SATLAK;  

• Bantuan modal untuk para mantan pelatih yang dilatih melalui program-program yang 

diselenggarakan melalui BPLS. 
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5.3.0 Pengeluaran Pendanaan Sosial – Lapindo 

Lapindo bertanggung jawab atas klaim kompensasi dan bantuan sosial di area peta 22 Maret 

2007 sesuai dengan Keputusan Presiden 14/2007. Seperti yang disebutkan ini adalah 

pekerjaan besar bahkan untuk sebuah organisasi yang memiliki dukungan dibelakangnya 

seperti Lapindo. Mereka juga awalnya bertanggung jawab untuk mengelola penghentian 

semburan lumpur dan upaya mitigasi. Pada bagian ini kita melihat kemajuan dan tingkat 

kompensasi dilakukan oleh Lapindo sampai saat ini. 

 

5.3.1 Skema Kompensasi Lahan Tanah dan Gedung Bangunan  

Ada total 13.237 klaim kompensasi di bawah skema ini untuk ditangani Lapindo. Hal ini terdiri 

dari 12.886 klaim dari tahap I dan tahap II (sebelum dan setelah ledakan pipa gas) dan 351 klaim 

untuk Fase III (klaim tambahan). Skema kompensasi lahan tanah dan gedung bangunan 

mengambil bentuk kontrak jual beli di mana Lapindo adalah pembeli dan pemilik yang terkena 

dampak adalah penjual. 

 

Ketentuan yang asli di awal adalah bahwa pembayaran klaim-klaim  ini seperti skema satu-

ukuran-bisa cocok-untuk-semua untuk pembayaran awal 20% dan sisa 80% adalah dalam waktu 

dua tahun sejak pembayaran awal. Karena sejumlah faktor, yang dibahas di tempat lain dalam 

laporan ini, sejumlah pilihan / variasi ditambahkan, terutama terkait dengan pembayaran 80% 

final. Ini termasuk skema relokasi ke kompleks perumahan desa baru yang dibangun Nirwana 

(KNV), progress pembayaran uang 80% dan kombinasi dana tunai dan pemukiman kembali. 

 

Pertama kita melihat perkembangan pembayaran pertama 20% sampai Januari 2011. Dari 

12.886 klaim dari mereka yang terkena dampak dalam tahap I dan tahap II, 12 879 klaim telah 

dibayar penuh 20%. Dari tujuh yang tersisa Lapindo klaim dapat mengatakan bahwa mereka 

telah mengundang mereka untuk melakukan klaim, tetapi hasil yang ada adalah: tidak ada 

tanggapan sampai saat ini, tidak ada catatan akan keberadaan klaim yang potensial atau mereka 

menolak untuk bergabung dalam proses klaim. Kami telah mengirimkan representasi kepada 

Lapindo untuk memastikan bahwa semua kasus potensi tidak dilupakan atau setidaknya untuk 

menyelesaikan alasan di balik tidak dilakukannya klaim (yaitu kemungkinan kesalahan 

administrasi.) Kita dapat melihat dari angka-angka ini bahwa semua klaim yang telah diserahkan 

dengan dokumentasi yang membuktikan pembayaran pertama kepada pengadu sebesar 20% 

untuk tahap I dan tahap II. 
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Untuk Tahap III, terdapat total 351 potensial klaim dimana Lapindo telah membayarkan 20% 

pembayaran untuk 264 klaim, dengan sisa terdiri dari: 

• 6 diundang untuk menjalankan klaim nya tetapi tidak ada tanggapan dan/atau tidak ada 

catatan akan keberadaan mereka;  

• 2 klaim tertunda pelaksanaannya (makam dan bangunan keagamaan);  

• 79 klaim masih dalam proses melalui BPLS dengan:  

o 12 klaim dalam proses verifikasi,  

o 64 klaim dalam proses dikarenakan perselisihan keluarga atau perselisihan 

pendapat akan sifat fungsi lahan,  

o 3 klaim ditangani polisi. 

 

Dari 13,237 klaim potensial Lapindo telah menyelesaikan proses 13,143 (94 tidak diselesaikan 

karena alasan di luar kendali Lapindo lihat di atas) dan menyelesaikan pembayaran klaim 13,136 

penuh pada Januari 2011. 

Kedua kita melihat perkembangan sisa pembayaran 80% untuk 13,143 klaim yang akan 

diselesaikan hingga Januari 2011: 

• 12, 947 proses klaim telah diselesaikan dan disetujui untuk pembayaran dengan 80%,  

• 29 klaim alam proses menunggu jatuh tempo klaim sertifikat pembayaran, 

• 167 klaim non-sertifikat  dalam dalam proses untuk mengkonfirmasi dengan rincian,  

• 94 klaim yang saat ini memiliki berbagai perselisihan seputar klaim tersebut, artinya: 

o Ada ketidak-sepakatan tentang fungsi tanah, sengketa warisan, klaim Pengadilan, 

sengketa tentang ukuran tanah, sengketa tentang ukuran gedung, dll... 

o 73 diundang untuk klaim, namun tidak ada tanggapan atau tidak ada kejelasan 

akan keberadaan mereka 

 

Hal ini dilihat dalam bentuk Table 7 yang menunjukkan progress dari klaim dan pembayaran 

yang dilakukan oleh Lapindo hingga Januari 2011. 

Table 7 - Status Januari 2011 

20% 
Kategori 

Target 20% 

Kompensasi 20% 

untuk Lahan dan 

Gedung  

Pembayaran 

Klaim  

Total  

Rp 

(jutaan) 

Klaim  

Total 

Rp 

(jutaan) 

Klaim  

Total 

Rp 

(jutaan) 

Sertifikat 8,190 340,819 8,173 340,055 8,173 340,055 
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Non 

Sertifikat 

5,047 394,154 4,970 385,768 4,963 385,512 

Total Target 13,237 734,973 13,143 725,823 13,136 725,568 
 

80% 

Kategori 

Target 80% 
Kompensasi 80% untuk 

Lahan dan Gedung 
Pembayaran 

Klaim  

Total 

Rp 

(millions) 

Klaim  

Total 

Rp 

(millions) 

Klaim  

Total 

Rp 

(millions) 

Sertifikat 8,190 1,363,274 8,144 1,317,548 8,140 1,065,802 

Non Sertifikat 5,047 1,958,179 4,803 1,658,348 4,743 894,902 

Total Target 13,237 3,321,453 12,947 2,975,896 12,883 1,960,704 

 

 
Grand Total 13,237 4,056,426  3,701,719  2,686,272 

Note: Sumber PT. Minarak Lapindo Jaya Laporan Progres Januari 

2011 
1) 8,225 klaim telah diselesaikan dengan jumlah total Rp 1,462,641,607,437 

2) 4,911 klaim telah dibayarkan secara bertahap dengan total Rp 1,223,630,170,227 

3) Sertifikat atau Non Sertifikat merupakan referensi terhadap tipe/jenis dokumentasi yang dimiliki oleh 

pengaju klaim. 

Table 8 – Progres Aktual dari Pembayaran 20%  

Kategori 

Target 20% Klaim di BPLS Realisasi dari PIJB 20% Pembayaran yang 

terselesaikan 

Klaim 
Rp 

(juta) 
Klaim 

Rp 

(juta) 

Terealisasi Belum terealisasi 

Klaim 
Rp 

(juta) 
Klaim 

Rp 

(juta) 
Klaim Rp (juta) 

Certificate 8,190 340,819 10 460 8,173 340,055 7 158 8,173 340,055 

Non 

Certificate 

5,047 394,154 69 6,154 4,970 385,768 8 430 4,963 385,512 

TOTAL 13,237 734,973 79 6,614 13,143 725,823 15 588 13,136 725,568 

Note: Sumber PT. Minarak Lapindo Jaya Laporan Progres Januari 

2011 
Perbedaan nilai nominal antara nilai yang ditargetkan, sebuah klaim di BPLS dan realisasi dari PIJB tidak akan 

sama karena terdapat perselisihan antara penggunaan tanah dan klasifikasi gedung yang memiliki potensi untuk 

mengubah klaim. 

Table 9 – Progres Aktual dari Pembayaran 80%  

80% 
Target 

REALISASI (Nilai dalam Jutaan Rupiah) 

Belum Terealisasi 

Klaim 

Nilai 

Transaksi 

Nilai 

Susut 

Nilai 

KNV 
Sudah Dibayarkan Belum dibayarkan 

Pembayaran 

Ekstra 

Klaim Nilai 80/100% Gedung Tanah Klaim Nilai Klaim Nilai Klaim Nilai Klaim Nilai 

Sertifikat 8173 1349007 8144 1317548 1207116 112100 8062 1056652 4 251772 78 9150 29 31460 

C&C   7040 1153063 1153063 - 7036 903675 4 249387 - -   

C&C to 

KNV 

  1104 164485 54054 112100 1026 152977  2395 78 9150   

               

Non Sert 4970 1724,580 4803 1658348 565081 1082322 4686 863747 60 763649 57 11155 167 65232 

C&R 

GKLL 

  2027 820465 317554 502911 2027 460068  360398 - -   

C&R non 

GKLL 

  462 204051 53336 139769 405 186435  6664 57 11155   

C&R non 

GKLL II 

  2314 633832 194190 439642 2254 237245 60 396587 - -   

TOTAL 13143 3,073,588     12748 1,940,399 64 1015421 135 20,305 196 97691 

 Source PT. Minarak Lapindo Jaya Progress Report January 

2011 
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Kami juga memiliki informasi dari BPLS pada Desember 2010 pada Tanah dan Bangunan Kompensasi dibayar oleh Lapindo. Karena berfungsi sebagai upaya 

memeriksa ulang informasi yang berasal dari Lapindo. 

Table 10 berikut ini menunjukkan informasi tersebut. 

Table 10 – Informasi BPLS Untuk Pembayaran Kompensasi Lapindo  

Status Desember 2010 

JENIS 

PEMBAYARAN 

TARGET UNTUK 

DISELESAIKAN 
REALISASI PEMBAYARAN 

KLAIM TOTAL  

Rp (Juta) 

KLAIM TOTAL  

Rp (Juta) 

DIMUKA 20%  

13.237 

733,016 13,136 99.24% 725,200 

PEMBAYRAN 

KEMBALI 80%  
3,101,131 12,827 96.90% 1,924,872 

TOTAL  13,237 3,834,147 
 

2,650,072 

NOTES:   Sumer Presentasi PowerPoint BPLS updates Kegiatan Deputi Bidang Sosial Desember 2010 

 

1. Dari 13,237 klaim, yang telah diserahkan ke Lapindo terdapat sejumlah 84 klaim yang masih 

dalam proses administrasi dengan BPLS 

2. Dari 12,827 klaim, 8,118 klaim telah diselesaikan 100% dengan nilai Rp 1.14 Triliyun 

3. Target Lapindo untuk menyelesaikan 100% dari seluruh pembayaran bertahap adalah di 

tahun 2012  

 

Secara ringkas kita dapat melihat bahwa hingga Januari 2011 Lapindo telah membayar 

kompensasi Lahan Tanah dan Gedung Bangungan dengan jumlah total Rp 2,686,272,000,000 

(sekitar Rp 2.7 triliyun atau US$ 300 juta), dengan sisa klaim baik dalam bentuk proses 

pembayaran pertahap, menunggu verifikasi atau dalam proses perselisihan. Dari 13,143 klaim 

yang saat ini dapat diproses, 196 masih tertundu dan 12,947 telah dibayarkan atau dalam proses 

untuk dibayarkan. 

 

5.3.2 Pembayaran Bantuan Sosial Umum  

Selain pembayaran kompensasi rumah dan tanah Lapindo telah bertanggung jawab untuk 

sejumlah program bantuan sosial lainnya. 
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1. Bantuan Pertanian & Perkebunan 

Table 11 Bantuan Pertanian Farming & Perkebunan 

Jumlah 

Pengajuan Klaim 

Sawah Padi (Rp) Pertanian (Rp) Total (Rp) 

1,882 12,664,773,120 1,602,406,315 14,267,179,435 

 

2. Layanan medis gratis telah juga diberikan dengan kerjasama dengan 4 rumah sakit, 4 

pusat medis desa (puskesmas), dan 10 pos medis (klinik). Hal ini telah menghasilkan: 

• 70,861 klaim pasien rawat jalan  

• 1,665 klaim rawat inap  

Biaya kepada Lapindo hingga saat ini adalah Rp 2.95 Milyar 

 

3. Paket kompensasi juga termasuk: 

• Sebuah pembayaran untuk bantuan sewa untuk dua tahun (Rp 5.000.000/Keluarga), 

• Bantuan Penghidupan Bulanan untuk 9 bulan (Rp 300.000/per orang/bulan) 

• Bantuan Biaya Pindahan (Rp. 500.000/Keluarga) 

 

20,399 keluarga berpartisipasi atas biaya ke Lapindo berjumlah Rp.133.024.363.667 

 

4. Bantuan Bisnis/Usaha – Walaupun Keputusan Presiden 14/2007 tidak menyatakan 

ketentuan kompensasi untuk perusahaan seperti untuk Lahan Tanah dan Bangunan 

Gedung warga, Lapindo telah membayar kompensasi ke duapuluh Sembilan perusahaan 

yang terkena dampak. 

 

Relokasi Sementara & Kompensasi kepada Pabrik/Pemilik Usaha yang Terkena 

Dampak 

• Relokasi Sementara untuk 10 pabrik - Rp. 5,269,240,302 

• Relokasi Permanen untuk 9 pabrik - Rp. 1,180,000,000 

• Bantuan Evakuasi  - Rp. 320,000,000 

• Kompensasi untuk 306 Usaha Kecil: Rp 4.3 billion 

• 12 Perusahaan menandatangani MOU (penyelesaian klaim) - Rp. 73 billion 
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• Bantuan gaji untuk karyawan dari pabrik-pabrik yang terkena dampak @ Rp 

700,000 / karyawan/ bulan. Melakukan pembayaran terhadap 2,288 karyawan 

dengan jumlah total -  Rp 6,188,800,000 

 

1. Uang asuransi jiwa 9-bulan dengan jumlah Rp 300,000/per orang/bulan) untuk 37,151 

orang 

 

2. Layanan Sekolah: 

•••• Relokasi beberapa sekolah yang dibanjiri oleh luapan lumpur ke lokasi-lokasi yang 

lebih aman  

•••• Renovasi bangunan gedung sekolah yang rusak  

•••• Menyediakan transportasi untuk anak-anak sekolah  

•••• Bantuan Pendidikan = Rp. 435,114,000 

 

3. Bantuan Pemakaman – Pemakaman sementara di Desa Mindi dengan Kompensasi Rp. 

1,000,000/per orang. 

 

4. Bantuan lain termasuk ketentuan akan makan, air, dll di pusat tempat pengungsian. 

 

5.3.3 Total Kompensasi hingga Januari 2011 

Table 12 berikut ini menunjukkan total biaya dari lumpur gunung berapi LUSI ke Lapindo 

hingga Maret 2011. 

Table 12 Biaya ke Lapindo hingga saat ini 

 Sumber PT. Minarak Lapindo Jaya Laporan Progres Maret 

2011 

KOMPENSASI/BANTUAN TOTAL BIAYA 

Bantuan Sosial  361,027,127,505 

Pengelolaan Letusan  873,000,000,000 

Pengelolaan Semburan Lumpur  1,351,924,034,943 

Kompensasi Rumah & Tanah 

20% Realisasi 

80% Realisasi 

 

724,999,440,700* 

1,998,789,227,907** 

Bisnis ke Bisnis 49,187,285,093 

Operasional 384,886,905,678 

TOTAL 5,743,794,021,826 
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Note:  

 

* Maret 2011 nilai disesuaikan. 

**  1. Total biaya yang diperkirakan untuk realisasi 80% dari kompensasi rumah dan tanah adalah 

Rp 3,073,587,557,720 dengan total pembayaran hingga Maret 2011 Rp 1,998,789,227,907. 

 2. Pembayaran terus berlangsung dan Lapindo telah menyatakan bahwa mereka berharap 

untuk menyelesaikan pembayaran lebih lanjut senilai Rp 1,100,000,000,000 (1.1 trillion) 

dengan kompensasi terutang 80% di tahun 2012. 

*** Terdapat tambahan Rp 104,000,000,000 (104 milyar) dalam perselisihan terkait dengan 

permasalahan kompensasi bisnis ke bisnis. Lapindo telah menyatakan bahwa mereka 

bermaksud untuk menyelesaikan sisa 80% kompensasi rumah & tanah & jumlah kontraktor 

yang terutang sebelum mereka akan berkomitmen terhadap permasalahan kompensasi bisnis 

lebih lanjut. 

 

5.4.0 Pengeluaran Pendanaan Sosial– Pemerintah/BPLS 

Sebagaimana dibahas sebelumnya dalam laporan ini BPLS bertanggung jawab untuk sejumlah 

area yang berada dalam ketentuan kompensasi dan bantuan sosial. Khususnya kompensasi untuk 

property yang hilang di tiga desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan dan berbagai bentuk 

pembayaran bantuan sosial di tiga desa tersebut dan di desa-desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, 

Kedungbendo, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, Glagaharum, dan Mindi.  

 

Pada bagian ini kita melihat kemajuan pembayaran kepada korban selama beberapa tahun 

terakhir dan sampai tahun 2011. 

 

5.4.1 Pembayaran Bantuan Sosial - Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan 

Pertama kita melihat progress pembayarana Bantuan Sosial untuk Besuki, Kedungcangkring dan 

Pejarakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden 48/2008. Dalam Table 13 kita melihat 

bahwa data ini adalah untuk tahun 2008 dan mencakup rincian pembayaran evakuasi, 

pembayaran untuk kontrak rumah dan asuransi jiwa untuk tiga bulan. 

Table 13 Status Desember 2008 

Desa 
Jumlah 

Keluarga 
Orang 

BANTUAN SOSIAL 

TOTAL 

EVAKUASI 
KONTRAK 

RUMAH I 

ASURANSI 

JIWA  

3 BULAN 
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Besuki 1,064 3,941 532,000,000 2,660,000,000 3,543,900,000 6,735,900,000 

Kedungcangkring  151 507 75,500,000 377,500,000 456,300,000 909,300,000 

Pejarakan 451 1,646 225,500,000 1,127,500,000 1,481,700,000 2,834,700,000 
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TOTAL 1,666 6,094 833,000,000 4,165,000,000 5,481,900,000 10,479,900,000 

 Sumber Situs BPLS 2011 

Dalam Table 14 dibawah kita dapat melihat bahwa data ini adalah untuk tahun 2009 dan 

termasuk rincian dari kontrak pembayaran rumah dan asuransi jiwa tiga bulan (pembayaran 

evakuasi sudah diselesaikan). 

Table 14 Status Desember 2009 

Desa 
Jumlah 

Keluarga 
Orang 

BANTUAN SOSIAL 
TOTAL 

Kontrak Rumah II Asuransi Jiwa 

3 Bulan 
(Rp) (Rp) (Rp) 

Besuki 1,064 3.941 2,660,000,000 3,544,500,000 6,204,500,000 

Kedungcangkring  151 507 377,500,000 457,200,000 834,700,000 

Pejarakan 450 1,646 1,125,000,000 1,483,800,000 2,608,800,000 

TOTAL 1,665 6,094 4,162,500,000 5,485,500,000 9,648,000,000 

 Sumber Situs BPLS 2011 

Dalam Table 15 dibawah kita dapat melihat bahwa data ini menunjukkan total pembayaran 

bantuan sosial hingga Desember 2010 dan termasuk rincian dari semua pembayaran yang dibuat 

dibawah program ini. 

Table 15 Status Desember 2010 

Desa 
Jumlah  

Keluarga 
Orang 

BANTUAN SOSIAL 

TOTAL EVAKUASI KONTRAK RUMAH I ASURANSI JIWA  

3 BULAN 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Besuki 1,064 3,941 532,000,000 5,320,000,000 7,088,400,000 12,940,400,000 

Kedungcangkring 151 507 75,500,000 755,000,000 913,500,000 1,744,000,000 

Pejarakan 450 1,646 225,500,000 2,252,500,000 2,965,500,000 5,443,500,000 

TOTAL 1,665 6,094 833,000,000 4,165,000,000 10,967,400,000 20,127,900,000 

 Sumber Situs BPLS 2011 

 

5.4.2 Pembayaran Bantuan Sosial - Siring Barat, Jatirejo, & Mindi 

Kedua kita akan melihat jumlah pembayaran Bantuan Sosial harus dilakukan oleh BPLS sampai 

dengan Desember 2010. Ini untuk 9 lingkungan di Desa Siring Barat, Jatirejo, & Mindi 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden 40/2009. 
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Table 16 Status Desember 2010 

Desa 
Jumlah 

Keluarga 
Orang 

Nilai Nominal Realisasi dari Bantuan Sosial 

TOTAL 
EVAKUASI 

KONTRAK 

RUMAH 

ASURANSI 

JIWA 3 

BULAN 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Siring 
326 1136 163,000,000  1,630,000,000 2,045,400,000  3,838,400,00

0  

Jatirejo 
251 758 107,500,000  1,062,500,000  1,361,300,000  2,531,300,00

0  

Mindi 
289 1030 144,500,000  1,220,000,000  1,765,500,000  3,130,100,00

0  

TOTA

L 

830 2924 415,000,000  3,912,500,000  5,172,200,000  9,499,700,00

0  

 Sumber Situs BPLS 2011 

5.4.3 Pembayaran Bantuan Sosial Umum  

Selain bantuan evakuasi, bantuan sewa rumah dan asuransi jiwa di daerah bencana di bawah 

tanggung jawab BPLS juga penyediaan layanan kesehatan dan distribusi air minum.  

Tabel 17 di bawah ini menunjukkan perkiraan biaya penyediaan layanan ini ke daerah-daerah. 

Table 17 Status December 2010 

Jenis Bantuan Bentuk Bantuan Tahun Nilai Nominal  

Kesehatan Ketentuan obat-obatan melalui 

kantor kesehatan kecamatan. 

Warga Sidoarjo residents terhadap 

layanan kesehatan di sekitar 

semburan lumpur  

2008  Rp. 48,378,000  

Pengobatan 2009  Rp. 12,099,000  

Air Bersih  Ketentuan untuk air bersih untuk 

12 desa yang terkena dampak  2008  Rp. 185,238,000  
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Ketentuan untuk air bersih untuk 

12 desa yang terkena dampak 
2009  Rp. 250,002,000  

Ketentuan untuk air bersih untuk 

8 desa yang terkena dampak 
2010  Rp.  152,298,000  

Presentasi PowerPoint BPLS updates Kegiatan Deputi Bidang Sosial Desember 2010 

Masih ada daerah sekitar wilayah yang terkena dampak yang oleh Pemerintah dan BPLS diawasi 

secara ketat terkait dengan ketentuan untuk pemberian bantuan sosial dan kompensasi lebih 

lanjut. Contoh dari hal ini adalah peninjauan kembali terhadap lebih dari 50 desa bertetangga di 

Siring, Jatirejo, Mindi, Besuki Timur, Ketapang, dan Pamotan dengan kemungkinan untuk 

menyatakan bahwa daerah tersebut sudah tidak layak huni dan dengan demikian mengubah 

kompensasi yang ditawarkan. 

 

Ada sejumah alasan untuk review ini, seperti: 

1. Gelembung gas yang mudah terbakar, tidak bau dan beracun mengancam desa-desa di 

Mindi, Jatirejo, Siring, Ketapang, Ex. Pamotan, dan Besuki Timur, 

2. Subsidence lahan dan/atau erosi tanah telah terjadi di semua desa-desa disekitar 

tanggul, dengan dampak paling signifikan yang muncul di desa Ketapang, Jatirejo, 

Siring dan Glagaharum, 

3. Polusi pada air dari tanah terlah terjadi dengan berbagai tingkatan di semua desa,  

4. Polusi udara telah terjadi di semua desa dengan intensitas per hari yang berubah 

tergantung dari arah angin. 

 

Area rawan bencana lainnya: 

Potensi untuk banjir lumpur yang terus menerus dan / atau air dari tanggul di desa-desa: 

Ketapang, Jatirejo, Siring, Glagaharum dan Gempolsari juga menjadi perhatian bagi Pemerintah 

dan kita diberitahu sedang dimonitor, terutama selama musim hujan. 

 

5.4.4 Kompensasi Lahan Tanah dan Bangunan Gedung  

Ketiga kita akan melihat pembayaran kompensasi untuk Tanah dan Bangunan di 3 desa: Besuki, 

Kedungcangkring dan Pejarakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden 48/2008 dan 

40/2009. Sekali lagi ini adalah skema jual beli tanah dan bangunan. 

Table 18 dibawah ini kita dapat melihat bahwa ini adalah status dari total area lahan tanah dan 

bangunan gedung yang harus dibayarkan di tiga desa pada Agustus 2009. 
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Table 18 Status Agustus 2009 

DESA 

AREA LAHAN TANAH (m²) 
AREA 

BANGUNAN 

GEDUNG(m²) 

Tanah Kering Sawah Padi TOTAL AREA 

LAHAN 

TANAH Total Total 

Besuki 198,460 199,934,281  398,394,281  69,762 

Kedungcangkring 26,050 75,518,815  101,568,815  10,092 

Pejarakan 76,448 46,308,000  122,756,000  33,862 

TOTAL 300,958  321,761,096  622,719,096  113,716 

 Source BPLS Website 2011 

Table 19 dibawah menunjukkan progress dari 20% pembayaran awal untuk lahan tanah dan 

bangunan gedung untuk lahan tanah dan bangunan gedung di tiga desa. 

 

Table 19 Status Agustus 2009 

Area lahan tanah dan 

bangunan gedung (m²) 

Desa-desa 
Total m² 

yang 

dibayarkan 

20% Pembayaran (Rp) 

Besuki Kedungcangkring Pejarakan  

Total lahan kering 

(Rp 1 juta / m²)  

198,460  26,050 76,448  300,958 60,191,600,000 

Total sawah padi 

(Rp 120,000 / m²) 
199,934  75,519  46,308  321,761 7,722,264,000 

Area Bangunan Gedung 

(Rp 1,500,000 / m2) 

69,762  10,092 33,862 113,716 34,114,800,000 

TOTAL 468,156 111,661 156,618 736,435 102,028,664,000 

Note: Sumber Situs BPLS 2011 

Terdapat total 1744 klaim dimana 20% pembayaran merupakan rata-rata Rp 58.502.674 per klaim, tergantung 

dari rasio antara berbagai jenis tanah. 

Tabel 20 di bawah ini menunjukkan perkembangan pembayaran berikutnya sebesar 30% untuk 

tanah dan bangunan di tiga desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 / 

2009. Ini adalah data hingga Juli 2010. 

Table 20 Status Juli 2010 

Area lahan tanah dan 

bangunan gedung(m²) 

Desa-desa 
Total m² 

yang 

dibayarkan 

30% Pembayaran (Rp) 

Besuki Kedungcangkring Pejarakan  

Total lahan kering 
198,439  26,050 76,436  300,925 90,277,500,000 
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(Rp 1 juta / m²)  

Total sawah padi 

(Rp 120,000 / m²) 
199,403  86,543  46,308  332,254 11,961,144,792 

Area gedung 

(Rp 1,500,000 / m2) 

69,711  10,129 33,781 113,621 51,129,580,500 

TOTAL 467,553 122,722 156,525 746,800 152,989,202,844 * 

Note: Sumber Situs BPLS 2011 

1. Telah ada pengembalian dana kembali ke pemerintah setelah terjadi pengukuran tanah yang berlebih di desa 

Besuki. Kesalahan adalah seluas 1.102 m² yang setara dengan Rp. 26.440.000,- dalam pembayaran awal 20% dan 

Rp. 39.660.012,- untuk 30% berikutnya. Pembayaran total Rp 66.100.012,-   

2. Ada 6 klaim yang belum menerima pembayaran sebesar 30% karena sengketa keluarga disekitar penerima 

manfaat. Klaim ini memiliki total luas 6.429.068 m2 (5870 m2 usahatani padi dan lahan kering 559m2) dengan 

nilai total Rp. 379.022.448 * 

3. Terdapat total klaim 1738 (1744 minus enam klaim yang merupakan masalah perselisihan keluarga) yang 

memberikan rata-rata pembayaran 30% berikutnya menjadi Rp. 88.026.009 per klaim, tergantung pada rasio 

antara berbagai jenis tanah.  

 

Tabel 21 di bawah ini menunjukkan kemajuan pembayaran untuk tanah dan bangunan di tiga 

desa hingga Desember 2010. Hal ini menunjukkan target akhir dan jumlah yang dibayarkan 

sampai saat ini (70%). 

Table 21 Progres pembayaran 

TARGET 

PEMBAYARAN TERSELESAIKAN  

AWAL 20% 

(2008) 

PEMBAYARAN 30% 

BERIKUTNYA 

(2009) 

PEMBAYARAN 20% 

(2010) 

TOTAL 

(70% dari total 

klaim) 

Klaim RP (juta) Klaim RP (juta) Klaim RP (juta) Klaim RP (juta) RP (Juta) 

1788 520,722.40* 1,744** 102,271.90 1,738*** 153,028.80 1,723 101,047.60 356,348.30 

 Sumber Presentasi PowerPoint BPLS updates Kegiatan Deputi Bidang Sosial Desember 2010 

Catatan:  
1. * Sangat menarik untuk dicatat bahwa dengan target 1788 klaim dengan biaya sebesar Rp. 520.722.400.000,- 

pembayaran pokok rata-rata untuk setiap klaim untuk ketiga desa bila 100% sudah dibayarkan akan sekitar Rp. 

300 juta atau  US$33,000. 

2. ** 44 klaim dengan nilai sebesar Rp. 9.362.850.000 belum dibayarkan secara cicilan 20% karena:  

29 klaim dengan sengketa tanah;  

7 klaim dalam sengketa klasifikasi tanah "usahatani padi";  

8 klaim atas tanah pemakaman belum dibayar karena tidak ada ketentuan untuk hal ini.  
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2. *** 6 klaim telah dihentikan sebelum angsuran 30% dijalankan, yang berjumlah sebesar Rp. 379,022,448 

karena perselisihan keluarga yang sedang berlangsung. 

 

5.4.5 Skema Pembelian Kembali (Buyback) Material  

Skema Pembelian Kembali merupakan sebuah program tambahan untuk penjualan dan 

pembelian properti yang terkena dampak di Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan di mana 

pemerintah menjual kembali bahan perumahan (batu bata, genteng, kayu, dll) kepada penggugat 

sebesar 1,5% dari harga jual kompensasi . The 1.5% tidak dibayar oleh warga tetapi dikurangkan 

dari kompensasi yang akan diterima. Hal ini berarti adalah menjadi tanggung jawab warga untuk 

menghancurkan properti dan menjual atau menyimpan material tersebut di lokasi baru. 

Table 22 skema buyback material 

DESA 

TOTAL GEDUNG BANGUNAN NILAI NOMINAL DARI MATERIAL 

TOTAL 
Yang 

dibeli 

Yang tidak 

dibeli 

(*) 

Tidak 

ada Info 

(*) 

Yang dibeli 

(Rp.) 

Tidak dibeli 

dan tidak ada 

info 

(Rp.) 

TOTAL 

(Rp.) 

Besuki 778 737 30 11 1,490,322,375 78,172,200 1,568,494,575 

Kedungcangkring 123 122 0 1 226,784,700 1,117,575 227,902,275 

Pejarakan 352 299 34 19 678,151,125 81,931,050 760,082,175 

TOTAL 1253 1158 64 31 2,395,258,200 161,220,825 2,556,479,025 

Note: Sumber Presentasi PowerPoint BPLS updates Kegiatan Deputi Bidang Sosial Desember 2010 

* Masih memungkin bagi mereka yang belum bergabung dengan skema ini untuk berpartisipasi 

di lain waktu. 

 

5.4.6 Total Pengeluaran untuk tahun 2009, 2010, 2011 (Anggaran) - BPLS  

Selain tanggung jawab sosial pendanaan yang dimiliki BPLS, mereka juga bertanggung jawab 

untuk mitigasi dan pengelolaan semburan lumpur tersebut. Ini termasuk biaya transfer lumpur ke 

dalam Sungai Porong dan akhirnya lautan dan biaya infrastruktur pemerintah seperti 

memindahkan jalan tol untuk ke lokasi baru. 

 

5.4.6.1 Pengeluaran BPLS tahun 2009  

Untuk tahun 2009, total anggaran BPLS adalah sedikit diatas Rp 1,1 triliun yang telah mereka 

habiskan 61,5%. Alokasi anggaran dibagi menjadi empat bidang utama:  
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1. Pengaturan tanah dan bangunan 3 desa Besuki, dan Kedungcangkring Pejarakan (skema 

pembayaran kembali 80%)sebesar Rp 227 miliar  

2. Untuk relokasi jalan arteri Porong, termasuk penyelesaian pembebasan tanah Rp 523 

miliar dollars. 

3. Penerusan untuk infrastruktur tanah longsor, termasuk pemantauan dan penanganan 

penanganan deformasi geologi: Rp 241 miliar dolar.  

4. Kesejahteraan Sosial: Rp 59 miliar. 

 

5.4.6.2 Pengeluaran BPLS tahun 2010  

Untuk 2010 alokasi anggaran sebesar sedikit lebih dari Rp 1,2 triliun yang BPLS menghabiskan 

52,37%. Tabel berikut 23 menunjukkan alokasi pengeluaran dan anggaran dan berbagai 

pengeluaran actual.  

 

Table 23 Anggaran & Pengeluaran BPLS 2010  

 

KEGIATAN Anggaran 

Realisasi 

Anggaran untuk 

2010 

PROGRES

% 

I OPERASIONAL LAPANGAN 
   

 a. Melanjutkan pemindahan lumpur 

ke dalam Sungai Porong  
127,922,798,000 48,678,728,184 38.05 

 b Melanjutkan pengadaan dari 

peralatan berat dan instrument 

laboratorium  

50,428,306,000 39,732,545,368 78.79 

 c. Penelitian Geologi  1,144,291,000 67,992,600 5.94 

 d

. 

Monitoring & Evaluasi dari 

dampak subsidence  
2,841,258,000 1,438,739,446 50.64 

 e. Administrasi dan kegiatan 

keuangan lainnya  
92,400,000 10,816,175 11.71 

  SUB TOTAL 182,429,053,000 89,928,821,773 49.30 

I

I 
URUSAN SOSIAL 

   

 a. Pelatihan Pendidikan dan Teknis  1,166,550,000 761,745,030 65.30 

 b

. 

Jangkauan dan penyebaran 

Informasi  
586,025,000 297,898,000 50.83 

 c. Bantuan Bencana & Huru Hara 9,021,208,000 5,248,892,110 58.18 

 d

. 

Melanjutkan penjualan dan 

pembelian dari Tanah dan Gedung  
184,917,046,000 101,317,395,596 54.79 

 e. Administrasi dan Kegiatan 

Keuangan lainnya  
1,482,399,000 892,229,044 60.19 
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KEGIATAN Anggaran 

Realisasi 

Anggaran untuk 

2010 

PROGRES

% 

  SUB TOTAL 197,173,228,000 108,518,159,780 55.04 

 

 

III SEKTOR INFRASTRUKTUR  
   

 a. Relokasi Infrastruktur 348,858,400,000 180,637,747,964 51.78 

  1) Relokasi Infrastruktur 193,913,800,000 65,634,807,391 33.85 

  2) Supervisi dari Relokasi 

Infrastruktur 
3,900,000,000 3,477,402,500 89.16 

  3) Akuisisi lanjut dari Relokasi 

Tanah  
147,799,607,000 110,103,286,413 74.49 

  4) Administrasi dan Kegiatan 

Keuangan Lainnya  
3,244,993,000 1,422,251,660 43.83 

 b Infrastruktur untuk Pengelolaan 

Semburan Lumpur 
470,115,062,000 240,997,062,605 51.26 

  1) Tahapan Lanjut dari 

Infrastruktur Pengendalian 

Banjir  

408,198,714,000 232,924,272,851 57.06 

  2) Supervisi dari Infrastruktur 

Pengendalian Banjir 

Infrastruktur Pengendalian 

Banjir 

4,000,000,000 3,661,336,938 91.53 

  3) Pendidikan Teknis, Evaluasi & 

Penelitian Kebijakan  
401,350,000 235,604,600 58.70 

  4) Operasional & Pemeliharaan 

dari Infrastruktur Pengendalian 

Banjir 

2,133,300,000 1,394,212,196 65.35 

  5) Akuisisi Lahan Tanah. 

Penaksiran dari tanah  
52,550,000,000 297,989,848 0.57 

  6) Persiapan dari Pedoman dan 

Penyebaran Informasi 
572,368,000 468,828,805 81.91 

  7) Administrasi dan Kegiatan 

Keuangan lainnya  
1,848,285,000 1,616,512,367 87.46 

  8) Renovasi / Perbaikan Fasilitas 

dan Infrastruktur Gedung  
411,045,000 398,305,000 96.90 

  SUB TOTAL 818,973,462,000 421,634,810,569 51.48 

 

IV BADAN SEKRETARIAT 
   

 a. Proses gaji, honorarium dan 

tunjangan 
13,181,152,000 12,752,515,418 96.75 
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 b Implementasi operasional dan 

pemeliharaan fasilitas kantor  
4,333,745,000 3,994,979,831 92.18 

  SUB TOTAL 17,514,897,000 16,747,495,249 95.62 

GRAND TOTAL 1,216,090,640,000 636,829,287,371 52.37 

 Sumber Situs BPLS 2011 

5.4.6.3 Anggaran BPLS tahun 2011  

Di tahun 2011 ada 4 area utama lagi yang menarik bagi BPLS. Ini adalah: 

1. Pengalihan lumpur ke Sungai Porong.  

2. Relokasi jalan tol termasuk jasa konstruksi dan jasa konsultasi mengawasi, 

pembangunan jalan depan sepanjang jalan arteri baru dan konstruksi dari sebuah 

jalanan jembaran melayang (flyover); 

3. Pengelolaan semburan lumpur konstruksi infrastruktur terdiri dari jasa konstruksi dan 

jasa konsultasi, pengembangan / pemeliharaan tanggul, hubungan dengan media, 

pengelolaan sistem drainase, manajemen muara dan perbaikan dari jalanan ke muara;  

4. Pengelolaan masalah sosial 

Selain 4 bidang utama fokus BPLS akan juga melakukan kegiatan seperti: studi geologi, 

batimetri, pengadaan dari peta citra satelit dan aktivitas manajemen seperti penyusunan laporan 

kinerja, SOP, pelatihan staf, dll. 

 

Tabel 24 berikut menunjukkan bidang alokasi pengeluaran dan anggaran tahun 2011. 

 

Table 24 Alokasi Anggaran BPLS 2011  

KEGIATAN-KEGIATAN ANGGARAN 

A 
PENGELOLAAN TEKNIS DARI SEMBURAN LUMPUR 

DAN TUGAS LAINNYA   

 1. Perbaikan dan pengelolaan dari perencanaan, program dan 

Anggaran  90,000,000  

 2. Perbaikan dan pengelolaan Jasa Kemasyarakatan dan Urusan 

Publik  
21,907,735,000  

 3. Hukum, Hubungan Masyarakat dan system informasi 555,070,000  

 4. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas lembaga  200,000,000  
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  SUB TOTAL 22,752,805,000 

B PROGRAM BENCANA LUMPUR - SIDOARJO 
 

 1 Perencanaan operasional semburan lumpur  9,712,045,000  

 2 Pengelolaan semburan lumpur  77,230,626,000  

 3 Mitigasi bencana Geologi dan pemantauan linkungan  2,715,829,000  

 4 Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial  2,971,680,000  

 5 Pengelolaan bantuan sosial  35,866,428,000  

 6 Perbaikan pengelolaan dari perlindunan sosial  569,532,985,000  

 7 Perencanaan pembangunan infrastruktur  1,096,350,000  

 8 Pembangunan infrastruktur semburan lumpur dan 

pemeliharaan  
240,630,905,000  

 9 Relokasi dari pembangunan infrastruktur 324,081,472,000  

  SUB TOTAL 1,263,290,400,000 

GRAND TOTAL 1,286,043,205,000 

 Sumber Situs BPLS 2011 
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5.5.0 Peta-peta yang Menunjukkan Pengeluaran Sosial hingga Saat ini  

PETA DARI AREA TERKENA DAMPAK  

 
Figure 17 Peta Keseluruhan atas kebaikan BPLS 

  

1. Ikhtisar Keseluruhan Peta 

Peta ini menunjukkan gambaran keseluruhan dari area yang terkena dampak disekitar LUSI 
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Figure 18 Peta tertanggal 22 Maret 2007 atas kebaikan BPLS 

  

2. Peta tertanggal 22 Maret 2007 

640 Ha tergenang lumpur, 12 desa di 3 kecamatan yang terkena dampak 

9,385 keluarga dengan total 35,701 orang yang terkena dampak  
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Figure 19 Peta tertanggal 17 Juli 2008 atas kebaikan BPLS 

 

  

3. Peta Tertanggal 17 Juli 2008 

Terdapat tambahan 88 Ha yang tergenang lumpur, Berdampak terhadap 3 desa di 1 kecamatan 

1,666 keluarga atau 6,049 orang yang terkena dampak. 
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6.0 PROGRAM-PROGRAM SOSIAL DAN 

DAMPAK-DAMPAKNYA  
 

6.1.0 Perumahan & Lahan Tanah 

Proses kompensasi atas hilangnya rumah korban dan / atau tanah telah menjadi hal yang paling 

kontroversial dan rumit akan program-program kompensasi sosial yang terkait dengan lumpur 

gunung berapi LUSI. 

 

Ada beberapa alas an untuk hal tersebut, termasuk: 

• Besarnya kompensasi yang diperlukan baik dalam bentuk jumlah property  yang 

tergenang banjir atau rusak dan dalam bentuk jumlah uang yang terlibat. Lapindo 

bertanggung jawab atas sebagian besar klaim (yang berada di area peta tertanggal Maret 

2007) dan bahkan sebuah perusahaan besar seperti ini mengalami kesulitan dalam 

pembayaran pembiayaan di tengah-tengah krisis keuangan global tahun 2008. 

• Catatan kepemilikan tanah sering tidak memadai, salah atau hilang di bawah genangan 

lumpur yang ber ton. Hal ini tentu saja membuat pembayaran kompensasi lebih 

kompleks dan memakan waktu. 

• Perbedaan kebutuhan dan keinginan dari kelompok-kelompok orang yang berbeda. 

Semburan lumpur tidak membedakan antara pekerja kantor kaya dan miskin atau petani, 

atau buruh. Perumahan perkebunan, desa, pabrik dan lahan pertanian semua hancur atau 

rusak dan satu ukuran cocok untuk semua solusi akan selalu sulit. 

• Korupsi, meskipun tidak luas, ada dan berkontribusi kepada menjadikan verifikasi tanah 

dan pembangunan klaim lebih kompleks dan lebih lambat daripada yang seharusnya 

terjadi. 

• Politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, memiliki peran dalam kontroversinya. 

Masalah alam vs bencana buatan manusia tentu saja penting bagi keadaan dan ukuran 

paket kompensasi yang akhirnya ditawarkan. Ditambahkan saat tersebut Menteri 

Kesejahteraan Sosial pada saat itu memiliki suatu kepentingan substansial dalam 

perusahaan dituduh memicu bencana sehingga keadaan menjadi suatu medan yang 

sempurna untuk kekacauan politik.  
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• Panjangnya dan eskalasi dari bencana ini juga merupakan faktor kontribusi terhadap 

kompleksitas proses kompensasi. Sebuah contoh yang baik dari hal ini adalah 

dimasukkannya secara bertahap desa-desa baru dan properti ke dalam proses kompensasi 

karena lumpur yang semakin membanjir atau tanah yang diperlukan untuk pengelolaan 

semburan lumpur (seperti area kolam).  

 

Agar dapat mementuk perjanjian kompensasi dilakukan diskusi dan negosiasi di bulan 

November 2006 antara pemimpin komunitas kemasyarakatan, Lapindo dan pemerintah yang 

menghasilkan suatu perjanjian consensus akan “Pembayaran Tunai Putus (Cash and Carry)” 

pada tanggal 4 Desember 2006. 

 

Perjanjian kompensasi yang asli akan “Cash and Carry” dirinci di dalam Keputusan Presiden 

No. 14 tahun 2007 tertanggal 8 April 2007. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya hal ini 

mengambil bentuk akan sebuah kontrak untuk pembelian dan penjualan. 

 

Unsur-unsur utama dari perjanjian ini adalah: 

• Hal tersebut merupakan suatu kesepakatan murni akan kompensasi untuk kerugian fisik 

atau kerusakan dari properti  

• Terdapat 20% pembayaran awal uang muka yang harus dibayarkan segera setelah bukti 

kepemilikan 

• Nilai dari properti yang akan dikompensasi ditentukan dengan formula. Hal ini jelas 

tidak memperhitungkan nilai-nilai relatif properti karena lokasi, kualitas dan umur dan 

akibatnya ditetapkan pada nilai akhir tinggi properti pada waktu itu. Nilai-nilai ini 

adalah:  bangunan @ Rp 1.500.000,- per m2, lahan tanah @ Rp 1.000.000,- per m2 dan 

sawah padi @ Rp 120 000 per m2. 

• Sisa 80% akan didistribusikan satu bulan sebelum berakhirnya periode dua tahun setelah 

Juni 2006 (yaitu untuk mulai pada bulan Mei 2008). 

• Ada beberapa unsur lain pada paket kompensasi ini seperti pembayaran Rp 5.000.000 

selama periode awal dua tahun untuk menangani penyewaan properti (baik jika korban 

menyewa rumah atau tinggal bersama keluarga), biaya pindahan sebesar Rp 500.000 per 

keluarga dan bantuan penghidupan bulanan sebesar Rp 300.000 per orang per bulan 

selama 9 bulan.  
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Sementara Lapindo menghasilkan progres yang baik untuk pembayaran awal 20% skema 

pembayaran kemudian mengalami masalah yang cukup signifikan. Salah satu yang terbesar 

adalah masalah verifikasi. Bukti dari kepemilikan tentunya dibutuhkan tetapi banyak korban 

yang kalau tidak memiliki akta sertifikat yang diwajibkan (Akta Jual Beli - AJB), sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 15 ayat 1 dari Keputusan Presiden No. 14 / 2007, atau telah terkubur di 

bawah ber ton lumpur. 

 

Setelah negosiasi panjang, ada kesepakatan untuk menerima jenis lain tanah Girik disebut "/" 

petok D "/" Letter C ". Ini pada dasarnya adalah penerimaan pajak. Tanah harus terdaftar untuk 

perpajakan dengan administrasi desa, sehingga dokumen ini menyatakan bahwa pemilik tanah 

benar-benar membayar pajak properti secara teratur, membuktikan kepemilikan. Namun, 

properti ini sering tidak tercatat oleh Pertanahan Nasional (BadanPertanahan Nasional / BPN) 

atau tidak disertifikasi oleh BPN. Dengan demikian, untuk mensahkan tanah, "Girik" / "petok D" 

/ "Letter C" harus daftarkan ke BPN. Kemudian, tim verifikasi didirikan untuk mencoba bekerja 

melalui berbagai bentuk bukti kepemilikan, sehingga aplikasi yang dapat diteruskan ke Lapindo 

untuk pembayaran. 

 

Pembayaran 80% sisanya akan mulai jatuh tempo pada tahun 2008 di tengah-tengah krisis 

keuangan global. Lapindo mengklaim bahwa beban keuangan pembayaran ini ditambah dengan 

kondisi pertumbuhan ekonomi global melebihi batas kemampuan sumber dayanya. Perusahaan 

kemudian menyarankan skema alternatif tambahan. 

 

Pertama, adalah suatu skema untuk menyediakan pemukiman kembali di rumah-rumah yang 

baru di kawasan perumahan Kahuripan Nirvana Desa (KNV) ditambah kompensasi untuk 

properti yang hilang (dikurangi nilai rumah baru) yang dibayar dengan angsuran sebesar Rp 15 

juta per bulan . Hal ini disebut 'tunai dan pemukiman kembali (cash and resettlement)”. 

 

Dalam perjanjian yang ditandatangani antara Lapindo dan satu kelompok pembela korban - 

GKLL, dua fitur utama di bawah skema ini adalah:  

1. Peraturan sisa 80% dari pembelian rumah itu dilakukan secara tunai, dan  

2. Peraturan sisa 80% dari pembelian tanah dilakukan melalui rencana pemukiman kembali 

 

Skema kedua adalah untuk mengkompensasi untuk properti yang hilang dibayar dengan 

angsuran sebesar Rp 15 juta per bulan tanpa pemukiman kembali ke rumah baru. Alternatif ini 
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masih disebut sebagai 'cash and carry'. Sebuah kesepakatan ditandatangani antara perwakilan 

korban dan Lapindo pada tanggal 3 Desember 2008 yang mengakibatkan proses angsuran untuk 

pembayaran sisa 80%. 

 

Hal ini dapat dilihat dari peta grafik dibawah ini: 

Penyelesaian Skema 80% dari Pembelian Lahan tanah & Bangunan gedung  

 
Catatan:  

1. AJB adalah sertifikat hak atas properti yang sebagian besar dari penuntut tidak dapat menunjukkan.  

2. Sertifikat yang disebut "Hak Milik" (SHM) menunjukkan bahwa hak kepemilikan yang serupa dengan 

freehold. Sertifikat yang disebut "Hak Guna Bangunan” (SHGB) berarti hak untuk mengembangkan tanah 

dan untuk memiliki tanah untuk jangka waktu 20 atau 30 tahun, setara dengan perbaikan tanah 

3. Untuk skema tunai dan pemukiman kembali Lapindo setuju untuk memperlakukan angsuran asli 20% 

sebagai hibah dan tidak dihitung sebagai bagian dari jumlah penyelesaian secara keseluruhan. 

 

 Possible with Cert (AJB)

 NOTARY REPUBLIC/PPAT

SHM

SHGB

Petok D

Letter C

SK Gogol

            NOT POSSIBLE FOR AJB

            NOTARY PUBLIC/PPAT

           NOT POSSIBLE FOR AJB

  NOTARY PUBLIC/PPAT

CLAIMS

CITIZENS

CLAIMS

CITIZENS

CASH & CARRY

-Cash advances of 20% +

80%, according to schedule 

listed in Presidential Decree 

14/2007

- Can order a new home

in KNV + instalments if

there is a difference in the

80% payments

RESETTLEMENT

- Advances 20% as grants

- Land swap 100%

- Building area appropriate      

standard available

- If there is extensive residual 

home value it is possible to 

also obtain cash

After 12 months can be 

sold back with land prices

Rp. 1.000.000/m2

and the price of house

Rp. 1.500.000/m2

CASH

&

RESETTLEMENT

- Land back 100%

- Building 100% paid in

cash with a price of 

Rp. 1.500.000/m2

After 12 months

can be resold
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Skema Perjanjian 3 Desember 2008 

 
 

Ada sejumlah kelompok korban yang telah mengorganisir diri untuk melakukan advokasi dan 

menegosiasikan perjanjian kompensasi sesuai dengan aspirasi khusus mereka. Seperti dijelaskan 

sebelumnya persyaratan yang berbeda dari beragam kelompok alasan lain bahwa kunci utama 

mengapa Lapindo, melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok korban, mengusulkan skema 

alternatif. 

 

Beberapa dari kelompok utama tersebut adalah: 

GEPPRES - ‘Gerakan Pendukung Keputusan Presiden Nomor 14/2007’. Anggota dari 

GEPPRES menolak untuk menjual lahan tanah mereka di bawah skema apapun selain yang 

ditentukan dalam Keputusan 14/2007. Para anggotanya berasal dari empat desa dari (Jatirejo, 

Kedungbendo, Siring and Renokenongo). 

 

Tim 16 Perumtas (Tim Kompleks Perumahan 16) merupakan kelompok lain dengan ribuan 

anggota. Kebanyakan dari anggotaknya tinggal di kompleks perumahan yang sama di desa 

Kedungbendo. Anggota dari kelompok ini memilih skema kedua yang menyediakan angsuran 

Rp. 15 juta per bulan.  

 

Pagar Rekorlap atau  Wong Pasar (Orang Pasar) adalah kelompok lain yang merupakan 

korban dari Renokenongo. Para anggotanya memilih untuk angsuran Rp 15 juta/bulan, walaupun 

dikemudian hari sekitar 500 rumah tangga memisahkan diri dari kelompok ini dan memutuskan 
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Status of Claim
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Payment
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&

RESETTLEMENT

-Swap Land for Property
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untuk membangun sebuah desa baru dan pindah secara bersamaan ke Kedung Solok, lahan tanah 

land yang pada saat itu digunakan untuk kultivasi tanaman tebu. Mereka telah menamakan kota 

baru tersebut sebagai Renojoyo. Foto dibawah ini (fig 20) diambil di desa ini sewaktu 

dikunjungi oleh staf Humanitus dan BPLS. 

 

 
Figure 20 – Desa baru Renojoyo 

 

GKLL - Gabungan Korban Lumpur Lapindo menerima pemukiman kembali kepada KNV dan 

kompensasi yang dibayarkan dalam angsuran. Sebuah perjanjian dibuat pada tanggal 25 Juni 

2008 antara Lapindo dan anggota dari GKLL untuk bergabung dengan skema cash & 

resettlement. Sebuah salinan dari surat ini dapat dilihat dibawah: 
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Figure 21 Perjanjian Kompensasi tanggal 25 Juni 2008  
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Figure 22 Peta dari KNV sejak April 2009 

 
 

Kahuripan Nirvana Desa (KNV) memungkinkan para korban yang menginginkannya, 

kesempatan untuk berhubungan kembali dengan kelompok masyarakat yang mirip dengan 

situasi sebelum bencana. Namun, ini bukan untuk semua orang. Beberapa korban yang telah 

tinggal dan bekerja di desa-desa di mana pekerjaan utama adalah bertani atau bekerja di 

pedesaan menemukan prospek hidup di tengah perumahan besar di tengah perkotaan prospek 

yang menakutkan dan tidak diinginkan. Ada juga masalah, terutama di kelompok GEPPRES, di 

mana beberapa korban telah menggunakan prospek pembayaran tunai 80% sebagai jaminan 

untuk pinjaman untuk sebuah properti baru. Bila dana tidak tersedia maka mereka akan 

menghadapi kemungkinan kehilangan uang yang mereka telah menginvestasikan sampai saat 

ini. Jadi, sementara ini merupakan alternatif yang sangat baik bagi banyak yang perlu selektif 

diterapkan. Lapindo menghadapi masalah ini dengan kemampuan mereka mengingat kondisi 

keuangan pada tahun 2008 / 9, dengan menyediakan pilihan pembayaran angsuran sebesar Rp 

15 juta per bulan untuk pembayaran 80%. 

 

Staf Humanitus dalam sebuah wawancara dengan warga penduduk KNV juga menemukan 

bahwa para warga punya masalah dengan sertifikat kepemilikan (AJB) untuk rumah mereka di 

KNV. Sebagian besar belum menerima sertifikat ini tampaknya disebabkan oleh perselisihan 

antara Lapindo dan pengembang. Situasi ini harus diselesaikan bahwa penduduk memerlukan 

kepastian akta untuk ketenangan pikiran dan memungkinkan untuk menjual properti atau 

mengajukan pinjaman ke Bank. 
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Dalam sebuah penelitian yang sangat baik berjudul - 'Kesenjangan antara Preferensi Korban dan 

Skema Perumahan setelah Bencana Semburan Lumpur di Sidoarjo di Indonesia ' oleh Ayu 

Turniningtyas Rachmawati, Chikashi DEGUCHI dan Tetsunobu YOSHITAKE dari Universitas 

Miyazaki penulis melihat, antara lain, relokasi perumahan menurut preferensi para korban. 

 

Sebagai bagian dari studi ini dilakukan kuesioner dengan wawancara langsung dengan 100 

keluarga yang terkena dampak di Kantor PT Lapindo ke waktu mereka menerima kompensasi 

awal 20%.  

 

Pertanyaan pertama dalam survei ini melihat jenis jenis kepemilikan yang dimiliki oleh kedua 

kelompok korban. Para korban untuk penelitian ini ditempatkan baik mereka yang berasal dari 

desa yang terkena dampak (V) atau kompleks perumahan (HE). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 

25 di bawah ini: 

 

Table 25 Kepemilikan lahan tanah  

Kepemilikan Tanah V % HE % 

Pribadi (Hak Milik) 15 21 -  

Sewa (Hak Guna Bangunan/HGB) -  29 100 

Sewa (Hak Pakai) -  -  

Petok D 56 79 -  

TOTAL 71 100 29 100 

 

Istilah "Hak Milik", "Hak Guna Bangunan / HGB" dan "Girik" / "Petok D" / "Letter C" yang 

dijelaskan di awal bagian ini. "Hak Pakai" berarti hak untuk menggunakan tanah untuk tujuan 

tertentu selama jangka waktu tertentu maksimal 10 tahun, mirip dengan sewa. Tabel ini 

menunjukkan secara jelas persyaratan untuk bentuk-bentuk alternatif bukti kepemilikan selain 

akta sertifikat dengan 79% dari penduduk desa yang hanya memiliki Petok D penerimaan pajak 

sebagai bukti. Ini juga jelas menyoroti keadaan yang berbeda antara desa dan warga kompleks 

perumahan. 
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Penelitian ini juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi relokasi. Preferensi ini 

diklasifikasikan ke dalam lima kategori dan responden lagi diklasifikasikan ke dalam desa dan 

warga kompleks perumahan. Jawaban dapat ditemukan pada Tabel berikut 26. 

 

Table 26 Faktor-faktor untuk relokasi  

FAKTOR UNTUK 

RELOKASI 

WARGA 

DESA 
% 

WARGA 

PERUMAHAN 

KOMPLEKS  

% 

Harga 0 0 15 51.8 

Tempat Kerja 0 0 5 17.2 

Aksesibilitas 0 0 5 17.2 

Lingkungan 20 28.2 4 13.8 

Dekat saudara 51 71.8 0 0 

TOTAL 71 100 29 100 

 

Sekali lagi kita lihat dengan jelas perbedaan antara preferensi penduduk desa dan warga 

kompleks perumahan, dengan 100% dari penduduk dalam sampel yang memilih lingkungan atau 

keluarga dekat sebagai faktor utama pendorong dan warga kompleks perumahan memiliki 

berbagai keinginan tentang pilihan lokasi, tetapi dengan sebagian besar dalam pilihan harga 

sebagai faktor utama. Perbedaan dapat dijelaskan sebagian karena situasi ekonomi dari dua 

kelompok dengan penduduk desa mencari nafkah biasanya dari  kerja di pedesaan atau semi 

pedesaan dan warga kompleks perumahan umumnya bekerja di lingkungan perkotaan.  

 

Grafik peta 23 menunjukan hal ini secara jelas (dengan denominator 29 yang merupakan warga 

HE dan 71 yang merupakan V). 
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Figure 23 Preferensi relokasi perumahan para korban  

 

 

Kita bisa melihat dari hal ini bahwa para warga kompleks perubahan dari survei lebih menyukai 

area Sukodono, dekat dengan daerah pusat Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Hal ini 

kemungkinan besar mencerminkan lokasi tempat kerja mereka di lingkungan perkotaan. 

Penduduk desa, namun, lebih suka berada di dekat lokasi asli mereka dan dalam lingkungan 

yang lebih pedesaan atau semi-pedesaan. 

 

Penelitian ini, walaupun dalam  ukuran sampel kecil menunjukkan secara jelas kebutuhan yang 

berbeda dari perorangan dan keluarga dengan keadaan sosio ekonomi dan budaya yang beragam. 

 

Dampak lain dari bencana terhadap perumahan di daerah tersebut telah membuat fluktuasi 

artificial yang signifikan dalam nilai properti. Awalnya nilai properti di sekitar zona letusan 

jatuh ke hampir nol dimana properti dengan prospek akan tergenang lumpur tentu saja dianggap 

memiliki sedikit atau tanpa nilai. Sebagai korban mulai menerima ganti rugi dan mencari daerah 

baru untuk hidup dalam beberapa harga properti di daerah lain di Sidoarjo naik nilainya 
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menanggapi permintaan yang lebih tinggi. Nilai properti sekitar daerah bencana masih tertekan 

karena ketidakpastian dan bahaya dari potensi subsidence dan emisi gas. 

 

Dalam sebuah makalah berjudul "Gerakan dan perubahan dalam hubungan gender dan antar 

generasi: pengalaman keluarga yang terkena dampak lumpur panas di Jawa Timur, Indonesia 

'Achmad Uzair Fauzan dan Bosman Batubara, penulis melakukan sejumlah wawancara yang 

menarik yang menyediakan beberapa wawasan ke dalam masalah tersebut di sini. Beberapa 

wawancara yang ditampilkan di sini: 

 

...Semua responden berasal dari keluarga yang masih belum mempunyai tempat tinggal tetap 

atau tidak memiliki rumah baru dengandasar kepemilikan. Dari 19 keluarga yang 

diwawancarai, 9 sekarang tinggal di perumahan formal atau kantor (7 keluar dari rumah 

kontrakan mereka di kompleks yang sama) yang terletak kurang dari 3 km dari letusan dan di 

mana banyak rumah yang dibangun kosong. 2 lainnya memutuskan untuk tinggal di atap yang 

sama dengan keluarga besar mereka, dan sisanya sewa rumah di desa yang berbeda (kampung). 

Banyak dari warga yang diwawancarai mengaku bahwa karena mereka tak tahan lagi untuk 

menetap di sebuah kamp pengungsi dan butuh mencari tempat mereka sendiri untuk keluarga, 

mereka tidak mendiskusikan secara rinci pilihan untuk tempat tinggal. Dalam situasi ini, 

terutama dimana laki-laki yang memutuskan untuk tinggal dimana sementara menunggu 

kompensasi. Antara para suami, beberapa faktor yang menentukan pilihan mereka tempat 

tinggal adalah harga sewa, ketersediaan segera rumah untuk disewakan dan keberadaan 

jaringan dari para korban lumpur. Mengingat ketiga factor tersebut, sebagian besar dari 

mereka menyimpulkan untuk pindah ke dalam perumahan formal yang sama yang dinamakan 

sebagai Perumtas II Tanggulangin. "Pindah  ke pemukiman ini membuat kami terus 

memperoleh informasi tentang apa yang terjadi dengan kompensasi kami, karena banyak 

korban lumpur sekarang tinggal di sekitar pemukiman kompleks ini," kata Khoirul.  

 

Pindah ke sebuah permukiman formal yang secara geografis tidak jauh dari kampung halaman 

asal mereka juga memfasilitasi mereka untuk tetap terhubung dengan ikatan sosial lama 

mereka. "Saya tidak ingin pindah dari sini, karena aku ingin anak saya tinggal di sekolah yang 

sama dengan teman-teman yang sama. Meskipun sekolahnya bisa ditutup karena jumlah siswa 

terus menurun setelah letusan," kata Mulyadi yang anak-anak di kelas 3 ketika mereka harus 

meninggalkan rumah mereka. Maesaroh, seorang ibu dari tiga anak dewasa, mengatakan 

bahwa dia senang pindah ke perumahan pemukiman untuk tinggal dekat saudaranya yang telah 
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menyewa sebuah rumah sebelum dia. "Adalah baik untuk tinggal dekat dengan keluarga, karena 

kita bisa saling menghibur bila kita memiliki sesuatu untuk bertemu," katanya. 

 

Sementara itu, bagi mereka yang memilih untuk tinggal lebih jauh dari kampung asal mereka, 

melakukannya agar bias lebih dekat dengan tempat di mana mereka masih bekerja (mayoritas 

keluarga memilih tinggal di Perumtas II sekarang tidak memiliki pekerjaan tetap setelah pabrik-

pabrik di mana mereka bekerja sekarang ditutup karena lumpur). Banyak dari responden 

menyadari bahwa keputusan mereka adalah pengorbanan yang akan kehilangan jaringan sosial 

yang biasa mereka miliki. Sumiati, seorang nenek yang mengikuti menantunya untuk pindah ke 

kabupaten yang berbeda (lebih dari 10 km dari desa asal mereka), mengaku bahwa ia sekarang 

tidak memiliki jaringan sosial yang langsung. "Aku ingat jelas ketika kita malakukan 

demonstrasi massa di Jakarta. Disini, saya tidak tahu kemajuan perjuangan kita (untuk 

kompensasi). Tolong beritahu saya jika ada pertemuan korban lumpur. Saya mau datang," 

tanya Sumiati kepada kami. Merasa kehilangan lingkungan sosial juga dirasakan oleh suami 

Sumiati ini. Dia mengatakan bahwa suaminya sekarang menghabiskan lebih banyak waktu di 

masjid untuk menenangkan dirinya. 

 

Skema Pembelian Kembali (Buyback) Material  

Skema pembelian kembali bahan material adalah bagian dari skema kompensasi bangunan 

secara keseluruhan dan sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam laporan ini adalah program 

tambahan untuk penjualan dan pembelian barang yang terlibat dalam Besuki, Kedungcangkring 

dan Pejarakan. Program ini beroperasi di mana pemerintah menjual kembali bahan perumahan 

(batu bata, genteng, kayu, dll) kepada penggugat sebesar 1.5% dari kompensasi harga penjualan. 

Yang 1.5% tidak dibayar oleh penduduk, melainkan dikurangi dari kompensasi yang diterima. 

Hal ini kemudian menjadi tanggung jawab warga untuk menghancurkan properti dan menjual 

atau menyimpan material di lokasi baru. 

 

Dampak sosial dari skema ini adalah dua kali lipat. Pertama adalah bahwa skema ini sangat 

dermawan seperti yang dapat dilihat oleh tingkat penerimaan yang merupakan lebih dari 92% 

penduduk di desa-desa yang terkena dampak dan untuk memungkinkan warga yang memiliki 

waktu, keinginan dan kemampuan fisik untuk memiliki pekerjaan jangka pendek yang 

menguntungkan (yaitu pembongkaran dan penjualan properti mereka bahan). Kedua hal itu 

menciptakan pasokan besar bahan bangunan bekas dan pendatang baru ke pasar-pasar ini 

menciptakan lebih banyak peluang kerja. 
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Figure 24 proses demolisi desa Besuki  

 

6.2.0 Kesehatan 

Salah satu aspek yang paling penting dari mempertahankan masyarakat yang sehat adalah 

penyediaan air minum yang bersih. Banyak sumber air bersih bagi penduduk di sekitar kawasan 

bencana telah tercemar atau dihancurkan oleh letusan dan semburan lumpur. Sebagai akibat hal 

tersebut BPLS menyediakan air bersih kepada penduduk di 12 desa, yaitu Siring, Jatirejo, 

Renokenongo, Kedungbendo, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, Glagaharum, Besuki, 

Kedungcangkring, Pejarakan dan Mindi. Air bersih ditujukan untuk diberikan kepada 

masyarakat dengan tingkat 20 liter per orang per hari.  

 

Tabel di bawah ini menunjukkan volume air yang diantar dari awal program di tahun 2008 

hingga 2010. 

 

Table 27 Volume Pengiriman dari Air Bersih 2008  

 
Bulan  Volume (m

3
) Nominal (Rp)  

 
April 223 4,014,000 

 
Mei 422 7,596,000 

 
Juni 416 7,488,000 

 
Juli 1,327 23,886,000 

 
Agustus 1,310 23,580,000 

 
September 1,511 27,198,000 

 
Oktober 2,290 41,220,000 
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November 2,114 38,052,000 

 
Desember 678 12,204,000 

Total 10,291 185,238,000  

  Sumber Situs BPLS 2011 

 

Table 28 Volume Pengiriman dari Air Bersih 2009  

 
Bulan Volume (m

3
) Nominal (Rp)  

 
Februari 540 9,720,000 

 
Maret 1,128 20,304,000 

 
April 1,259 22,662,000 

 
Mei 1,062 19,116,000 

 
Juni 1,064 19,152,000 

 
Juli 1,131 20,358,000 

 
Agustus 1,118 20,124,000 

 
September 1,987 35,766,000 

 
Oktober 2,189 39,402,000 

 
November 2,061 37,098,000 

 
Desember 350 6,300,000 

Total 13,889 250,002,000 

         Sumber Situs BPLS 2011 
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Table 29 Distribusi Air Bersih di 8 Desa - status 30 September 2010 

Desa 

Volume Air Bersih(m
3
) 

Total 
Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept 

Kec. Tanggulangin 
         

Desa Ketapang 54.00 87.00 77.00 83.00 85.00 124.00 110.00 113.00 733.00 

Desa Gempolsari 60.00 110.00 105.00 100.00 105.00 100.00 105.00 109.00 794.00 

Kec. Porong                   

Desa Pamotan 193.00 341.00 341.00 300.00 346.00 377.00 392.00 376.00 2,666.00 

Desa Gedang 105.00 175.00 150.00 140.00 150.00 175.00 190.00 150.00 1,235.00 

Desa Mindi  147.00 246.00 249.00 239.00 273.00 297.00 275.00 262.00 1,988.00 

Desa Glagaharum 55.00 85.00 95.00 70.00 80.00 75.00 65.00 65.00 590.00 

Kec. Jabon                   

Desa Besuki  40.00 50.00 60.00 55.00 50.00 25.00 45.00 40.00 365.00 

Desa Keboguyang 0.00 15.00 5.00 10.00 15.00 35.00 10.00 0.00 90.00 

Total 654.00 1,109.00 1,082.00 997.00 1,104.00 1,208.00 1,192.00 1,115.00 8,461.00 

 Sumber Situs BPLS 2011 

Lebih dari Rp. 600.000.000,- sudah dibelanjakan untuk pengiriman air bersih ke 12 desa yang 

terkena dampak ini. BPLS terus memantau kualitas air pada masyarakat disekelilingnya dan 

menggunakan beberapa alat ukur untuk pengujian kualitas air seperti: pH meter, DO (oksigen 

terlarut) meter, TDS, salinitas dan EC (Konduktivitas Listrik / Listrik Konduktivitas) meter, dll. 

 

Sebelum letusan banyak warga akan menggunakan sumur bor dengan kualitas yang bervariasi 

dan bila melihat program penyaluran air dari sisi yang positif (menyisihkan biaya ekonomi 

untuk Pemerintah) dapat dikatakan bahwa dalam skala yang kecil merupakan hasil yang positif 

untuk beberapa warga yang terkena dampak.  
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Figure 25 Penampungan Air di area terkena dampak 

 
 

Area lain yang menjadi perhatian adalah kualitas udara sebagai akibat kebocoran gas, seperti 

H2S dan metana. Sebelumnya disebutkan dalam laporan tentang bahaya menggunakan gas alam 

yang mudah terbakar di rumah dengan kemungkinan kebocoran dan ledakan berikutnya. 

Gelembung merupakan kekhawatiran sehubungan dengan kualitas udara karena dapat dikaitkan 

dengan emisi gas berbahaya. Angka BPLS juga menunjukkan bahwa pada akhir Oktober 2010 

ada 77 area gelembung aktif dengan berbagai ukuran dan intensitas. 

 

Dalam sebuah article tentang “Pendidikan Para Korban Semburan Lumpur yang Terabaikan” 

oleh Indra Harsaputra keprihatinan itu terungkap tentang gas metana. Artikel ini difokuskan 

pada kesehatan siswa di dua sekolah dasar dan dua TK di Desa Pejarakan dan Besuki, yang pada 

waktu itu, belum direlokasi. 

 

”Setiap hari para siswa dan guru harus bernapas dengan metana dan menghadapi ancaman 

dekat semburan lumpur panas,” kata Mochamad Solichin, Ketua Kecamatan Jabon di mana 

kedua Desa tersebut berlokasi. Para siswa dan guru di SDN Pejarakan di Jabon telah 

mengeluhkan permasalahan menggunakan fasilitas toilet karena adanya gas di kamar mandi, 

yang telah dimulai pada akhir September.  

 

Siswa Syarifudin Ahmad, 10, tampak gugup saat hujan ditengah pelajaran. Dia mengatakan dia 

tidak bisa buang air kecil sampai hujan mereda. "Saya tidak bias tahan di kamar mandi karena 

setiap kali hujan bau gas membuat dada saya sakit. Aku bisa pipis di belakang sekolah atau 

berlari ke rumah penduduk saat hujan reda," katanya kepada The Jakarta Post Kamis.  
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Kelompok kerja mengevaluasi kelayakan dan penyelesaian, dibentuk oleh mantan Gubernur 

Jawa Timur Imam Utomo pada tahun 2008, mengatakan ratusan sumur air bagi warga sekitar 

kawasan lumpur tidak layak untuk dikonsumsi karena telah terkontaminasi klorida, sulfat, 

natrium, kalsium dan magnesium. Selain sumur yang tercemar, tim juga memperingatkan 

bahwa paparan gas metana berbahaya dapat menyebabkan kanker dan kematian (sebagaimana 

dibahas sebelumnya BPLS tengah menangani masalah ini dengan ribuan galon air minum 

diserahkan kepada para korban setiap hari). 

 

Metana awalnya terdeteksi di Kecamatan Siring Barat di Porong pada awal April 2008. Lima orang 

tewas dan lima lainnya dibawa ke rumah sakit untuk masalah pernafasan yang dipicu karena menghirup 

gas. Ahli lingkungan dan sanitasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Soedjono Eddy 

mengatakan metana yang dipancarkan dari semburan lumpur tidak hanya mudah terbakar, juga dapat 

mempercepat proses pemanasan global, sehingga membuat dampaknya tidak hanya berbahaya bagi 

korban lumpur , tetapi juga masyarakat internasional. "Isi metana Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh ITS, yang dipancarkan dari lumpur jauh lebih berbahaya dari emisi karbon monoksida 

dari gabungan jumlah kendaraan di Surabaya dan Jakarta," kata Eddy. Pemerintah telah memberikan 

kompensasi yang banyak untuk penduduk di Pejarakan, tetapi tidak memperhatikan fasilitas 

umum, khususnya sekolah-sekolah di daerah sekitar semburan lumpur Lapindo, kata Mochamad 

Solichin. Anggota Dewan Komite Khusus Semburan Lumpur di Kabupaten Sidoarjo Zainul Lutfi 

mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat untuk merelokasi sekolah-sekolah 

untuk mencegah gangguan proses belajar mengajar. 

 

Selain beberapa insiden terisolasi yang berpusat pada emisi gas yang signifikan, sampai saat ini 

kami tidak mengetahui adanya studi yang menunjukkan peningkatan umum dalam masalah 

kesehatan fisik yang berhubungan dengan lumpur gunung berapi. Namun, kami akan 

merekomendasikan studi untuk dilakukan, melibatkan rumah sakit dan pusat kesehatan, keluhan 

kesehatan di area umum untuk memastikan ada tidaknya elevasi masalah kesehatan pernapasan 

apapun atau masalah kesehatan lainnya. 

 

Dari berbicara kepada mereka yang terkena dampak dan meninjau sejumlah wawancara jelas 

bahwa stres terkait dengan hilangnya rumah dan/atau mata pencaharian merkea merupakan 

masalah kesehatan mental yang signifikan yang juga perlu ditangani dengan lebih baik oleh baik 

Nasional maupun Pemerintah Daerah. 



 

136 

 

Sebagai bagian dari komitmen terhadap kesejahteraan sosial, Lapindo dan BPLS memberikan 

perawatan medis gratis untuk korban lumpur dengan biaya sampai saat ini sebesar Rp. 

2,986,210,248. Tabel berikut ini menunjukkan perawatan yang didanai oleh Lapindo hingga 

tahun 2010. Kita tidak bisa mengatakan apakah jumlah ini terkait langsung kepada LUSI karena 

kami tidak memiliki akses ke catatan medis. 

 

Table 30 Perawatan Medis yang didanai oleh Lapindo 

No. 
Pusat Medis/ Klinik/Rumah 

Sakit 
Rawat Jalan Rawat Inap 

Di Rumah 

Sakit 

1 RS Umum Sidoarjo 678 390 1 

2 Pusat Medis Porong 49,655 604 2 

3 Ambulance  5,730 
  

4 RS Bhayangkara  1,789 359 
 

5 Pusat Medis PKS 1,783 
  

6 Pusat Medis PAN 344 
  

7 Pusat Medis Marinir 488 
  

8 RS Siti Hajar 
 

14 
 

9 RS Delta Surya 
 

9 
 

10 RS Umum Dr. Sutomo 
 

13 
 

11 Kesdam (Pos Kesehatan 

Militer) 
116 

  

  
TOTAL  60,583 1,389 3 

Presentasi PowerPoint TANGGAPAN KORPORASI & KEBUTUHAN MANUSIA BENCANA SEMBURAN LUMPUR JAWA TIMUR Nov 

2010 

6.3.0 Pendidikan 

Dengan dukungan keuangan Lapindo, BPLS membantu anak-anak sekolah dari keluarga 

pengungsi di Pasar Baru Porong untuk sampai ke sekolah. Hal ini dilakukan dengan 

menyediakan kendaraan dari Pemerintah Sidoarjo dan tentara untuk antar-jemput mereka ke 

sekolah. Sampai saat ini, Lapindo telah menghabiskan sekitar Rp. 435.114.000 untuk hal ini dan 

program pendidikan lainnya. 

 

Lumpur telah menggenangi lebih dari 33 sekolah di area tersebut dan mengganggu kehidupan 

sekolah dan ribuan anak-anak sekolah. Beberapa sekolah telah pindah ke lokasi yang lebih aman 
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namun masih ada banyak pekerjaan bagi pemerintah yang harus dilakukan untuk melindungi 

aset masyarakat yang paling berharga – yaitu anak-anaknya. 

 

6.4.0 Pekerjaan dan Pelatihan Ketrampilan  

BPLS telah memulai beberapa program pelatihan kerja dan keterampilan bagi korban LUSI. 

Pada November 2010 staf Humanitus mengunjungi sejumlah fasilitas pelatihan dan berbicara 

dengan para manajer dan trainee dari area terkena dampak bencana. 

 

Kami mengunjungi Balai Pengembangan Industri Persepatu Indonesia (BPIPI) pabrik dimana 

160 korban lumpur telah dikirim untuk pelatihan di sepatu keputusan oleh BPLS pada tahun 

2010. Pelatihan ini didanai oleh pemerintah Indonesia dan kami diberitahu bahwa 100% peserta 

yang menyelesaikan program pelatihan mampu mendapatkan pekerjaan. 

 

 
Figure 26 Fasilitas Pelatihan BPIPI– Tanggulangin, Sidoarjo 

 

Kami juga mengunjungi Pabrik Sepatu Young Tree Shoe di mana sekitar 40 korban semburan 

lumpur bekerja. Pekerja menerima sekitar satu juta rupiah per bulan dalam upah dan manajer di 

sana mengatakan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang tersedia untuk mereka yang 

menginginkannya. Tetapi salah satu masalah yang ia sebutkan adalah bahwa jarak dari rumah 

korban cenderung menjadi penghalang untuk mereka menemukan lebih banyak pekerja dari 

daerah bencana. Ini menyoroti fakta bahwa banyak korban, terutama dari Desa-desa, yang secara 

tradisional mendapatkan penghasilan yang baik dari dalam desa atau daerah sekitarnya dan 

prospek dari sebuah perjalanan panjang untuk mencapai lingkungan pabrik tidak menarik untuk 

mereka. 
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Figure 27 Pabrik Young Tree shoe factory, Sidoarjo 

Dalam table-table 31 dari BPLS kita dapat melihat jumpat partisipan dalam program pelatihan 

yang didanai oleh BPLS. 

Table 31 Pelatihan Ketrampilan tahun 2008 

Jenis Pelatihan 

Total 

Tenaga 

kerja 

Jumlah 

partisipan 

Menjahit bagian 

atas sepatu  

7 280 

Perdagangan Emas 1 40 

Makanan Olahan 3 120 

Total 11 440 

 Sumber Situs BPLS 2011 

 

Table 32 Pelatihan Ketrampilan tahun 2009 

Jenis Pelatihan 

Total 

Tenaga 

Kerja 

Jumlah 

Partisipan 

Menjahit bagian atas 

sepatu  

2 80 

Otomotif 3 60 

Makanan olahan  3 120 

Sulaman Pita 4 160 

Metode 1 20 

Wirausaha 1 20 
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Teknisi mesin jahit  1 20 

Tanggapan bencana 1 30 

Total 16 510 

 Sumber Situs BPLS 2011 

Table 33 Pelatihan Ketrampilan tahun 2010 (hingga Mei) 

Jenis 

Pelatihan 

Total 

tenaga 

kerja 

Jumlah 

partisipan 

Sew upper shoes 2 80 

Ribbon 

embroidery 

2 80 

Total 4 160 

 Sumber Situs BPLS 2011 

Table 34 Kegiatan Pelatihan 

Jenis Pelatihan 2008 2009 2010 

Menjahit sepatu 280  80  160  

Sulaman pita   160  80 

Perdagangan emas 40      

Pekerjaan otomotif   60  40  

Mode   20    

Pengelolaan makanan 120  120    

Teknisi mesin jahit    20    

Wirausaha   20    

Tanggapan Bencana   30  30  

Total  440  510  310  

 Sumber Situs BPLS 2011 
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Total partisipan pelatihan pada tahun 2008 hingga 2010: 1260 orang. 

 

Sejumlah program lain telah dimulai untuk memungkinkan para pengungsi dan mereka yang 

terkena dampak bencana untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sebagai contoh pada tahun 

2007 BPLS membeli peralatan kisi kelapa yang disediakan untuk membantu mendapatkan 

pekerjaan bagi sebanyak 50 orang dari Besuki, Mindi, Pejarakan, Kedungcangkring, 

Gempolsari, dan Glagaharum. 

 

BPLS also conduct a number of seminars and meetings to disseminate information which may 

be of concern to those affected. This includes information on compensation issues, mudflow 

management, government infrastructure, bubbles and gas emissions etc. 

 

Table 35 Kegiatan Penyebaran Informasi  

JUMLAH DESA  JUMLAH 

TOPIK 

JUMLAH 

KEGIATAN 

TAHUN 

9 2 14 2007 

10 2 17 2008 

18 19 96 2009 

 Sumber Situs BPLS 2011 

Sekali lagi dalam studi berjudul, "Perbedaan antara preferensi dan skema kompensasi 

perumahan setelah bencana semburan lumpur Sidoarjo di Indonesia (Gap between Victims’ 

Preferences and Housing Compensation Schemes after the Mudflow Disaster at Sidoarjo in 

Indonesia) " oleh Ayu Turniningtyas Rachmawati, Yoshitake dan Chikashi DEGUCHI 

Tetsunobu Universitas Miyazaki, penulis memeriksa efek pada pendapatan dan kesempatan 

kerja dari 100 sampel penduduk yang terkena bencana. 

 

Laporan ini diklasifikasikan para korban semburan lumpur Desars (V) dan Perumahan (HE) 

masyarakat. Warga HE biasanya memiliki status ekonomi yang lebih baik (pendapatan tengah) 

disbanding yang dari Desa (menengah - berpenghasilan rendah). 

 

Table 36 menunjukkan penghasilan dari para korban sebelum dan sesudah bencana.  
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Table 36 Penghasilan sebelum dan sesudah bencana  

Penghasilan/Bulan 

$US 

SEBELUM SESUDAH 

V HE V HE 

> $ 200 12 29 8 29 

$100 - $200 46 0 24 0 

< $100 13 0 39 0 

TOTAL 71 29 71 29 

 

Kita dapat melihat bahwa untuk penghasilan yang lebih dari $200/bulan, jumlah warga yang di 

HE tidak berubah, sementara jumlah dari warga Desars pada tingkat penghasilan ini telah 

berkurang dari 12 ke 8. Proporsi dari Desars di $100-200/bulan berkurang dari 46 ke 24, tetapi 

mereka yang kurang dari $100/bulan meningkat dari 13 ke 39. Gaji minimum di wilayah 

tersebut sekitar $100/bulan. 

 

Penelitian jug melihat perubvahan dalam pekerjaan para korban sebelum dan sesudah bencana. 

Hal ini dapat dilihat di Table 37 dibawah. 

 

Table 37 Pekerjaan pada responden 

PEKERJAAN 
SEBELUM SESUDAH 

V HE V HE 

Petugas Pemerintah 6 19 6 19 

Karyawan/Staf 11 6 9 6 

Wirausaha 13 0 14 0 

“Toko Umum” 19 0 26 0 

Tentara 2 4 2 4 

Pekerja 13 0 3 0 

Petani 7 0 1 0 

Pengangguran 0 0 10 0 

TOTAL 71 29 71 29 

 

Kita bisa melihat bahwa jumlah pekerja Desars menurun tajam dari 13 ke 3, petani menurun 7-1. 

Hal ini karena banyak pabrik dan ladang yang terendam. Jumlah "toko umum" naik dari 19 

menjadi 26. Hampir semua dari mereka adalah pedagang di jalana dan pekerjaan asli mereka 

adalah sebagai pekerja atau di pertanian. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk Desars terutama 

semburan lumpur bukan hanya membanjiri rumah, tetapi juga menyebabkan pengangguran yang 

menyebabkan menurunkan kapasitas keuangan. 
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Ribuan buruh dari sekitar 30 pabrik terkena semburan lumpur juga terkena dampak dari 

bencana. Beberapa pabrik telah dipindahkan atau dibangun kembali dan kompensasi dibayarkan 

kepada beberapa pemilik pabrik (walaupun sengketa masih berlangsung tentang kompensasi) 

dan tenaga kerja. Contoh dari ini adalah bahwa Lapindo telah membayar sebesar Rp 700.000 per 

bulan untuk sekitar 2.280 pekerja dengan biaya sebesar Rp 6,188,800,000. 

 

Proyek-proyek infrastruktur seperti kerja mitigasi lumpur dan pekerjaan untuk jalanan baru, dll 

telah menyediakan beberapa peluang kerja baru bagi mereka yang terkena dampak semburan 

lumpur. BPLS memiliki kebijakan untuk mempekerjakan sebagai mungkin korban semburan 

lumpur untuk proyek-proyek ini. 

 

6.5.0 Lingkungan 

 

Tidak ada keraguan bahwa lingkungan telah rusak dan bisa terus rusak akibat bencana ini. 

Sebuah wilayah besar lahan produktif terkubur di bawah ber ton lumpur dan ada peningkatan 

risiko banjir akibat dari berkilo meter panjangnya dinding tanggul sekitar tanah longsor tersebut. 

Amblesan subsidence merupakan masalah dan akan terus di masa depan. Namun, mungkin dua 

hal yang paling dikhawatirkan adalah kualitas udara dan air. Kualitas udara dipengaruhi oleh gas 

berbahaya dikeluarkan dari bawah tanah. Air dikeluarkan dengan lumpur dan mungkin juga 

mengandung bahan berbahaya. 

 

Ada pendapat yang berbeda mengenai sifat berbahaya dari udara dan air di lingkungan. Namun 

jelas bahwa sumber-sumber air tawar seperti sumur telah terpengaruh. Seperti dijelaskan di atas 

BPLS menyediakan pasokan air kepada desa-desa sebagai akibatnya. 

 

Toksisitas dari lumpur dan air yang dipompa ke dalam Sungai Porong dan kualitas udara 

disekitar area yang terkena dampak adalah masalah yang lebih diperdebatkan. Sepertinya 

terdapat pendapat yang berbeda tentang lumpur, kualitas air dan udara. 

 

Sebuah laporan yang berjudul ‘Dampak Lingkungan dari semburan lumpur panas di Sidoarjo, 

Jawa Timur (Environmental Impact of the hot mud flow in Sidoarjo, East Java)’ oleh Agustanzil 

Sjahroezah menyimpulkan bahwa sehubungan dengan kualitas air: 
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Pemantauan Kualitas Udara Ambien menunjuk SK Gubernur Jatim Nomor 129 tahun 1996 

tentang nilai ambang batas (NAB) dari udara ambient. 

Ada 9 parameter (SO2, CO, NO2, O3, debu, Pb, CH4, H2S, NH3), hanya 1 parameter (NH3) di 

atas NAB. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 25 lokasi, tetapi amonia hanya 

hadir di lokasi yang tepat di atas NAB itu, bagaimanapun, ada pabrik-pabrik lain di lokasi 

tersebut. 

 

Laporan ini juga memeriksa toksisitas dari sampel lumpur dan menyimpulkan bahwa lumpur 

tersebut tidak beracun: 

96hr-LC50 (Dianalisa oleh Sucofindo): 

• Hasil Tes: 96 hr - LC50 is 70,631.75 mg/L 

• Kesimpulan: Lumpur tidak toksik (SWAN, JM, NEFF JM & YOUNG 1994) 

 

96hr-LD50 (Dianalisa oleh Bogor Labs): 

• Hasil Tes: Mud LD50 > 31250 mg/Kg BW. 

• Menurut PP 18 Tahun 1999 jo. PP 85 Tahun 1999, lumpur tidak diklasifikasikan sebagai 

bahan material berbahaya (LD-50 > 15000 mg/Kg-BW) 

 

Table 38 Tes Toksisitas Lumpur  

Komponen Hasil Tes (mg/l) Standar* 

Arsen  0.045 5 

Barium 1.066 100 

Boron 5.097 500 

Lead 0.05  5 

Mercury 0.004 0.2 

Cyanide 0.02 20 

2, 4, 5 Trichlorophenol 0.017 2 

2, 4, 6 Trichlorophenol   2 400 

* Standar berdasarkan PP No. 18/1999 jo. PP No. 85/1999 

Laporan ini juga menganalisis air di kolam untuk hal-hal seperti suhu, pH, H2S, NH3N, COD, 

fenol, minyak dan lemak, dll. dan menyimpulkan bahwa, pengobatan diperlukan untuk tingkat 

tinggi cod (kimia kebutuhan oksigen) TDS, TSS, BOD dan fenol. 
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Laporan lain yang berjudul “Audit letusan Lumpur Panas di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia 

dengan Perspektif Lingkungan - Sebuah makalah yang dipersiapkan untuk Pertemuan Kesebelas 

INTOSAI WGEA-, Arusha, Tanzania, pada tanggal 28 Juni 2007 (Auditing the Hot Mud 

Eruption In Sidoarjo, East Java, Indonesia with Environmental Perspectives - A paper prepared 

for the Eleventh Meeting of INTOSAI-WGEA, Arusha, Tanzania, on June 28, 2007). Jauh lebih 

kritis terhadap kualitas pembuangan ke Kali Porong dan menyatakan: 

 

Sebuah volume besar lumpur mentah dipompa ke Sungai Porong secara signifikan telah 

menurunkan kualitas air disana yang terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya seperti 

fenol, H2S, dan hidrokarbon (tabel 39). 

 

Table 39 – Pengukuran Parameter Lumpur dan Air 

Parameter Pengukuran 

DHL 4475-6500 um/cm 

COD  2350-2525 mg/L 

Phenol  10,37-13,17 

Chrom (VI)  0.033-200,036 mg/L 

Chrom Total  0.21 – 0.93 mg/L 

Amonia  4,460 -6,557 mg/L 

H2S  0.007-200.008 mg/L 

Sumber: Laporan Universitas Brawijaya akan Pengukuran Dampak Lingkungan dari Semburan Lumpur, 2006 

Pada tahun 2008 laporan berjudul Survei Geologi - hasil analisis awal untuk sampel lumpur 

yang dikumpulkan dari gunung lumpur Lusi, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia  (Preliminary 

Analytical Results for a Mud Sample Collected from the LUSI Mud Volcano, Sidoarjo, East 

Java, Indonesia), penulis menganalisis sampel air dan lumpur LUSI dan menyimpulkan: 

 

Hasil analisis untuk sampel 1 liter air lumpur LUSI lumpur dan air yang terpisahkan tidak 

mewakili variasi komposisi pada lebih dari 30 juta meter kubik lumpur yang meletus hingga 

saat ini. Selain itu, sampel lumpur mungkin tidak sepenuhnya mewakili semua lumpur yang 

meletus pada saat pengumpulan. Dengan peringatan ini, temuan-temuan dari analisis sampai 

saat ini memberikan beberapa wawasan menarik ke dalam perilaku lingkungan yang potensial 

dari lumpur yang meletus pada saat pengumpulan, dan karakteristik dari potensi kesehatan 

lingkungan dan masalah kesehatan. Komponen sampel lumpur padat tidak mengandung potensi 

toksisitas logam berat berbahaya dalam tingkatan yang tinggi. Sampel lumpur juga tampaknya 
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tidak memiliki potensi besar untuk menghasilkan air asam akibat oksidasi sulfida. Namun, 

beberapa elemen, terutama arsenik, hadir dalam konsentrasi dalam lumpur melebihi USEPA 

9pedoman untuk perbaikan tanah, tetapi mendekati atau di bawah konsentrasi rata-rata tanah 

di Amerika. Analisis telah mengidentifikasi campuran kompleks dari senyawa organik mungkin 

telah berasal dari batuan sumber minyak bumi. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk 

menentukan apakah salah satu konsentrasi senyawa organic melebihi konsentrasi pedoman 

tanah. PPasal analisis ukuran menunjukkan bahwa jika letusan lumpur mirip dengan sampel 

yang dianalisis dikeringkan dan diacak untuk menghasilkan debu, maka komponen utama 

(sekitar 45 persen) dari lumpur adalah ukuran yang cukup halus untuk dihirup ke bagian yang 

lebih dalam dari sistem pernafasan. Juga, ada komponen yang substansial dari sampel lumpur 

yang cukup kecil yang bisa secara tidak sengaja tertelan melalui tangan yang berhubungan ke 

mulut, terutama pada anak-anak bermain di atau berhubungan dengan lumpur basah atau 

kering. Air yang berasal dari pengendapan lumpur mungkin memiliki potensi untuk merugikan 

kualitas permukaan atau tanah-air untuk air minum, melalui pengaruh dari beberapa konstituen 

seperti fluorida, nitrat, besi, mangan, aluminium, sulfat, klorida dan total padatan terlarut. Dari 

jumlah ini, fluoride dan nitrat mungkin berpotensi untuk sangat mengkhawatirkan karena 

konsentrasi tinggi di perairan. Beberapa proporsi dari lumpur yang menyembur saat ini sedang 

disalurkan ke Sungai Porong, di mana ia akhirnya disalurkan ke laut.  Selain dampak terhadap 

ekosistem air dari lumpur-sedimentasi partikel atau sudut pandang fisik, pekerjaan lebih lanjut 

diperlukan untuk melihat apakah ada ancaman lumpur komponen kimia yang spesifik untuk 

organisme air yang hidup di bagian dari sungai dan laut yang terkena dampak oleh lumpur. 

Sebagai contoh, pengujian toksisitas lumpur dan air terpisah untuk memberikan pemahaman 

apakah elemen racun tertentu menimbulkan ancaman bagi beberapa organisme perairan. 

Hidrogen yang stabil dan komposisi oksigen isotop air yang menyertai lumpur sepenuhnya 

kompatibel dengan asal sebagai perairan pembentukan sedimen. Hasil ini menunjukkan bahwa, 

setidaknya pada saat pengumpulan sampel, letusan lumpur tidak memiliki komponen penting 

akan air magmatik. 

 

Staf BPLS secara berkala memantau kualitas udara dan air di Desa di sekitar situs letusan dan di 

Porong dan sungai-sungai lainnya di sekitar LUSI meskipun kami tidak mengetahui adanya 

studi komprehensif baru-baru ini akan kualitas air di di mulut air sungai. 

 

Bukti anekdotal sampai saat ini menunjukkan bahwa perikanan belum rusak oleh semburan 

lumpur. Namun, riset independen yang mendalam mengenai berbagai dampak semburan lumpur 
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terhadap lingkungan sungai dan sistem laut di sekitar muara sungai sangat dianjurkan. Berikut 

pada Gambar 28 merupakan peta yang menunjukkan LUSI di sebelah kiri dan Sungai Porong ke 

laut. 

 

 
Figure 28 Sungai Porong ke laut - BPLS 

 

6.6.0 Infrastruktur Pemerintah 

Selain dampak dari LUSI kepada orang-orang secara individu dan properti mereka, telah terjadi 

dampak akan biaya, kerusakan/kehilangan dan gangguan signifikan terhadap infrastruktur di 

seluruh wilayah. Ini mencakup: 

• Segmen Gempol/Porong dari jalanan tol 

• Jalur Kereta api di Porong/Tanggulangin 

• Jalanan besar utama di Siring/Porong 

• Jalur pipa dari Umbulan dan Pandaan 

• Jalur pipa gas Pertamina  

• Lebih dari 30 sekolah 

• Biaya mitigasi semburan lumpur  

• dll. 

Penghancuran jalan tol Surabaya-Gempol memiliki dampak yang menghancurkan. Tidak hanya 

dalam hal infrastruktur, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang mengangkut barang-barang di 

seluruh wilayah tersebut. 

 

Sebuah bagian baru jalan tol saat ini sedang dibangun dan ini tentunya membutuhkan gangguan 

lebih lanjut dan dampak terhadap masyarakat lokal (lihat gambar 29 dan 30). Pemerintah telah 
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dipaksa untuk memperoleh tanah untuk pengembangan ini dan telah menghadapi protes dari 

warga yang berdekatan dengan rute baru, terutama di Desa Kebonagung (dimana jalanan layang 

dan jembatan di atas sungai Porong sedang dalam pembangunan) ingin kompensasi bagi 

kebisingan dan gangguan dari proses konstruksi. 

 

 
Figure 29 Konstruksi Surabaya baru –Gempol jalanan tol – atas kebaikan BPLS 

Gangguan yang signifikan juga telah tejadi di jalanan besar utama di area tersebut, seperti Jalan 

Raya Porong, sebagai hasil dari peningkatan lalu lintas dari penutupan jalanan tol. 

 
 

Figure 30 Rencana untuk jalanan Tol dan Utama atas kebaikan BPLS  
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Jalur Kereta Api telah rusak karena gerakan subsidence dan pergeseran patahan bumi. Jalur 

kereta api yang ada antara Surabaya dan Malang berjalan sepanjang tanggul barat dan berada 

dalam risiko bila terjadi sesuatu pada tanggul tersebut. Sebagai hasil di masa depan rute 

alternatif harus ditemukan. 

 

 
Figure 31 Jalur kereta api dekat tanggul bagian barat.  

Tentu saja mitigasi dan pengelolaan semburan Lumpur telah menjadi upaya utama infrasturktur 

pemerintah yang didanai pada awalnya oleh Lapindo. BPLS menghabiskan Rp 

421.634.810.569,- pada tahun 2010 untuk infrastruktur dan Lapindo telah menghabiskan Rp 

1.351.924.034.943 hingga saat ini untuk pengelolaan semburan lumpur.  

 

 
Figure 32 Pengelolaan Semburan Lumpur  
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7.0 DAMPAK-DAMPAK EKONOMI 
7.1.0 Bisnis & Pemerintah 

Ada ratusan usaha kecil dan lebih dari 30 pabrik-pabrik besar langsung terkena dampak lumpur, 

mengancam kehidupan dan mata pencaharian ribuan orang. Selain dampak langsung 

(kehancuran, banjir) telah terjadi berdampak yang tidak langsung juga pada lebih banyak 

perusahaan di Jawa Timur. 

 

Diperkirakan bahwa sebelum semburan lumpur jalan tol Surabaya-Gempol menampun 20.000-

30.000 kendaraan per hari, termasuk sampai dengan 3000 truk kontainer (Yahya 2007). 

Pemotongan jalan telah meningkat kemacetan di jalan sekunder ke timur dan barat dari pasar 

Porong dan pada jalan utama arteri melalui pusat-pusat Krian, Mojokerto dan Mojosari ke barat. 

Akibatnya, arus barang dan orang dari Surabaya ke kota Malang dan wilayah di timur dan 

selatan Malang telah terganggu. Jadwal waktu transportasi telah meningkat untuk perjalanan 

dari Malang, Gempol dan Pandaan di dekatnya dan dari Pasuruan ke pelabuhan Tanjung Perak 

di Surabaya. Menurut produsen patungan asing pakaian di Probolinggo, kemacetan jalan telah 

meningkatkan lamanya waktu perjalanan truk ke Surabaya dari empat jam sebelum lumpur 

hingga menjadi sekitar 10 jam. Kini hingga satu hari ekstra dihabiskan untuk mengekspor 

produk akhir melalui pelabuhan dan satu hari tambahan lebih lanjut yang dihabiskan untuk 

membawa bahan masukan bagi pabrik. Waktu tambahan yang dibutuhkan untuk mengangkut 

barang ke pelabuhan atau memperoleh penyampaian materi yang bersumber lokal berarti beban 

keuangan bagi banyak perusahaan dalam hal bahan bakar ekstra yang digunakan, lembur 

dibayarkan kepada operator truk dan kebutuhan untuk membayar pungutan liar untuk 

menggunakan jalan sekunder. Untuk beberapa pengirim, keterlambatan pengiriman barang ke 

terminal peti kemas di Surabaya telah memakan biaya demurrage tambahan hingga Rp 600.000 

per kontainer. Diperkirakan bahwa semburan lumpur itu, rata-rata, mengakibatkan peningkatan 

biaya transportasi untuk masing-masing produsen sebesar 30%, dan salah satu produsen ubin 

berbasis perumahan berbasis di Sidoarjo menyatakan bahwa biaya meningkat sebesar 50-60% 

untuk bahan baku berasal dari wilayah Malang . (McMichael, Heath (2009) 

 

Para peneliti di Institut Teknologi Surabaya (ITS), bekerja sama dengan Kementerian 

Lingkungan Hidup Indonesia, memperkirakan total biaya dari semburan lumpur hingga Agustus 

2007 adalah dalam urutan Rp 28,3 triliun (Rumiati 2007: 36-70). Angka ini terdiri dari Rp 8,3 

triliun kerugian aset-aset infrastruktur, Rp 5,8 triliun untuk produksi yang hilang di Sidoarjo, 
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dan Rp 14,2 triliun pada kerugian tidak langsung terhadap perekonomian provinsi ini, terutama 

dalam makanan dan pengolahan kulit, transportasi dan industri perhotelan. Meskipun kesulitan 

berkaitan dengan hilangnya provinsi PDB, laporan ITS-Kementerian Lingkungan Hidup 

menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur mungkin telah berkurang hingga 4,2% antara 

bulan Mei 2006 dan Agustus 2007 (Rumiati 2007: 46-7). Skala kerugian ekonomi yang 

ditanggung keluar ke bidang lain: menurut penilaian penulis akan penilaian yang tidak 

dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2007, perkiraan total biaya 

langsung dan tidak langsung akan semburan lumpur pada tahun pertama sekitar Rp 30 triliun. 

Dalam hal apapun, biaya ekonomi yang dihasilkan oleh lumpur cenderung terus tumbuh secara 

substansial. (McMichael, Heath (2009).  

 

Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi ekonomi penting tidak hanya untuk daerah sekitarnya 

sebagai Kota Surabaya, Kabupaten Gresik di Kabupaten utara kompensasi di selatan, Kabupaten 

Mojokerto di barat dan Selat Madura di timur, tetapi juga untuk area seperti provinsi lain di 

Jawa dan Bali. 

 

Bencana yang terjadi telah membawa kerugian tentang sosial dan ekonomi kepada masyarakat 

di Sidoarjo dan sekitarnya dan berdampak terhadap bisnis dan kepercayaan bisnis. Kerugian 

ekonomi dan biaya keuangan diringkas dalam Tabel 40 sampai 45 dari SAI audit Letusan 

Lumpur Panas Di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia dengan Perspektif Lingkungan. 

 

Table 40 Biaya Ekonomi Langsung 1) 2006 - 2015 (Ribuan US$) 

No. Komponen biaya 2006 2007-2015* Total 

1 Aset-aset hilang 131,467 1,729,972 1,861,439 

2 Penghasilan yang hilang 16,736 215,547 232,283 

 Total 148,203 1,945,519 2,093,722 

*Faktor Diskon 15%  

Table 41 Biaya Ekonomi Tidak Langsung * 2006-2015 (Ribuan US$) 

No. Komponen Biaya Biaya % 

1 Berkurangnya nilai dari aset 1 459,696.84 58.96 

2 Berkurangnya penghasilan bisnis  1.50 0.19 

3 Berkurangnya penghasilan usaha kecil  0.23 0.03 

4 Berkurangnya penghasilan kendaraan truk  1.20 0.15 

5 Bertambahnya biaya untuk transportasi pribadi  5.70  0.73 

6 Berkurangnya penghasilan hotel  5.57  0.71 

7 Berkurangnya penghasilan restoran  1.53 0.20 
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8 Berkurangnya penghasilan perdagangan  2.21  0.28 

9 Berkurangnya penghasilan pemilik kolam ikan  288 ,890.53 37.05 

10 Bertambahnya biaya untuk memelihara Sungai Porong  13.20  1.69 

 
Total 748,618.51 100 

* Faktor Diskon 15%  

 

Table 42 Biaya Ekonomi untuk Pemulihan Warga pada Area yang Tergenang *, 2006-

2015 (Ribuan US$) 

No. Komponen biaya Biaya % 

1 Peningkatan biaya untuk memulihkan area  281,017 47.68 

2 Peningkatan biaya untuk pemulihan bisnis  89,452 0.02 

3 Peningkatan biaya untuk pemulihan infrastruktur public  218,917 37.14 

 Total 589,385 100 

* Faktor Diskon 15%  

 

Table 43 Proporsi untuk Beban Biaya Ekonomi*, 2006-2015 (Ribuan US$) 

No Sektor  Konklusif** Tidak Konklusif** 

Nilai  % Nilai % 

1 Pemerintah  247,368 7.14 268,421 7.31 

2 Badan Usaha Negara  22,105 0.64 106,316 2.89 

3 Perusahaan Swasta 102,105 2.95 206,421 5.62 

4 Orang 3,091,158 89.27 3,091,789 84.18 

 TOTAL 3,462,737 100 3,672,947 100 

* Faktor Diskon 15%  

** Konklusif dan tidak konklusif: biaya tidak langsung yang pasti dan tidak pasti 

 

 

Table 44 Prediksi dari biaya untuk pemulihan kembali berdasarkan komponen (biaya 

keuangan dalam Ribuan US$) 

No 
Komponen Biaya (di penghujung 

Januari 2007) 

Prediksi Nilai 

US$ % 

1 Pengeluaran untuk tanah dan gedung:   

 1.Lahan tanah 127,091 24.6 

 2.Bangunan gedung 108,012 20.9 

 3.Sub Total  235,102 45.5 

2 Penggantian gaji pegawai dari 

perusahaan yang tergenang  
901 0.2 

3 Biaya untuk perumahan dan pindahan:   

 1. Untuk menyewa rumah  1,665 0.3 

 2. Pindahan 174 0.0 



 

152 

 

 3. Sub Total  1,839 0.4 

4 Biaya kesejahteraan sosial  5,611 1.1 

5 Biaya untuk penggantian lahan 

produktif  
47,711 9.2 

6 Estimasi biaya untuk perusahaan  30,865 6.0 

7 Biaya rinci infrastruktur 9,140 1.8 

 Sub Total 4,5,6,7   

8 Pengelolaan Biaya Lumpur:    

 1. Untuk menghentikan letusan  84,175  16.3 

 2. Pengelolaan bagian permukaan  99,675  19.3 

 3. Sosial 1,272  0.2 

 Sub Total  185,122 35.8 

 
TOTAL 516,291  100 

 

Table 45: Prediksi dari Biaya Ekonomi dan Finansial terhadap Sidoarjo dan Wilayah di 

sekitarnya untuk periode 2006 – 2015 

Biaya Ekonomi  Estimasi Biaya US$ (Ribuan) 

Biaya Ekonomi Langsung  2,093,722.53 

Biaya Ekonomi tidak langsung  779,730.53 

Biaya Ekonomi untuk Pemulihan  589,385.26 

Biaya Total Ekonomi 3,462,838.32 

Biaya Finansial 516,290.76 

Celah (Biaya Ekonomi vs. Biaya Finansial) 2,946,547.56 

Sumber: Universitas Brawijaya Laporan pada Penilaian Dampak Ekonomi untuk Semburan Lumpur 2006 

Catatan: 

1. Biaya Ekonomi: Nilai dari dampak negative terhadap aset dan penghasilan warga  

2. Biaya Finansial: Nilai tunai yang telah dibayarkan ditambah komitmen  

3. US$ 1 = Rp9.500 

Perlu dicatat bahwa perkiraan selisih antara biaya ekonomi dan biaya keuangan untuk Sidoarjo 

adalah jumlah sebesar US $ 2.946.547.560,- Kesenjangan ini dapat ditanggung oleh masyarakat 

di dan sekitar Kabupaten Sidoarjo. Kesenjangan ini mengalami penurunan kualitas hidup 

mereka dan memperlambat perkembangan kabupaten. Inflasi tinggi juga telah diamati.  

 

7.2.0 Pariwisata 

Pada kunjungan ke LUSI oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 

menyatakan bahwa wilayah tersebut bisa menarik bagi wisatawan dan terutama pariwisata 

geologi.  
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Ide memiliki manfaat pasti dan jika berhasil akan membantu untuk memberikan industri yang 

baru dan penghasilan untuk mereka yang terkena dampak bencana. Lokasi ini mengesankan 

untuk dimelihat dan jika dapat dibuktikan bahwa lumpur bermanfaat bagi kulit (sedang 

dilakukan), maka spa baru / industri pariwisata bisa lahir. 

 

"Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan dana Rp 273 miliar 

untuk wisata geologi LUSI," kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Surabaya.  

 

Menurut dia, lokasi wisata geologi akan terletak di sisi utara lokasi letusan. "Lokasi telah 

dikunjungi oleh Presiden Yudhoyono beberapa waktu lalu," katanya. 

 

7.3.0 Ancaman Di Masa Mendatang  

Ada sejumlah ancaman di masa depan kepada masyarakat dan lingkungan akibat semburan 

lumpur di LUSI Sidoarjo. Kami telah membahas hal ini dalam berbagai bagian laporan ini dan 

mengemukakan hal tersebut kembali di sini: 

• Adanya Letusan lainnya lagi. Erupsi lainnya. Daerah sekitar Jawa Timur merupakan 

gunung berapi aktif dan dikenal memiliki sejumlah gunung berapi dan lumpur panas di 

samping LUSI. Sebuah ruang lumpur kedua besar dekat dengan yang memasok LUSI 

diidentifikasi oleh para ilmuwan Rusia melalui teknologi pemetaan 3D. Ini memiliki 

potensi untuk membentuk situs letusan baru jika terkena kegiatan seismik lebih lanjut, 

meskipun banyak penelitan lebih luas perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi hal ini. 

• Semburan lumpur yang berlanjut. Tentu saja kita tidak tahu kapan LUSI akan 

berhenti meletus atau bahkan pada kecepatan apa semburan akan terus berlanjut. Sebuah 

laporan Januari 2011 oleh Department of Earth and Planetary Science, University of 

California, Berkeley, CA USA berjudul 'Sebuah prediksi dari umur lumpur gunung 

berapi LUSI diperkirakan melalui analisis dan simulasi yang ada ... sebuah 

kemungkianan 50% akan berlangsungnya letusan <40 tahun dan kemungkinan 33% yang 

berlangsung> tahun '87 ‘(A prediction of the longevity of the Lusi mud volcano’ predicted 

through analysis and simulations that there was ‘...a 50% chance of the eruption lasting 

<40 years and a 33% chance that it lasts >87 years)’. 

• Kontaminasi terhadap bentuk perairan dan kontaminasi lebih lanjut akan air di 

tanah. BPLS terus memantau kualitas air di sekitar LUSI dan persediaan air bersih untuk 

lebih dari 12 Desa. Namun ada ancaman kerusakan terhadap perikanan di laut dekat 
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muara sungai yang terkena paparan terus menurus oleh lumpur LUSI. Bahkan jika kita 

mengasumsikan bahwa lumpur LUSI tidak beracun dan dengan demikian masih terdapat 

kemungkinan gangguan untuk memancing karena pulau buatan besar dibentuk oleh 

pengerukan di muara sungai dan interupsi akan aliran air dan gerakan pasang surut. 

Lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memeriksa risiko yang terkait. 

• Subsidence. Amblesan dari keseluruhan lokasi letusan LUSI merupakan salah satu 

subsidence yang mengancam untuk menciptakan "Danau LUSI" di masa depan. Tetapi 

yang lebih mendesak adalah subsidence lokal yang telah terjadi dan kemungkinan yang 

akan terus terjadi di sekitar LUSI. Amblesan ini telah rusak atau hancur miliaran dolar 

rumah dan infrastruktur pemerintah hingga saat ini. 

• Gas. Gas seperti metana dan H2S merupakan ancaman konstan bagi kesehatan penduduk 

setempat dan BPLS harus waspada dalam memonitor situasi. 

• Masalah Kesehatan. Udara dan air yang terkontaminasi merupakan masalah, 

sebagaimana disebutkan, dari unsur kesehatan  emosional/mental dari mereka yang 

terkena dampak. 

 

7.4.0 Kesempatan 

Ada beberapa peluang potensial dari bencana seperti ini. Tapi ada beberapa yang tidak bisa 

diabaikan. Kami telah menyebutkan potensi wisata yang berhubungan dengan situs LUSI 

geologi dan sedang aktif dieksplorasi. 

 

Potensi kesempatan lain adalah penggunaan lumpur sebagai bahan pengganti semen. Lumpur 

digunakan sebagai alternatif aditif semen. Dalam sebuah laporan bulan Maret yang berjudul 

“Lumpur Sidoarjo: bahan pengganti yang potensial untuk dimensi semen Teknik Sipil, MF 

Nuruddin, r. Bayuaji, MB Masilamani, TR Biyanto (Sidoarjo mud: a potential cement 

replacement material By Civil Engineering Dimension, M.F. Nuruddin, R. Bayuaji, M.B. 

Masilamani, T.R. Biyanto)”, para penulis menyimpulkan bahwa setelah studi ekstensif lumpur 

itu dapat digunakan sebagai bahan pengganti semen sebesar 10% sebagai nilai optimum. Dia 

menyatakan bahwa lumpur dapat meningkatkan kekuatan kompresi, integritas dan dapat 

mengurangi porositas mortar. Namun, pengaruhnya terhadap tarik, porositas kekuatan dan 

integritas yang kecil dibandingkan dengan kuat tekan. Dengan menggunakan bahan ini, sebagai 

bahan pengganti semen, yang tersedia dalam kelimpahan di Sidoarjo tidak bisa hanya 

mengurangi masalah sosial dan lingkungan tetapi juga meningkatkan perbaikan tertentu. 
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Ada juga sebuah studi planed1 (lihat di bawah) untuk menggunakan lumpur sebagai komponen 

untuk pembuatan batu bata. Bricks telah berhasil digunakan sebagai bahan bangunan selama 

berabad-abad dan masih digunakan saat ini di banyak proyek konstruksi baru menggunakannya 

sebagai alternatif di Australia dan seluruh dunia. Salah satu keuntungan utama dari batu bata 

lumpur adalah sifat insulatnya, yang dapat membuat rumah dingin sejuk dalam cuaca panas dan 

hangat pada kondisi yang dingin (walaupun udara dingin bukan merupakan masalah di sebagian 

besar wilayah Indonesia!). Kelemahan dari batu bata lumpur adalah bahwa bata ini lebih baik 

dalam iklim kering yang harus dilindungi untuk tingkat hujan lebat dan kelembaban (yang sering 

terjadi di iklim tropis). Namun, jika masalah ini (dan masalah toksisitas) bisa diatasi, baik 

melalui desain rumah atau komposisi dari batu bata yang bisa menjadi sumber yang berharga 

untuk daerah tersebut.  

 

Akhirnya salah satu peluang besar bagi Pemerintah, karena dengan semua bencana, adalah 

kemampuan untuk belajar dari penanganan dan respon terhadap LUSI dan meningkatkan 

prosedur dan kebijakan yang sesuai. 

 

Catatan 1: "Pengembangan lumpur Sidoarjo sebagai komponen bangunan untuk mendukung 

ketentuan rumah kesehatan sederhana": Institut Bahan Konstruksi, Pusat Penelitian Pemukiman, 

Departemen Pekerjaan Umum. (“Sidoarjo Mud Development as a Component Building to 

Support the Provision of Health House Simple ": Institute for Building Materials, Research 

Centre for Resettlement, Ministry of Public Works. Studies to assess the utilization of Sidoarjo 

mud as a raw material for the use of mud brick and reduce environmental impact).  Studi untuk 

mengevaluasi penggunaan Sidoarjo dalam lumpur sebagai bahan baku untuk penggunaan batu 

bata lumpur dan mengurangi dampak lingkungan. 
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8.0 DAMPAK-DAMPAK BUDAYA 

 

8.1.0 Ikatan masyarakat komunitas 

Mungkin yang paling dahsyat dan definisi bencana ini, dibandingkan dengan yang lain, adalah 

telah hilangnya komunitas masyarakat sebagaimana dialami oleh para korban. Masyarakat 

Indonesia pada umumnya memiliki rasa yang kuat dari masyarakat dan masyarakat setempat 

pada khususnya. Keluarga sering hidup dari generasi ke generasi di Desa yang sama atau 

setidaknya dekat dengan Desa tersebut. Juga orang tidak hanya membangun rumah mereka 

disitu, tetapi juga mengoperasikan usaha kecil dan memperoleh penghasilan mereka langsung 

dari Desa tersebut dan daerah di sekitarnya. Ketika lumpur membanjiri seluruh Desa dan 

wilayah tersebut, menjadi semakin jelas bahwa para korban tidak akan pernah bisa kembali ke 

tanah mereka, apalagi rumah mereka yang pernah berdiri di sana. Ini berarti bahwa tidak peduli 

tingkat kompensasi finansial apa yang diterima masyarakat sebagian besar dari komunitas 

mereka telah hilang. 

 

Beberapa inisiatif telah membantu mengurangi hal ini. Contoh dari ini adalah ketika sekitar 500 

rumah tangga, yang berasal dari Desa Renokenongo, memisahkan diri dari para korban 'Wong 

Pasar' dan memutuskan untuk membangun sebuah desa baru dan bergerak bersama ke Kedung 

Solok, yang pada saat tanah yang digunakan untuk budidaya tebu. Mereka menamakan kota baru 

mereka Renojoyo.  

 

Perumahan Kahuripan Nirvana Village didirikan oleh Lapindo juga melakukan beberapa upaya 

untuk mengatasi masalah ini dengan setidaknya menyediakan tempat di mana orang dari Desa 

yang hancur bisa tetap dekat dengan para teman, keluarga dan tetangga. 

 

8.2.0 Upacara-Upacara 

Dalam artikel 2009/2010 oleh Bosman Batubara berjudul – “Korban bencana lumpur Lapindo 

terus menuntut hak mereka untuk kompensasi (The victims of the Lapindo mudflow disaster 

continue to assert their rights to compensation). Dia berbicara tentang gangguan yang 

diakibatkan oleh LUSI sehubungan dengan upacara sekitar pemakaman yang tenggelam;  

 

Untuk sebelah barat dari lapangan sepak bola ', "datang kita ke suatu tempat di mana lumpur 

telah mengubur seluruh kuburan. Pada siang hari, banyak warga Desa datang ke sini untuk 
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membaca doa. Meski tak lagi terlihat di di bawah lumpur, warga desa mendirikan sebuah tanda 

untuk menandai tempat yang tepat di atas makam KH Anas Al Ayoubi.  Al Ayoubi adalah 

seorang pria lokal dan pemimpin organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU)yang dihormati. Nyai 

Dewi., istrinya, mengatakan pemerintah telah meminta keluarga untuk memindahkan kuburan 

ke tempat di luar tanggul, tapi mereka menolak karena mereka berpikir bahwa akan salah untuk 

memindahkan orang yang telah terkubur. 

 

Pada kesempatan yang berbeda, dalam sebuah upacara yang dilakkan sebelum bulan puasa 

tahun 2009, saya kembali menyaksikan orang Porong yang menggunakan memori sebagai 

bentuk perlawanan sosial. Berasal dari sekar, bunga kata Jawa yang berarti, nyekar adalah 

tradisi Jawa untuk mengunjungi makam 'leluhur. Sebelum bencana lumpur, warga Desa akan 

mengunjungi makam satu atau dua hari sebelum puasa dimulai. Namun dalam beberapa tahun 

terakhir, sejak pemakaman telah ditelan oleh lumpur, para warga Desa hanya mampu 

mengamati nyekar sambil berdiri dan berdoa di tanggul yang berada di atasnya. 
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9.0 KONKLUSI, REKOMENDASI DAN SARAN  
 

Dampak sosial dari bencana ini telah menghancurkan ribuan warga Indonesia yang terkena 

dampak dari semburan lumpur di Sidoarjo. Lebih dari 40.000 orang telah kehilangan rumah 

mereka, infrastruktur pemerintah dan perekonomian local sangat dirugikan, ribuan properti yang 

hilang, pekerjaan dan dalam beberapa kasus mereka telah kehilangan nyawa mereka.  Ribuan 

klaim kompensasi telah dibuat dan proses ganti rugi secara keseluruhan penuh dengan kesulitan 

dan kontroversi selama 4,5 tahun terakhir. 

 

Lapindo, yang awalnya disalahkan untuk memicu letusan tetapi selalu mengklaim bahwa 

memicu tidak terkait dengan operasi eksplorasi Banjar Panji 1 sumur, bagaimanapun telah 

membayar hampir enam triliun rupiah (600 juta dolar) sebagai kompensasi dan mitigasi biaya 

semburan lumpur. 

 

Pemerintah melalui lembaga mitigasi lumpur BPLS juga telah menghabiskan triliunan dolar di 

mitigasi semburan lumpur, infrastruktur, pemulihan sosial dan kompensasi dan memiliki 

komitmen berkelanjutan untuk menghabiskan tambahan triliunan lagi untuk tahun-tahun 

mendatang. 

 

Kami menemukan bahwa, sementara kompensasi sehubungan dengan pembelian tanah dan 

bangunan oleh Lapindo telah secara signifikan di belakang jadwal, sebagian besar klaim 

sekarang baik telah dibayar penuh atau sedang dalam proses untuk menerima progress 

pembayaran. Dari 13.143 klaim yang sekarang sedang diproses untuk pembayaran kompensasi 

untuk pembayaran komensasi akhir 80% (baik melalui tunai atau pemukiman kembali), 196 

masih tertunda (sebagai hasil perselisihan, verifikasi, dll) dan 12.947 telah dibayar atau dalam 

proses untuk dibayarkan. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada masalah yang masih 

terutang dengan proses kompensasi. Sebagai contoh, ada beberapa masalah teknis dengan 

keteraturan pembayaran angsuran terakhir 80% untuk beberapa pengadu dan masalah dengan 

serah terima AJB oleh pengembang kawasan perumahan Kahuripan Nirvana Village untuk 

penduduk di sana. Lapindo menyadari masalah tersebut dan telah meyakinkan kita bahwa 

mereka sedang bekerja untuk mengatasinya secepat mungkin. 
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Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) juga tampaknya memenuhi komitmen untuk 

kompensasi mereka bagi korban sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Presiden yang dibuat 

dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana dengan proses kompensasi dari Lapindo masih 

terdapat sengketa dan masalah dengan beberapa keluhan tentang verifikasi gradasi, tanah, dll. 

Kami menemukan bahwa staf BPLS pada umumnya memiliki kepedulian dan kasih sayang yang 

tulus untuk para korman dan untuk tugas yang besar dalam relokasi infrastruktur dan mitigasi 

semburan lumpur yang mereka hadapi. 

 

Situasi politik seputar bencana ini telah sangat kompleks dan kontroversial. Tetapi ada pelajaran 

yang dapat diperoleh Pemerintah Indonesia dari hal ini. Terlepas dari kesulitan politik dalam 

waktu itu (hal yang sangat sulit untuk dilakukan) kami percaya bahwa kepentingan korban akan 

lebih baik dilayani oleh pemerintah untuk mengontrol proses kompensasi di bawah hukum 

penanganan bencana yang ada dan memegang Lapindo untuk bertanggung jawab kepada bila 

pemerintah yakin bahwa mereka bertanggung jawab. 

 

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam yang berpotensi untuk 

menghancurkan dan merusak properti dan pelajaran lain yang bisa diperoleh dari bencana 

lumpur ini adalah bahwa hal itu penting bagi warga biasa untuk mengklaim kepemilikan tanah. 

Masalah ini telah menyebabkan masalah yang rumit bagi para korban dan akan terus menjadi 

masalah dalam bencana di masa depan kecuali orang dibuat sadar akan pentingnya 

mengamankan dokumen kepemilikan tanah mereka. 

 

Keberlangsungan kesehatan masyarakat yang tinggal dan bekerja di sekitar area ini juga menjadi 

perhatian bagi beberapa orang. Permasalahan yang menjadi perhatian besar adalah kualitas 

udara dan air dan permasalahan stres yang terkait. Sementara udara dan kualitas air yang sedang 

dipantau secara teratur oleh staf BPLS akan, menurut pendapat kami, akan bermanfaat untuk 

studi jangka panjang yang dilakukan bekerjasama dengan rumah sakit dan pusat kesehatan di 

wilayah tersebut untuk menilai potensi jangka panjang pemaparan terhadap perubahan 

lingkungan. 

 

Keprihatinan lingkungan juga tetap dan khususnya permasalahan dari volume lumpur yang 

dipompa ke Sungai Porong dan dampaknya pada udang dan ikan lainnya di mulut sungai. Bukti 

anekdotal sampai saat ini menunjukkan bahwa perikanan belum rusak oleh semburan lumpur. 
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Namun, riset independen yang mendalam mengenai berbagai dampak semburan lumpur 

terhadap lingkungan sungai dan sistem laut di sekitar muara sungai sangat dianjurkan. 

 

Perekonomian daerah secara signifikan dipengaruhi oleh LUSI dan dapat berlanjut untuk 

beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa pemerintah pusat 

harus mempertimbangkan paket ekonomi stimulus bagi daerah yang berfokus terutama pada 

menciptakan kesempatan pekerjaan baru bagi warga yang terkena semburan lumpur. 

 

Prospek jangka panjang untuk penelitian LUSI masih relatif tidak dikenal dan penelitian 

selanjutnya untuk geografi daerah bawah permukaan ini sangat penting. Kami akan 

menganjurkan para pemerintah tetangga untuk secara serius mempertimbangkan kontribusi 

financial dan/atau teknis terhadap tugas-tugas penting ini. 
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